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PEMERINTAH KOTA MATARAM 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan 

pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan 

Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,  Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi 

terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan 

keuangannya. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menciptakan good governance dan 

clean goverment dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. 

Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan adalah pengelolaan 

keuangan daerah yang harus dikelola dengan manajemen yang baik. Karena itu Pemerintah 

Daerah dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan 

akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, 

religius, berbudaya serta adil, makmur dan sejahtera. Pengelolaan keuangan daerah juga 

harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, 

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, 

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat 

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam 

rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 12 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Mataram selaku entitas 

akuntansi menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas 

dana serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. 

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram ini merupakan laporan yang 

mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mataram. Laporan 

Keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas 

dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun secara desentralisasi dan berjenjang 

dimulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Pemerintah Kota Mataram, yang 

dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagai satuan kerja yang 

bertugas untuk mengkonsolidasi laporan keuangan dari setiap entitas akuntansi yang ada 

di Pemerintah Kota Mataram. 

 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2021 disusun 

dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 bahwa laporan keuangan disusun 

untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh 

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode 

pelaporan. 

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kota Mataram mempunyai kewajiban 

untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam 

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan 

untuk kepentingan: 

1. Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara periodik. 

2. Manajemen 

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas 

pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, 

pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana 

pemerintah untuk  kepentingan masyarakat. 

3. Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak  untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang  dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan. 

4. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity) 

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang 

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang  diasumsikan akan ikut 

menanggung beban pengeluaran tersebut. 

 

Tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram adalah untuk 

menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana 

Pemerintah Kota Mataram selaku entitas akuntansi. yang berguna bagi pengambilan 

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik yaitu dengan cara: 

a. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan 

dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas 

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana; 

b. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; 

c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; dan 

d. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah 

Kota Mataram dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

 

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mataram diselenggarakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: 

1. Undang - Undang Dasar Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286),; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara RI Tahun 2019 Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);  

13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 30 Desember Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 

Anggaran 2021 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram 

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Mataram Tahun Anggaran 2021; 

14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram; 

15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat 

Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011, Nomor 2, 

Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 

9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah 

Kota Mataram Tahun 2013, Nomor 2, Seri D); 

16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas B Kota Mataram (Lembaran 

Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D); 
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17. Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang 

Perubahan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Mataram; 

18. Peraturan Walikota Mataram Nomor 33 Tahun 2015 tanggal 29 desember 2015 

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Mataram; 

19. Peraturan Walikota Mataram Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram. 

20. Peraturan Walikota Mataram Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan /atau Retribusi Daerah; 

21. Peraturan Walikota Mataram Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 

22. Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tanda Motor 

Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas 

Operasional pada Pemerintah Kota Mataram; 

23. Peraturan Walikota Mataram Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tuntutan 

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian di Lingkungan Pemerintah Kota 

Mataram; dan 

24. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah  Kota Mataram Tahun Anggaran 2021 sebagaiman 

telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram No. 42 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah   Kota Mataram 

Tahun Anggaran 2021. 

 

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau 

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan 

Neraca serta Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan 

untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Mataram Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Laporan 

Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika 

Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan; 

b. Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 

APBD, menjelaskan tentang Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan; 

c. Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi 

pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam 

pencapaian target yang telah ditetapkan; 

d. Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis 

akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran 

yang mendasari penyusunan laporan keuangan; 

e. Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-

masing pos-pos pelaporan keuangan mengenai komponen Pendapatan, Belanja, 

Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Saldo Anggaran Lebih, Pendapatan–
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LO, Beban-LO, Perubahan Ekuitas dan komponen-komponen Laporan Arus Kas; 

dan 

f. Bab VI Penutup. 
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BAB II 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN  

PENCAPAIAN KINERJA APBD 

 

2.1 Gambaran Umum Daerah 

Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi 

strategis sebagai  salah satu pintu masuk utama yang berbatasan dengan Selat  

Lombok. Selat ini merupakan penghubung antara Pulau Lombok   dan Pulau Bali. 

Kota Mataram terletak pada ujung sebelah barat dengan  panjang  garis pantai sejauh 

9 km. Ada dua kecamatan yang berbatasan  Langsung dengan pantai, yaitu Kecamatan 

Ampenan dan  Kecamatan Sekarbela. 

 

 Gambar 2.1 

Letak Geografis Kota Mataram di Provinsi NTB 

Luas wilayah Kota Mataram 61,30 Km2 (6.130 Ha) atau 0,30 persen dari luas 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153,15 Km2) menjadikan Kota Mataram sebagai 

kota terkecil dari kabupaten/kota yang ada. Secara astronomis Kota Mataram terletak 

pada posisi antara 08o33’ dan 08o38’ Lintang Selatan dan antara 116o04’ dan 116o10’ 

Bujur Timur, dengan batas wilayah yaitu: 

a. Sebelah Utara  : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar, dan 

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat; 

b. Sebelah Timur  : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten 

Lombok Barat; 

c. Bagian Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat; 

d. Bagian Barat : Selat Lombok. 

 

2.2 Ekonomi Makro 

Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, Kota Mataram hanya 

mampu tumbuh sebesar -5,50 persen, jauh dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi 

Kota Mataram 
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yang dapat dicapai oleh Provinsi NTB (-0,64 persen). Sebagian besar  Kabupaten/kota 

di Provinsi NTB mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Faktor eksternal menjadi 

pemicu utama terdampaknya kinerja perekonomian. Dimasa pandemi covid-19 terjadi 

pembatasan aktifitas masyarakat. Pembatasan sosial inilah yang kemudian menjadi 

pemicu berubahnya cara dan gaya hidup masyarakat sehingga berdampak tidak hanya 

pada kehidupan sosial namun juga pada perekonomian secara umum. 

 

Kondisi perekonomian Kota Mataram Tahun 2020 secara makro yang mempengaruhi 

penyusunan APBD Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Nilai PDRB Kota Mataram atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 

18,68 triliun rupiah 

b. Nilai PDRB per kapita Kota Mataram atas dasar harga berlaku sebesar 37,69 juta 

rupiah 

c. Tingkat Inflasi Kota Mataram pada Tahun 2020 sebesar 0,58 persen. 

d. Tingkat Pengangguran Terbuka di kota Mataram pada Tahun 2020 sebesar 

6,83%;  

e. Jumlah penduduk miskin di Kota Mataram pada tahun 2020 sebesar 41,80 ribu 

orang dan persentase penduduk miskin 8,47 persen di tahun 2020 

f. Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram pada Tahun 2020 sebesar 

78,91persen. 

 

2.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Nilai PDRB Kota Mataram atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 

mencapai 18,68 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami 

penurunan sebesar 0,80 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang 

mencapai 19,48 triliun rupiah. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh 

menurunnya produksi diseluruh kategori lapangan usaha dan adanya pengaruh 

inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami 

penurunan dari 13,81 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 13,05 triliun 

rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kota Mataram 

mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -5,50 persen, menurun 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan nominal PDRB atas dasar 

harga konstan ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi diseluruh 

kategori lapangan usaha dan sudah terbebas dari pengaruh inflasi.  
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Grafik  2.1. 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2016-2020 

 

Sumber: BPS Kota Mataram, 2021. 

Faktor  eksternal  menjadi  pemicu  utama  terkontraksinya  ekonomi  Kota  

Mataram. Dimasa pandemi COVID-19 terjadi pembatasan aktifitas masyarakat. 

Pembatasan sosial inilah yang kemudian menjadi pemicu berubahnya cara dan 

gaya hidup masyarakat sehingga berdampak tidak hanya pada kehidupan social 

namun juga pada perekonomian secara umum. Sekolah tatap muka diganti 

dengan sekolah daring atau sekolah dari rumah, selain itu banyak pekerjaan 

perkantoran dialihkan agar dapat dilakukan dari rumah atau kita kenal dengan 

istilah Work From Home (WFH). Pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian 

ditutup untuk mencegah kerumunan massa, ditambah lagi adanya pemberlakuan 

jam malam sehingga toko- toko dan aktifitas  ekonomi lainnya mengalami 

pembatasan jam buka sampai pada waktu tertentu  akibatnya  adalah  banyak  

usaha  yang  kehilangan  konsumen  yang  mengakibatkan usaha mengalami 

kekurangan pendapatan. 

Akibat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan adanya 

pergeseran struktur ekonomi penyusun PDRB. Sebagai contoh pada tahun 2019 

lalu kategori konstruksi menduduki peringkat kedua tertinggi dalam 

memberikan kontribusi nilai PDRB sebanyak 9,52 persen  namun  pada  tahun  

2020  sektor  konstruksi  merosot  tajam  menjadi  -22,30  persen. Contoh lain 

adalah pada kategori sektor transportasi dan pergudangan, pada tahun 2019 

memberikan nilai kontribusi sebesar 7,40 persen dan pada tahun 2020 nilai 

sektor ini menurun menjadi -34,12 persen. Kategori ini menjadi salah satu yang 

paling terdampak selama pandemi COVID-19 karena sejalan dengan langkah-

langkah kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 
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khususnya di Kota Mataram. Kebijakan penutupan sejumlah objek wisata, pusat-

pusat perbelanjaan, tempat hiburan, penutupan taman kota, ruang publik, serta 

pemberlakuan jam malam. Selain itu adanya penerapan kebijakan pemerintah 

pusat menutup pintu-pintu akses masuk seperti pelabuhan dan bandar udara turut 

memperparah penurunan pertumbuhan ekonomi kategori ini karena kunjungan 

wisatawan dari luar daerah sangat merosot sehingga pariwisata mengalami 

dampaknya. Berbeda halnya dengan kategori transportasi dan pergudangan, 

kategori informasi dan komunikasi memberikan pertumbuhan ekonomi tertinggi 

diantara 17 kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Mataram tahun 

2020. Pada tahun 2020 kategori ini mampu tumbuh sebesar 12,77 persen. Hal ini 

sejalan dengan perubahan cara dan gaya hidup masyarakat berkaitan dengan 

penerapan pembatasan sosial  oleh  pemerintah  selama  pandemi  COVID-19 

sehingga  banyak  aktifitas  yang  biasa dilakukan dengan bertemu atau tatap 

muka, menjadi berubah dengan hanya media daring seperti yang telah dibahas 

sebelumnya. 

Perubahan cara dan gaya hidup inilah yang menjadi pemicu tumbuhnya 

kategori informasi dan komunikasi karena kebutuhan hidup masyarakat salah 

satunya bergantung dari konfigurasi akses internet yang dilakukan dari rumah 

untuk menunjang kebutuhan sekolah, bekerja dan beribadah dari rumah sesuai 

anjuran pemerintah. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto 

seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu 

negara yang timbul akibat bebagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode 

tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau 

nonresiden. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan 

yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas 

dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau 

dikenal dengan PDRB nominal  disusun berdasarkan harga yang berlaku pada 

periode  penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. 

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada 

tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. 

Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram, dari 17 kategori 

lapangan usaha ada 9 kategori yang mengalami penurunan pertumbuhan 

ekonomi dari sebesar -34 persen sampai -1,60 persen. Kategori dengan laju 

pertumbuhan ekonomi terkontraksi paling dalam yaitu kategori transportasi dan 
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pergudangan sebesar -34,12 persen; kategori penyediaan akomodasi  dan  makan  

minum  sebesar  -32,09  persen;  kategori  konstruksi  sebesar  -22,30 persen; 

sedangkan enam kategori lainnya mengalami penurunan laju pertumbuhan 

dibawah 10 persen, yaitu kategori jasa lainnya, pertambangan dan penggalian, 

perdagangan besar dan eceran,  reparasi  mobil  dan  sepeda  motor,  jasa  

kesehatan,  jasa  perusahaan  dan  industry pengolahan. 

Sementara itu, 8 kategori yang mengalami pertumbuhan positif yaitu 

kategori informasi dan  komunikasi  sebesar  12,77 persen,  kategori  jasa  

keuangan  dan  asuransi  sebesar  11,03 persen,  dan  6  kategori  lainnya  

mengalami  pertumbuhan  positif  dibawah  10 persen,  yaitu pengadaan listrik 

dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, pertanian, 

kehutanan, dan perikanan, real estat, dan jasa pendidikan. 

 

Tabel  2.1. PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 Menurut 

Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 

Kategori industri 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Pertanian, kehutanan, dan Perikanan/ 

Agriculture, Forestry and Fishing. 

3,45 2,71 2,25 2,15 1,23 

2 Pertambangan dan Penggalian/Mining 

and Quarrying 

0,19 0,17 0,13 0,12 -8,31 

3 Industri Pengolahan/Manufacturing 6,79 7,31 3,64 4,54 -1,60 

4 Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity 

and Gas 

9,92 4,40 1,76 9,89 6,93 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang/Water supply, 

Sewerage, Waste Management and 

Remediation Activities 

5,02 4,42 -4,64 3,68 3,23 

6 Konstruksi/Construction 8,05 7,97 3,21 9,82 -22,30 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor/Wholesale and Retail Trade; 

Repair of Motor Vehicles and 

Motorcycles 

8,68 9,52 6,51 6,85 -8,19 

8 Transportasi dan Pergudangan/ 

Transportation and Storage 

8,34 8,80 3,95 7,40 -34,12 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum/Accommodation and Food 

Service Activities 

19,91 9,08 -0,18 1,71 -32,09 

10 Informasi dan Komunikasi/Information 

and Communication 

8,95 8.68 5,25 4,62 12,77 
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Kategori industri 2016 2017 2018 2019 2020 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial 

and Insurance Activities 

14,29 11,65 7,91 1,20 11,03 

12 Real Estat/Real Estate Activities 8,28 8,69 6,36 6,38 1,02 

13 Jasa Perusahaan/Business Activities 8,59 7,67 7,99 6,34 -5,21 

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib/Public 

Administration and Defence; 

Compulsory Social Security 

2,99 3,39 1,09 0,95 2,93 

15 Jasa Pendidikan/Education 6,66 7,26 5,56 7,89 0,89 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ 

Human Health and Social Work 

Activities 

6,76 7,56 6,14 6,32 -7,83 

17 Jasa lainnya/Other Services Activities 6,45 7,36 5,83 5,77 -9,63 

18 Produk Domestik Regional Bruto/Gross 

Regional Domestic Product 

 

 

8,01 8,07 4,95 5,58 -5,50 

Sumber: BPS Kota Mataram,2021 

 

Selama periode 2016-2020, PDRB Kota Mataram sebagian besar 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). 

Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai 

kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 36,55 s.d 38,95 persen. Komponen 

net ekspor memiliki kontribusi sebesar 21,11 s.d 15,67 persen dan bernilai 

negatif, yang artinya share impor lebih besar jika dibandingkan share ekspor 

(impor sebagai pengurang). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian 

kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar 

wilayah atau bahkan luar negeri (impor). 

 

2.2.2 PDRB Per kapita  

Nilai PDRB per kapita Kota Mataram atas dasar harga berlaku sejak tahun 

2016 hingga 2019 mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 mengalami 

penurunan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 32,22 juta rupiah. 

Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 40,03 

juta rupiah. Namun pada tahun 2020 PDRB per kapita mengalami penurunan 

hingga sebesar 37,69 juta rupiah, atau menurun 2,34 juta rupiah dibanding tahun 

2019. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per 

kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2016-2019, PDRB per 
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kapita atas dasar harga konstan senantiasa mengalami peningkatan dari 25,11 

juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 28,38 juta rupiah tahun 2019. Namun pada 

tahun 2020 mengalami penurunan hingga sebesar 26,33 juta rupiah atau 

mengalami kontraksi pertumbuhan PDRB per kapita sebesar -7,21 persen. 

Kinerja dan pencapaian suatu daerah belum dapat diukur dengan baik 

tanpa adanya perbandingan dengan wilayah lain. Beberapa indikator yang dapat 

dibandingkan adalah IPM, PDRB, dan kemiskinan. 

 

2.2.3 Inflasi 

Sepanjang tahun 2020, beberapa barang dan jasa di Kota Mataram 

mengalami kenaikan dan penurunan harga secara fluktuatif dan cepat. BPS 

mengadakan survei mengenai harga barang-barang setiap minggunya, sehingga 

potret harga barang kebutuhan pokok masyarakat lebih akurat. Aktifitas 

ekonomi Kota Mataram dalam situasi pandemi covid-19 dapat dilihat dari Laju 

Inflasi Tahun Kalender (Januari- esember) 2020 maupun inflasi tahun ke tahun 

(tahun 2020 terhadap tahun 2019), yakni sebesar 0,58 persen. Angka ini lebih 

rendah dibandingkan laju inflasi yang terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 

1,76 persen. Dampak pandemi covid-19 menekan laju inflasi berada jauh 

dibawah target pemerintah, sasaran inflasi tahun 2020 adalah sebesar 3 persen 

(PMK Nomor 124/PMK.010/2017). Lesunya aktivitas ekonomi terlihat dari 

inflasi bulanan yang rendah bahkan beberapa kali mengalami deflasi. Aktivitas 

ekonomi yang lesu menunjukan daya beli ataupun tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang rendah. Perekonomian yang lesu timbul karena adanya deflasi 

yang terus menerus, sehingga tidak ada gairah bagi produsen untuk 

berkembang. Menilik dinamika inflasi bulanan sepanjang tahun 2020, Kota 

Mataram tercatat mengalami enam kali inflasi, yaitu pada bulan Januari, Juni, 

Juli, Oktober, November, dan Desember. Inflasi tertinggi terjadi pada Bulan 

Januari, dengan tekanan inflasi mencapai 0,57 persen. Sementara itu penurunan 

indeks harga konsumen atau deflasi tercatat terjadi enam kali, yaitu pada Bulan 

Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, dan September. Deflasi tertinggi 

terjadi pada Bulan April sebesar 0,33 persen. 
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Grafik  2.2. Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2016-2020

 
Sumber: BPS Kota Mataram,2021. 

 

Apabila kita amati grafik diatas, terlihat bahwa Kota Mataram dalam tiga 

tahun terakhir (Tahun 2016 s.d. 2018) cukup berhasil dalam mengendalikan 

inflasi daerah yang berada pada kisaran 2 persen sd. 3persen per tahun, angka ini 

masih on the track dengan target inflasi Bank Indonesia atau inflation targeting 

framework (ITF) yaitu 3.5persen ± 1persen dan Target Inflasi pada RPJMD Kota 

Mataram 2016-2021 sebesar 3persen ± 1persen.  Hasil capaian pengendalian 

inflasi ini cukup menggembirakan mengingat tingkat Inflasi moderat dan stabil 

dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (sustainable 

growth). 

Tahun 2018 menjadi momen yang sangat dramatis bagi masyarakat pasca 

terjadinya gempa bumi dahsyat yang menimpa pulau Lombok, kekhawatiran 

akan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi masyarakat sempat memberikan 

kepanikan belanja sebagai dampak kekhawatiran akan kelangkaan barang yang 

tentunya akan berdampak pada inflasi di Kota Mataram, namun ketakutan 

tersebut tidak terjadi, kondisi inflasi di Kota Mataram relatif tetap stabil dan 

terkendali. Hal ini tidak terlepas dari beberapa langkah responsif dan antisipatif 

yang ditempuh oleh pemerintah Kota Mataram bersama dengan para pelaku 

dunia usaha dan pihak terkait. 

Lebih lanjut lagi terlihat sejak tahun 2018 laju inflasi di Kota Mataram terus 

mengalami penurunan. Hal ini terjadi disebabkan oleh kelompok komoditas 

volatile food di Kota Mataram seperti bahan makanan dan makanan jadi, 

minuman dan rokok yang pada umumnya memiliki bobot inflasi yang cukup 

besar pada tahun 2018 secara berturut-turut sebesar 5,15 persen dan 3,93 persen 
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mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019  yaitu masing-

masing menjadi 2,35 persen dan 1,44 persen. 

Seperti kita ketahui bersama, Inflasi volatile food adalah inflasi yang 

dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok barang seperti bahan makanan. Hal-

hal yang dapat membuat harga bergejolak tiba-tiba antara lain musim panen, 

gangguan alam, dan faktor perkembangan harga pangan domestik dan 

internasional. Menurunnya harga beberapa kelompok volatile food di Kota 

Mataram disebabkan oleh melimpahnya stok bahan makanan yang bersumber 

dari bantuan pangan pasca Gempa Lombok. 

Sementara itu, angka inflasi pada tahun 2020 turun cukup dalam yaitu 

sebesar 0,58 persen. Angka tersebut cukup jauh dari target tahun 2020 (Inflation 

Targetting Framework) yang ditetapkan yaitu sebesar 3,5±1 persen. Apabila 

dicermati, sejak merebaknya pandemi COVID-19 Kota Mataram cenderung 

mengalami deflasi sejak bulan April minus 0,33 persen hingga bulan September 

2020 dengan angka minus 0,04 persen. Hal ini mengindikasikan lesunya geliat 

ekonomi dan turunnya daya beli masyarakat. Kelompok komoditas terbesar 

penyumbang inflasi atau deflasi tahunan di Kota Mataram yaitu transportasi 

minus 5,69 persen; Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan minus 1,47 

persen; Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 5,75 persen; dan Kesehatan sebesar 

0,99 persen. 

 

2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka 

Teori ekonomi telah menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi 

dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang berlawanan arah. 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi seharusnya mampu menekan jumlah 

pengangguran. Hal inilah yang terjadi di Kota Mataram. Data selama tahun 

2017-2020 memperlihatkan  bahwa ketika laju pertumbuhan ekonomi 

meningkat, TPT menunjukkan trend menurun. pada tahun 2019 laju 

pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,58 persen 

sementara tingkat pengangguran menurun dibanding tahun lalu, menjadi 

sebesar 5,51 persen. Kemudian pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi 

mengalami kontraksi menjadi sebesar -5,50 persen sementara tingkat 

pengangguran melesat dibanding tahun lalu, menjadi sebesar 6,83 persen. 

Perkembangan indikator ketenagakerjaan di Kota Mataram tahun 2016-2020 

dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: 
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Grafik 2.3. Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kota 

Mataram Tahun 2016-2020

 
Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2021 

 

Seperti Gambaran  akan  kinerja  aspek  ketenagakerjaan  di  Kota  Mataram  

salah  satunya tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT. TPT 

merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran 

tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Kota 

Mataram selama lima tahun terakhir ini atau periode tahun 2016-2020 

mengalami fluktuasi. 

Pada tahun 2017 TPT mengalami penurunan dari 6,17 persen pada tahun 

2016 menjadi sebesar  5,35  persen  pada  tahun  2017.  Namun  pada  tahun  

2018 mengalami  peningkatan sebesar 6,72 persen, hal ini disebabkan karena 

bencana alam gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok pada bulan Agustus 

2018. Selain menyebabkan rusaknya infrastruktur juga masih sering terjadinya 

aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock, yang berdampak pada 

berkurangnya wisatawan yang datang ke Kota Mataram. Hal tersebut 

berpengaruh pada sektor pariwisata serta lapangan usaha penyediaan akomodasi 

makan dan minum. 

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK pada tahun 

2018 juga mengalami penurunan. TPAK pada bulan Agustus 2018 tercatat 

sebesar 62,55 persen turun 1,98 persen dibanding dengan kondisi bulan Agustus 

tahun 2017 sebesar 64,53 persen. Penurunan TPAK disebabkan oleh pekerja 

bebas dan pekerja keluarga kebanyakan tidak bekerja pasca gempa Lombok 

sehingga penduduk tersebut tergolong sebagai bukan angkatan kerja. 

Pada Tahun 2019 TPT di Kota Mataram kembali menurun yaitu sebesar 

5,51  persen, seiring dengan perekonomian Kota Mataram yang berangsur 
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membaik. Berbagai langkah yang telah dilakukan untuk menstimulus geliat 

ekonomi pasca gempa Lombok terutama dengan melakukan revitalisasi terhadap 

infrastruktur ekonomi seperti pasar, hotel, toko, swalayan. 

Berdasarkan data BPS  Kota Mataram, yaitu  per  Agustus 2020. TPT Kota  

Mataram kembali naik menjadi 6,83 persen. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata 

TPT Provinsi NTB yang sebesar 4,42 persen. COVID-19 yang mulai menyebar 

pada bulan Maret 2020 menyebabkan penduduk Kota Mataram yang 

sebelumnya bekerja menjadi tidak bekerja, yaitu sebanyak 7.300 orang. Selain 

berkurangnya penduduk yang bekerja pandemi ini juga berdampak pada 

hilangnya kesempatan kerja bagi penduduk yang sedang mencari pekerjaan yang 

sebanyak 1.700 orang. Sektor ekonomi yang paling terdampak dari pandemi 

COVID-19 ini adalah sektor manufaktur dan sektor jasa, dengan rata-rata 

penurunan penyerapan tenaga kerja masing- masing sebesar minus 1,7 persen 

dan 0,22 persen. 

 

2.2.4 Garis Kemiskinan 

 Garis kemiskinan Merupakan Garis batas yang membedakan ntara 

penduduk miskin dan tidak miskin. Untuk mengukur kemiskinan, BPS 

menggunakan konsep kemampuan  memenuhi kebutuhan dasar (basic needs 

approach). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata 

pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan. Tingkat 

kemiskinan selama setahun terakhir dapat dilihat melalui tren angka kemiskinan 

(kondisi Maret 2019 dan Maret 2020). Salah satu indikator yang digunakan 

dalam analisis kemiskinan adalah garis kemiskinan. Pada periode Maret 2019-

Maret 2020, garis kemiskinan di Kota Mataram meningkat dari Rp480.304,- 

menjadi Rp499.959,- perkapita perbulan atau sebesar 4,09 persen.  

 Garis kemiskinan Kota Mataram merupakan yang tertinggi di Pulau 

Lombok. Dari tahun ke tahun posisi tinggi rendahnya garis kemiskinan diantara 

kelima kabupaten/kota di pulau Lombok cenderung tidak berubah. Hal tersebut 

dapat terjadi dikarenakan standar biaya hidup yang tidak sama pada kelima 

kabupaten tersebut. Sedangkan besaran kenaikannya lebih dipengaruhi oleh 

perubahan harga-harga di kabupaten/kota masing-masing. Tren garis 

kemiskinan cenderung meningkat seiring dengan laju inflasi yang 

menggambarkan tingkat kenaikan harga-harga komoditas di suatu wilayah. 
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Terjadi peningkatan garis kemiskinan di Kota Mataram sebesar Rp85.844,- 

selama kurun waktu lima tahun, yaitu 2016 sampai 2020. 

  Badan  Pusat  Statistik  mengukur  kemiskinan  menggunakan  konsep  

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Pendekatan ini 

memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran. Adapun indikator-indikator yang berkaitan dengan Kemiskinan 

pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

Grafik  2.4. 

Capaian Indikator Kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2016-2020 

 

Jumlah penduduk miskin di Kota Mataram pada tahun 2020 sebesar 41,80 

ribu orang, mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang sebesar 43,19 

ribu orang. Selama kurun waktu lima tahun terakhir ada kecenderungan jumlah 

penduduk miskin mengalami penurunan. Dari 44,81 ribu orang pada tahun 2016 

menjadi 41,80 ribu orang pada tahun 2020. 

 Demikian juga dengan persentase penduduk miskin dari 9,80 persen di 

tahun 2016 menjadi 8,47 persen di tahun 2020. Sejak tahun 2016 persentase 

penduduk miskin Kota Mataram berada dibawah 10 persen. Jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya, maka persentase penduduk miskin pada tahun 2020 

sedikit lebih kecil yaitu 8,47 persen, sedangkan tahun 2019 sebesar 8,92 persen. 

Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten di Pulau Lombok persentase 

penduduk miskin di Kota Mataram merupakan yang terendah. Jika dilihat 
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secara jumlah, pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 

penduduk miskin di Kota Mataram merupakan yang paling kecil jumlahnya jika 

dibandingkan kabupaten lain di Pulau Lombok.  

 Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty gap index (P1) merupakan ukuran 

rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap 

garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran 

penduduk miskin dari garis kemiskinan di suatu daerah. Nilai P1 Kota Mataram 

pada tahun 2020 menunjukkan angka 1,86, mengalami kenaikan dibanding 

tahun 2019 yang mencapai 1,55. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah belum 

berhasil menurunkan persentase penduduk miskin pada tahun bersangkutan 

secara signifikan, sehingga untuk kedepannya dapat dijadikan acuan oleh 

pemerintah dalam mengambil kebijakan. 

 Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan 

seharusnya juga dapat mengurangi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks 

keparahan kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty severity index 

(P2) merupakan ukuran yang menggambarkan penyebaran pengeluaran 

diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin besar ketimpangan 

antarpenduduk miskin atau semakin tidak homogen pengeluaran penduduk 

miskin di suatu daerah. Nilai P2 Kota Mataram mencapai 0,56 pada tahun 2020 

meningkat jika dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,11. Peningkatan yang 

terjadi pada tahun 2020 ini cukup tajam. Hal ini menunjukkan kebijakan 

kemiskinan di Kota Mataram belum dapat menurunkan ketimpangan 

antarpenduduk miskin secara efektif (atau dengan kata lain semakin tidak 

homogen pengeluaran penduduk miskinnya). 

 

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

IPM Kota Mataram pada tahun 2010 tercatat sebesar 72,47, sedangkan 

pada tahun 2020, IPM Kota Mataram meningkat sebesar 6,44 poin menjadi 

78,91. Dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, dengan asumsi 

peningkatan pembangunan manusia terus dilakukan dan Kota Mataram terus 

berbenah diri dalam hal peningkatan taraf hidup masyarakatnya, IPM Kota 

Mataram masih dapat dipacu kearah kategori IPM Sangat Tinggi, yaitu di atas 

80. Di lain sisi, saat IPM Kota Mataram sudah sampai pada level IPM tinggi, 

IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada level sedang. Dalam kurun 
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tujuh tahun terakhir, IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap berada pada 

kisaran 60–70. 

Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan IPM Kota Mataram 

mengalami pasang surut. Hal ini dapat dilihat pada ilustrasi disamping. IPM 

Kota Mataram pada tahun 2016-2018 mengalami perlambatan pertumbuhan. 

Gerakan yang melambat bukan berarti terjadi penurunan angka IPM, IPM tetap 

tumbuh kearah yang lebih baik namun tidak secepat tahun sebelumnya. Berbeda 

halnya dengan tahun 2019, IPM tumbuh lebih besar jika dibandingkan tahun 

sebelumnya, yaitu sebesar 0,85 persen. Fenomena menarik terjadi pada tahun 

2020 dimana pertumbuhan IPM mengalami penurunan pertumbuhan hingga 

sebesar 0,24 persen. Pandemi covid 19 membawa pengaruh terhadap 

pembangunan manusia di Kota Mataram. Penurunan pertumbuhan ini 

dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan. 

 

2.3 Kebijakan Keuangan 

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Mataram mencakup 

kebijakan yang ditempuh berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan atau Pendapatan 

Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah  diarahkan  untuk  meningkatkan sumber-sumber  penerimaan  daerah  agar 

ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu kebijakan 

keuangan juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam 

rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya 

saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan 

akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan 

sensitivitas gender dan pranata sosial. 

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD sesuai 

dengan maksud  yang  diamanatkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  yang mengatur     

tentang Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah, yaitu   

disusun dengan pendekatan   prestasi   kerja   yang   berorientasi  pada pencapaian   hasil  

dari   input   yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai 

dengan proyeksi pendapatan  daerah,  alokasi  belanja  daerah, sumber  dan  penggunaan  

pembiayaan  yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud 

adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang 

menjadi kewenangan, perkembangan ekonomi makro. 
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Lain-lain asumsi yang juga mempengaruhi KUA Kota Mataram TA. 2021 

adalah: 

1. Asumsi pertumbuhan penduduk sekitar 2 persen per tahun; 

2. Penerapan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

3. Penerapan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional; 

4. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

5. Kebijakan dalam pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN 

lingkup Pemerintah Kota Mataram sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 061 – 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam 

Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 memuat sasaran, arah kebijakan, 

dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penyusunan RKP Tahun 2021 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga 

kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh 

masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai 

sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan 

akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.   

Penyusunan RKP Tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja 

berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program bermanfaat 

yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga 

yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional 

memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui 

pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang 

dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. RKP Tahun 2021 dimaksudkan sebagai 

pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 
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Tahun 2021 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.  

 

RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Tema Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi 

Sosial”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata 

dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan 

Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dengan sasaran dan target yang 

harus dicapai antara lain: 

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5%-5,5% dengan tingkat inflasi secara 

nasional berkisar antara 3,0%; 

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2%-9,7%, IPM menjadi 72,78-72,90, 

Gini rasio pada kisaran 0,377-0,379, tingkat pengangguran terbuka 7,5%-8,2%; 

3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah 

terhadap pembangunan nasional: Sumatera 3,9%-5,1%, Jawa-Bali 4,8%-5,5%, 

Kalimantan 3,6%-5,7%, Sulawesi 5,4%-7,0%, Nusa Tenggara 3.5%-5,2%, 

Maluku 5,2%-6,2%; dan Papua 2,6%- 5,8%. 

 

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota harus 

mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut dalam 

penyusunan RKPD Tahun 2021 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden 

dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu: 

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras 

yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;  

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk 

menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah 

akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat 

peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; 

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan 

pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu 

Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai 

Pemberdayaan UMKM; 
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4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan 

kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan 

eselonisasi; dan 

5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan 

SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai 

tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

 

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden 

tersebut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung 

tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan 

kondisi masingmasing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas 

pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan 

antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota 

dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.  

7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dimaksud, meliputi: 

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan 

Berkeadilan; 

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin 

Pemerataan; 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan 

Pelayanan Dasar; 

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan 

Perubahan Iklim; dan 

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan 

Transformasi Pelayanan Publik. 

 

Sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah dimaksud 

juga harus memperhatikan  rah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2021 

dengan tema Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk 

Keluar dari Middle Income Trap, dengan uraian sebagai berikut:  

1. Reformasi Pendapatan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain 

mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan 
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serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi 

transformasi ekonomi; 

2. Recovery dan Reformasi Belanja Recovery dan reformasi kebijakan di bidang 

belanja antara lain: 

a. Pendidikan yaitu peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur 

pendidikan menuju industry 4.0 (knowledge economy); 

b. Kesehatan yaitu pemulihan dan penguatan sistem kesehatan 

dan health security preparedness; 

c. Program Perlindungan Sosial yaitu pemulihan dan penguatan program bansos 

dan pengalihan subsidi; 

d. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu quality control TKDD, 

mendorong Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan, 

pendidikan; dan 

e. Fokus program prioritas (zero based), berorientasi hasil (result based), 

efisiensi dan antisipatif (automatic stabilizer).  

 

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun 

RKPD Tahun 2021 melakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan 

Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 

2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan 

kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman 

COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial 

dan ekonomi. Selanjutnya, sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah 

tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 

rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati 

Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar 

dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. 

KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2021 berpedoman pada RKPD Tahun 2021 

masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2021, sedangkan 

KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2021 

masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2021 dan 

RKPD provinsi Tahun 2021. 

1. Untuk itu, dalam PPAS Tahun Anggaran 2021 pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/ kota mencantumkan: 
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2. sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap 

prioritas pembangunan nasional; 

3. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas 

pembangunan provinsi; dan 

4. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2021, 

 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:  

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; 

2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS 

3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan; 

4. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat 

dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

5. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan 

pengeluaran daerah. 

 

4.1.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram diarahkan untuk 

meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar proporsi 

dana dari Pemerintah Pusat dapat diturunkan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi   daerah,   

meningkatkan kemandirian dan daya  saing  sehingga dapat memacu pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya 

manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial. 

 

Kebijakan  Perencanaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Mataram  Tahun  2021  

dengan memperhatikan regulasi dan sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

PAD   adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  

peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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telah memberikan kontribusi yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang 

bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber 

pada PAD. 

Kebijakan penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah memperhatikan hal-

hal berikut: 

a.  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

 Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

Peraturan Pemerintah  Nomor  97  Tahun  2012 tentang  Retribusi  Pengendalian  

Lalu  Lintas  dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing. 

 Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data 

potensi pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  di  wilayah  Kota  Mataram  serta  

memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan 

daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat 

mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. 

 Dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota 

Mataram melakukan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang 

diatur dalam Peraturan Daerah, meliputi: 

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11  Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Pajak Hotel; 

 Peraturan  Daerah  Kota  Mataram  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Pajak  

Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 

5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; 

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011  tentang Pajak Sarang 

Burung Walet  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  

Nomor  13 Tahun  2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet; 

 Peraturan  Daerah  Kota  Mataram  Nomor  7  Tahun  2010  tentang  Pajak  

Reklame sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  6  

Tahun  2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 

7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame; 
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 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018  tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Mataram Nomor 12  Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan; 

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air 

Tanah sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  8  

Tahun  2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 

13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; 

 

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Parkir; 

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 

Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10  

Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 

Hiburan; 

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak 

Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah  

Nomor 14 Tahun  2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; 

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa umum sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan  Daerah  Nomor 12 

Tahun  2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 

14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 

 Peraturan  Daerah  Kota  Mataram  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  

Retribusi  Perizinan Tertentu; 

 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Usaha. 

 

b.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan 

daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan 
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kekayaan daerah yang dipisahkan TA. 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka 

waktu tertentu, meliputi: 

 keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan 

pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah; 

 peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam 

jangka waktu tertentu; 

 peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung 

dari investasi yang bersangkutan; 

 peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu 

sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau 

 peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.  

 

c.   Lain-lain PAD yang Sah 

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, 

retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka 

meningkatkan lain-lain PAD  yang  sah,  Pemerintah  Daerah  dapat  mengoptimalisasikan  

pemanfaatan  barang  milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun 

Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur 

(KSPI) sesuai peraturan perundang- undangan mengenai barang milik daerah. 

 

2. PENDAPATAN TRANSFER 

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat meliputi 

Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus) dan Dana 

Insentif Daerah, serta yang bersumber dari Transfer Antar-Daerah yaitu Pendapatan Bagi 

Hasil Pajak dari  Provinsi.  Pendapatan  Transfer  diharapkan  terus  meningkat  melalui  

koordinasi  dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam 

rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi 

Umum (DAU), khususnya dalam penentuan variabel/komponen berpengaruh terhadap 

penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). 

 

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan Hibah, Dana 

Darurat, dan Lain-lain  Pendapatan  sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-
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undangan. Pada TA. 2021 sumber pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah hanya berupa Hibah Dana BOS. 

 

4.2. PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2021 

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah, target Pendapatan Daerah Kota Mataram diupayakan disusun berdasarkan 

perkiraan yang rasional dan terukur serta melihat perkembangan realisasi tahun sebelumnya 

khususnya pada Tahun 2020 terjadi Bencana Non Alam yaitu pandemi Covid-19 yang 

sangat berdampak kepada perekonomian Kota Mataram. 

Pada Perubahan APBD Kota Mataram TA. 2021 ditargetkan sebesar 

Rp.1.451.077.739.337,00, dan pada Perubahan KUA TA. 2021 APBD direncanakan 

mengalami penambahan sebesar Rp. 27.116.822.138,00 atau mengalami kenaikan sebesar 

1,87% menjadi sebesar Rp.1.478.194.561.475,00. 

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA  

 

5.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2021  

Belanja  daerah  sebagai  salah  satu  komponen  keuangan  daerah  dalam  kerangka 

ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap 

perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih 

memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih 

merata. 

Sejak tahun  2018 pemerintah  telah  mengubah  prinsip  dari  money  follow  function 

menjadi money follow programme dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai 

permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan 

strategis yang memang menjadi prioritas untuk mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang 

menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2021. 

Belanja  Daerah  harus  mendukung  target  capaian  prioritas  pembangunan  nasional 

Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, 

mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan 

kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif 

dan aman Covid 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial 

dan ekonomi. 
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Belanja Daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, 

unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. 

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas: 

a.   Urusan Pemerintahan Wajib 

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas: 

1)  Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar dalam rangka 

pemenuhan standar pelayanan minimal, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan 

umum dan penataan   ruang;   perumahan   rakyat   dan   kawasan   permukiman;   

ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial. 

2)  Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar dialokasikan 

sesuai dengan kebutuhan daerah, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan 

dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan 

informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan 

dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. 

b.   Urusan Pemerintahan Pilihan 

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan 

potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan di Kota Mataram meliputi: 

kelautan dan perikanan; pariwisata;  pertanian; Perdagangan; dan perindustrian. 

c.    Unsur Pendukung, meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

d. Unsur  Penunjang  di  Kota  Mataram,  meliputi:  perencanaan,  keuangan,  kepegawaian, 

penelitian dan pengembangan 

e.   Unsur Pengawas yaitu Inspektorat 

f.    Unsur Kewilayahan yaitu Kecamatan 

g.   Unsur Pemerintahan Umum, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik. 

 

Belanja Daerah juga dialokasikan untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang 

besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara 

lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan. 

Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2019 tentang  Pengelolaan  

Keuangan Daerah, STRUKTUR BELANJA DAERAH terdiri dari: 
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1. Belanja Operasi meliputi: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; 

Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial. 

2. Belanja Modal meliputi: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

3. Belanja Tidak Terduga 

4. Belanja Transfer meliputi: Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. 

Beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam perencanaan Belanja 

Daerah Tahun 2021 antara lain: 

1. Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki 

manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan 

perumbuhan ekonomi daerah. 

2. Pemerintah   Daerah   juga   wajib   mengalokasikan   belanja   untuk   mendanai   urusan 

Pemerintahan  Daerah  yang  besarannya  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, 

dan kelurahan atau desa. 

3. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks 

daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan 

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan 

efisiensi penggunaan anggaran. 

4.   Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, 

rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan 

Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya 

digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang 

APBD. 

Kebijakan Belanja Daerah TA. 2021 diupayakan dengan pengaturan pola 

pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Penganggaran belanja daerah dituangkan 

dalam bentuk program kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung 

oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan 

pemerintah daerah kepada  kepentingan  publik.  Penganggaran  belanja  daerah  dalam  rangka  

melaksanakan program dan kegiatan tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Berupaya  mengalokasikan  anggaran  Belanja  Daerah  sesuai  aturan  dalam  Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang mengacu kepada peraturan pedoman 
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penyusunan APBD 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional; 

b. Dalam   rangka   peningkatan   pelayanan   bidang   pendidikan,   secara   konsisten   dan 

berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 

persen  dari  belanja  daerah,  sebagaimana  diamanatkan  dalam  pedoman  penyusunan 

APBD yang bersesuaian dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 

c. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan 

minimal 10 persen dari total APBD diluar gaji, sesuai amanat Undang-undang 36 Tahun 

2009 tentang  Kesehatan.  Anggaran  Kesehatan  diarahkan  untuk  pemulihan  dan  

penguatan sistem Kesehatan dan health security preparedness. 

d.  Pengalokasian  anggaran  Kesehatan  diarahkan  untuk  Peningkatan  kualitas  pelayanan 

Kesehatan dasar dan pelayanan Kesehatan rujukan. 

e. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, 

diarahkan  penggunaannya  untuk  belanja  infrastruktur  daerah  yang  langsung  terkait 

dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka 

meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan 

penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan 

perundang-undangan. 

f. Penganggaran dan belanja DAK Fisik TA. 2021 berpedoman kepada petunjuk teknis 

DAK Fisik  atau  petunjuk  operasional  yang  ditetapkan  oleh  masing-masing 

Kementerian/Lembaga terkait, sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2005 tentang Dana Perimbangan. 

g. Berupaya   mengalokasikan   anggaran   dalam   rangka   penguatan,   pembinaan   dan 

pengawasan  Inspektorat  Daerah  sekurang-kurangnya  sebesar  0,75  persen  dari  total 

Belanja Daerah dan diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

h. Berupaya   mengalokasikan   anggaran   program,   kegiatan   dan   sub   kegiatan   yang 

mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram serta yang menjadi komitmen 

bersama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. 

i. Mengalokasikan anggaran untuk pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi ASN 

sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 – 5449 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. 
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j. Penyediaan anggaran untuk pencapaian target pembangunan Tahun 2021 dan percepatan 

penanganan serta pemulihan pasca Bencana Non Alam, penanggulangan keadaan darurat 

bencana non alam, sesuai amanat Permendagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun 2021, yaitu dengan mengalokasikan anggaran yang memadai 

untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas sebagai berikut: 

 penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan; 

 penanganan  dampak  ekonomi  terutama  menjaga  agar  dunia  usaha  daerah 

masing-masing tetap hidup; dan 

 penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net. 

Adapun pengalokasian Belanja Daerah dilakukan dengan pendekatan, sebagai berikut 

: 

1.  Menetapkan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

2. Menetapkan besaran dan alokasi kebutuhan program yang pembiayaannya bersumber 

dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), 

Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan pendapatan Hibah BOS; 

3. Menetapkan besaran anggaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

termasuk didalamnya anggaran pembayaran rekening PJU; besaran anggaran pelayanan 

kesehatan di Puskesmas; serta besaran anggaran operasional Pendidikan Dasar; 

4.  Menetapkan besaran kebutuhan program-program unggulan, terobosan dan program 

aspirasi; 

5. Menetapkan besaran anggaran untuk Belanja Hibah dan Bantuan Sosial serta Belanja 

Tidak Terduga untuk penanganan bencana dengan mempertimbangkan kemampuan 

keuangan daerah; 

6. Menetapkan kebutuhan dan besaran belanja minimum setiap Perangkat Daerah yang 

bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta diupayakan untuk efisien dan 

rasional untuk alokasi belanja operasional Perangkat Daerah; 

7. Mengalokasikan anggaran untuk pemberian Honorarium kepada Guru Tidak Tetap dan 

Pegawai Tidak Tetap di sekolah, Kepala Lingkungan, Ketua RT se Kota Mataram, dan 

Kader Pelayanan Terpadu. 

 

5.2. KEBIJAKAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA 

TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

Tahun 2021 merupakan tahun pertama dalam penerapan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
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Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah, terdiri dari: 

1. Belanja Operasi, meliputi Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Hibah 

dan Bantuan Sosial. 

2. Belanja Modal, terdiri dari Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. 

3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk 

keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas 

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kriteria 

keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. 

4. Belanja Transfer, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. 

 

Pada TA. 2021, Belanja Daerah dalam KUA direncanakan semula sebesar Rp. 

1.441.077.739.337,00 bertambah sebesar Rp.27.116.822.138,00  atau mengalami kenaikan 

sebesar  1,88% sehingga menjadi Rp.1.468.194.561.475,00 

 

4.2.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada TA. 2021 direncanakan melalui 

penganggaran   Sisa   lebih   Perhitungan   Anggaran   Tahun   Sebelumnya   (SiLPA).   

SiLPA direncanakan berdasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan 

mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka 

menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak 

dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, SiLPA bersumber 

dari: 

1. Pelampauan penerimaan PAD; 

2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer; 

3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 

4.    Pelampauan penerimaan Pembiayaan; 

5.    Penghematan belanja; 

6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; 
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7. Sisa  dana  akibat  tidak  tercapainya  capaian  target  kinerja  dan  sisa  dana  

pengeluaran pembiayaan. 

Pada Perubahan KUA Tahun 2021, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan semula sebesar Rp. 

30.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 13.824.818.655,00 atau mengalami kenaikan 

sebesar 46,08% sehingga menjadi Rp. 43.824.818.655,00. 

 

4.2.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan RKPD TA. 2021 digunakan 

untuk penyertaan modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN dan Pembayaran Cicilan 

Pokok Utang yang Jatuh Tempo. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, penyertaan modal Daerah 

dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada BUMD serta dalam rangka 

mendukung pencapaian  target  Sustainable  Development  Goal’s  (SDG’s)  Tahun  2025  

yaitu  cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen 

dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 persen, Pemerintah Daerah perlu memperkuat 

struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur 

permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah 

yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. 

Penyertaan  modal  dimaksud  dilakukan  untuk  penambahan,  peningkatan, 

perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas 

dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

penambahan  penyertaan  modal  guna  peningkatan  kuantitas,  dan  kapasitas  pelayanan  

air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

PDAM  akan  menjadi  penyedia  air  minum  di  daerah  sebagai  implikasi  Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air.  Untuk  itu  Pemerintah  Daerah  dapat  

melakukan penambahan  penyertaan  modal  kepada  PDAM  dalam  rangka  memperbesar  

skala  usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM 

sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan 

penggabungan PDAM dimaksud. 

Pada Perubahan KUA Tahun 2021, pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari 

Penyertaan Modal Daerah direncanakan tetap berjumlah Rp. 10.000.000.000,00. 
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BAB III 
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 

Indikator capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021 

secara makro dapat dilihat dari serapan anggaran pendapatan maupun belanja yang telah 

disediakan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah serta juga tingkat capaian 

Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD. Adapun 

Target dan Realisasi Pendapatan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. 

 

3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Masing-masing Entitas Akuntansi 

Secara ringkas, capaian kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing entitas 

Akuntansi per SKPD pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.1.Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Masing-masing Entitas 

Akuntansi 

NO SKPD 
Pendapatan 

Anggaran Realisasi % 

1 Dinas Kesehatan 18.935.000.000,00  17.286.776.325,00  91,30  

2 Rumah Sakit Umum Kota Mataram 160.000.000.000,00  195.483.227.307,41  122,18  

3 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

65.000.000,00  89.325.000,00  137,42  

4 Dinas Tenaga Kerja 65.000.000,00  172.392.436,59  265,22  

5 Dinas Lingkungan Hidup 6.500.000.000,00  4.521.516.000,00  69,56  

6 Dinas Perhubungan 19.500.000.000,00  3.646.156.809,00  18,70  

7 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.000.000.000,00  1.048.265.100,00  104,83  

8 
Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha 
Kecil dan Menengah 

44.900.000,00  20.704.000,00  46,11  

9 

Dinas Penanaman Modal dan Unit 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu 

3.028.800.000,00  831.532.752,00  27,45  

10 Dinas Pertanian 192.000.000,00  381.616.000,00  198,76  

11 Dinas Perdagangan 7.555.100.000,00  4.712.417.525,00    

12 Badan Keuangan Daerah 1.219.542.942.820,00  1.191.692.289.704,26  97,72  

 JUMLAH 1.436.428.742.820,00  1.419.886.218.959,26  98,85  

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 

 

3.2 Pencapaian Pendapatan Daerah  

Pada tahun 2021, Pendapatan  Daerah terealisasi sebesar Rp1.419.886.218.959,26  

atau 98,85% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.436.428.742.820,00. Bila 

dibandingkan dengan nilai Pendapatan pada tahun sebelumnya terlihat bahwa kinerja 

Pemerintah Kota Mataram dari sisi Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 1,71%. 

Pada tahun 2021, Pendapatan Asli  Daerah (PAD) terealisasi sebesar 

Rp392.556.124.241,49, mengalami kenaikan sebesar 8,09% dibandingkan tahun 2020 

yang mencapai Rp363.165.361.010,56. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 

Rp970.243.717.002,00 mengalami penurunan sebesar 0,09% dibandingkan dengan 

tahun 2020 yang mencapai Rp971.125.111.760,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang 

Sah terealisasi sebesar Rp57.086.377.715,77 mengalami penurunan sebesar 7,51% 

dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp61.719.142.604,00. Gambaran 

lengkap dirinci pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 % 

PENDAPATAN 1.419.886.218.959,26  1.396.009.615.374,56  1,71  

PENDAPATAN ASLI DAERAH 392.556.124.241,49  363.165.361.010,56  8,09  

  Pendapatan Pajak Daerah 142.527.068.800,50  117.920.102.070,00  20,87  

  Pendapatan Retribusi Daerah 18.424.085.622,59  17.897.463.467,00  2,94  

  
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 
10.517.847.058,79  9.936.912.771,62  5,85  

  Lain-lain PAD yang Sah 221.087.122.759,61  217.410.882.701,94  1,69  

PENDAPATAN TRANSFER 970.243.717.002,00  971.125.111.760,00  (0,09) 

Pendapatan Transfer Pemerintah 

Pusat 
881.765.083.645,00  886.677.408.374,00  (0,55) 

  Dana Perimbangan 851.520.949.645,00  822.946.728.374,00  3,47  

  Dana Bagi Hasil (DBH) 110.600.553.924,00  95.796.358.432,00  15,45  

  Dana Alokasi Umum (DAU) 569.742.255.000,00  579.228.725.000,00  (1,64) 

  Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 86.651.605.041,00  147.921.644.942,00  (41,42) 

  Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 84.526.535.680,00  0,00  0,00  

   Dana Insentif Daerah (DID)  
             

30.244.134.000,00  
             

63.730.680.000,00  
(52,54) 

Pendapatan Transfer Antar Daerah 88.478.633.357,00  84.447.703.386,00  4,77  

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH 
57.086.377.715,77  61.719.142.604,00  (7,51) 

  Pendapatan Hibah Dana BOS 52.361.009.000,00  51.701.810.000,00  1,28  

  

Pendapatan atas Pengembalian Hibah 
pada Badan, Lembaga, dan Organisasi 
Kemasyarakatan yang Berbadan hukum 

Indonesia 

4.725.368.715,77  0,00  0,00  

  Pendapatan Hibah dari Pemerintah 0,00  9.935.432.604,00  (100,00) 

  Pendapatan Lainnya 0,00  81.900.000,00  (100,00) 

 Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 

 

Pendapatan daerah ini dirinci untuk menunjukkan komponen pendapatan yang 

paling besar konstribusinya pada pendapatan agregat Kota Mataram. Dengan 

menggunakan data keuangan tahun 2021 dan tahun 2020, dapat terlihat kontribusi 

masing-masing komponen pendapatan Kota Mataram, dimana Pendapatan Dana 

Transfer merupakan penyumbang terbesar disusul oleh pendapatan Asli Daerah 

kemudian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat pada grafik di bawah 

ini: 
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Grafik 3.1. Komposisi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2021 dan 2020 

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 

 

Permasalahan yang muncul dari sisi Pendapatan Retribusi daerah dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3.3. Permasalahan yang Muncul dari Sisi Pendapatan Retribusi Tahun 2021 

SKPD JENIS RETRIBUSI Permasalahan 

DISHUB 

Retrubusi Pelayanan Parkir 

tepi jalan umum 

Belum seluruhnya lokasi parkir menerapkan sistem 

bruto. 

    

Sebagian besar masih menerapkan sistem tunai 

dimana   

    

pendapatan yang didapatkan dibagi dengan juru 

parkir 

    

dengan sistem bagi hasil 70 % untuk juru parkir dan 

30 %  

    untuk daerah. 

      

  

 Retibusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor 

- Kurangnya alat uji yang memenuhi standar 

minimal, 

      layanan uji kendaraan harus dipindahkan ke daerah  

    

  tetangga dikarenakan kerusakan alat uji dan harus 

ditutup. 

    

- Pandemi COVID- 19 menyebabkan turunnya 

jumlah  

      kendaraan barang yang beroperasi. 

    

-Kurangnya operasi hukum laik uji kendaraan 

sehingga banyak  

    

  kendaraan yang tidak melaksanakan kewajibannya 

dalam 

      melaksanakan uji kendaraan 
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SKPD JENIS RETRIBUSI Permasalahan 

LH Retribusi Kebersihan 

1.Dampak dari Pandemi Covid 19 yang berakibat 

pada penurunan  

    

   penerimaan Retribusi Kebersihan kaarena banyak 

usaha/ 

       kegiatan, seperti hotel-hotel yang tidak beroperasi. 

      

    

2. Adendum PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan 

PDAM, pungutan 

    

    pelanggan untuk Hotel telah dihentikan, sehingga 

harus di punggut 

    

    sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup (Potensi 

Non PDAM). 

      

    

3. Adanya perbedaan penggolongan tarif antara 

PDAM dengan Amanat 

    

    PERDA No. 14/2011 J.o No. 12/2016 tentang 

Retribusi Jasa Umum 

    

    (saat ini sedang dilakukan penyesuaian tarif 

termasuk penggolongan) 

      

    

4. Realisasi Retibusi Kebersihan ini sangat 

tergantung pada pebayaran 

    

    Rekening kebersihan Air PDAM karena tidak 

semua pelanggan PDAM 

        yang berjumlah 72.599 Pelangan yang Aktif. 

      

DTPMPTSP 

Retrebusi Izin Mendirikan 

Bangunan 

1. Dampak dari Pandemi Covid 19 yng berakibat 

pada penurunan animo 

    

    masyarakat untuk melakukan pengurusan Izin 

Mendirikan Bangunan 

      

    

2. Adanya Perubahan regulasi Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan menjadi 

        Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung . 

      

DIKES 

Retribusi Pelayanan 

Kesehatan-Puskesmas 

Retribusi pelayanan kesehatan puskesmas berasal 

dari pelayanan kesehatan 

    

puskesmas dan klaim pelayanan rawat jalan dan 

rawat inap puskesmas ke  

    

BPJS. Penerimaan belum mencapai target karena 

pandemi covid 19, hal ini  

    

berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan 

kesehatan di puskesmas  

    

sehingga penerimaan dan klain BPJS menjadi 

berkurang 

      

  

Retribusi Pemakaian 

Laboraturium 

Laboratorium kesehatan kota mataram sedang 

mempersiapkan diri untuk 

    

akreditasi dimana proses persiapannya sampai 

dengan selesai membutuhkan  
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SKPD JENIS RETRIBUSI Permasalahan 

    

dengan mengerahkan semua SDM yang ada pada 

UPTD labkes sehingga  

    

berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan yang 

tidak maksimal.   

      

  

Pendapatan Dana Kapitasi 

JKN dan FKTP 

Penerimaan dari dana kapitasi JKN ke puskesmas 

menurun dari tahun  

    

sebelumnya sebagai akibat adanya penonaktifan 

sekitar 9,000 kepesertaan  

    

JKN pusat.Penonaktifan kepesertaan tersebut 

berpengaruh pada  

    

menurunnya besaran dana kapitasi JKN yang 

diterima puskesmas 

 

Dalam menindaklanjuti permasalahan dan solusi pendapatan, Pemerintah Kota Mataram 

berupaya untuk mengidentifikasi setiap permasalahan dan solusi untuk mengatasinya baik 

secara intensifikasi maupun ekstenfikasi, dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah 

sehingga tidak memberatkan masyarakat. Berikut beberapa masalah dan solusi yang dapat 

diidentifikasi dan dipetakan antara lain: 

 

Tabel 3.4. Permasalahan dan Solusi Pendapatan 

PERMASALAHAN  SOLUSI 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

 Kondisi perekonomian nasional 

dan regional yang belum 

membaik akibat merebaknya 

pandemik Covid-19, 

berpengaruh pada daya beli 

masyarakat, khususnya 

pembelian kendaraan bermotor 

baru dan pergeseran kebutuhan 

tersier menjadi kebutuhan 

pokok, sehingga berdampak 

pada Penerimaan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor; 

Melakukan penyesuaian target 

pendapatan dalam APBD Murni 

melalui perubahan Peraturan 

Gubernur 

NTB, yang mana pada awalnya 

ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah 

Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 

2019 

 Semakin tingginya tuntutan 

masyarakat terhadap kualitas 

dan sarana pelayanan yang lebih 

Meningkatkan kualitas layanan 

pajak 

daerah dan retribusi daerah 
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PERMASALAHAN  SOLUSI 

efektif dan efesien yang 

disebabkan kesibukan masing 

masing Wajib Pajak dan Wajib 

Retribusi 

dengan 

perbaikan sistem maupun sentra 

layanan 

 Kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah, dalam 

rangka 

mendukung peningkatan 

penerimaan dari sektor Retribusi 

Kekayaan Daerah serta Sewa 

Aset, karena disinyalir 

banyaknya potensi sewa 

aula/kelas yang lebih diutamakan untuk mendukung 

kegiatan kedinasan, terdapat 

aset yang dipinjam pakai dan 

dihibahkan sehingga tidak dapat 

menjadi potensi penerimaan 

Mengoptimalkan pemanfaatan 

aset 

daerah melalui insentifikasi dan 

ekstensifikasi pemanfaatan aset 

daerah. 

 Belum optimalnya Perangkat 

Daerah sebagai unit pengelola 

pendapatan dalam menerapkan 

regulasi tentang pendapatan 

daerah 

Melakukan peningkatan 

kapabilitas 

Sumberdaya Aparatur pengelola 

obyek pendapatan daerah melalui 

koordinasi dan bimtek bagi 

pemungut 

pajak dan reribusi daerah; 

 Beberapa prasarana 

pelayanan dalam kondisi 

yang kurang optimal, 

khususnya terkait dengan usia 

pakai dan volume yang kurang 

memadai akibat bertambahnya 

objek dan wajib pajak 

Pengembangan sarana dan 

prasarana 

Kantor Bersama Samsat di 

seluruh 

Kabupaten/Kota se-NTB dalam 

rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan dalam mendukung 

penerimaan PAD serta 

mengembangkan jaringan 

kerjasama 
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PERMASALAHAN  SOLUSI 

dengan Pihak-pihak terkait 

lainnya; 

 Prioritas pengeluaran rumah 

tangga Wajib Pajak akibat 

pergeseran kebutuhan 

(Commercial References) 

sebagai dampak pandemik 

Covid-19, lebih 

mengedepankan pemenuhan 

konsumsi rumah tangga akibat 

melambatnya pertumbuhan 

ekonomi, sehingga menurunnya 

daya bayar yang mempengaruhi 

Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban Pajak 

Kendaraan Bermotornya; 

Pemulihan kenaikan pendapatan 

pada 

masa Covid-19 ini tidak terlepas 

dari 

upaya-upaya melalui berbagai 

kegiatan sosialisasi, selain itu 

adanya 

insentif pajak berupa pembebasan 

denda PKB dan pembebasan 

pokok 

PKB yang diatur dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 

dan 

Peraturan Gubernur NTB Nomor 

28 

Tahun 2020 yang dimanfaatkan 

oleh 

wajib pajak; 

pengelolaan objek retribusi yang 

belum mencapai hasil optimal; 

Melakukan peningkatan 

kapabilitas 

Sumberdaya Aparatur pengelola 

obyek pendapatan daerah melalui 

koordinasi dan bimtek bagi 

pemungut 

pajak dan reribusi daerah 

 Terdapat Objek retribusi baru 

yang belum masuk dalam Perda 

retribusi maupun tarif yang 

berubah/belum menyesuaikan 

dengan harga pasar; 

Melakukan peningkatan 

kapabilitas 

Sumberdaya Aparatur pengelola 

obyek pendapatan daerah melalui 

koordinasi dan bimtek bagi 

pemungut 

pajak dan reribusi daerah 
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PERMASALAHAN  SOLUSI 

Dana Perimbangan  

 Masih belum maksimalnya 

penerimaan Dana Bagi Hasil 

Pajak/Bukan Pajak 

Melakukan koordinasi dan 

sosialisasi 

terkait pembangunan kawasan 

Industri 

Hasil Tembakau (KIHT) sebagai 

 

3.3 Realisasi Belanja Daerah  

Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp1.382.352.867.746,57 atau 

94,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.470.253.561.475,27, terdiri dari 

realisasi pada Belanja Operasi sebesar 96,92%, Belanja Modal sebesar 80,59%, 

Belanja Tak Terduga sebesar 66,74% dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar 

100,00%. Target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Mataram untuk tahun 2021 

dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

Uraian Anggaran Realisasi Capaian 

BELANJA DAERAH 1.470.253.561.475,27  1.382.352.867.746,57  94,02  

BELANJA OPERASI 1.221.725.505.184,27  1.184.115.032.150,37  96,92  

  Belanja Pegawai 559.261.079.625,27  533.067.274.236,00  95,32  

  Belanja Barang dan Jasa 560.838.846.106,00  551.664.057.633,37  98,36  

  Belanja Hibah 90.874.241.129,00  89.609.889.501,00  98,61  

  Belanja Bantuan Sosial 10.751.338.324,00  9.773.810.780,00  90,91  

BELANJA MODAL 230.230.713.935,00  185.546.615.534,20  80,59  

  Belanja Tanah 16.931.022.291,00  12.727.377.850,00  75,17  

  Belanja Peralatan dan Mesin 91.730.668.428,00  67.710.485.315,00  73,81  

  Belanja Gedung dan Bangunan 60.697.825.970,00  50.544.758.157,20  83,27  

  Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 58.666.562.818,00  52.450.009.968,00  89,40  

  Belanja Aset Tetap Lainnya 2.204.634.428,00  2.113.984.244,00  95,89  

BELANJA TAK TERDUGA 16.855.992.356,00  11.249.870.062,00  66,74  

  Belanja Tak Terduga 16.855.992.356,00  11.249.870.062,00  66,74  

TRANSFER BANTUAN 
KEUANGAN 

1.441.350.000,00  1.441.350.000,00  100,00  

  
Transfer Bantuan Keuangan 
Lainnya 

1.441.350.000,00  1.441.350.000,00  100,00  

 

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah  

 

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, secara umum realisasi Belanja mengalami 

penurunan sebesar 5,17%, terutama pada belanja tak terduga. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.6. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 % 

BELANJA DAERAH 1.382.352.867.746,57  1.457.702.553.197,18  (5,17) 

BELANJA OPERASI 1.184.115.032.150,37  1.113.409.266.516,18  6,35  

  Belanja Pegawai 533.067.274.236,00  577.958.821.055,00  (7,77) 

  Belanja Barang dan Jasa 551.664.057.633,37  422.446.475.323,18  30,59  
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Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 % 

  Belanja Hibah 89.609.889.501,00  101.327.770.138,00  (11,56) 

  Belanja Bantuan Sosial 9.773.810.780,00  11.676.200.000,00  (16,29) 

BELANJA MODAL 185.546.615.534,20  209.066.411.335,00  (11,25) 

  Belanja Tanah 12.727.377.850,00  35.908.946.476,00  (64,56) 

  Belanja Peralatan dan Mesin 67.710.485.315,00  81.832.990.636,00  (17,26) 

  Belanja Gedung dan Bangunan 50.544.758.157,20  35.858.942.721,59  40,95  

  
Belanja Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

52.450.009.968,00  49.177.438.242,41  6,65  

  Belanja Aset Tetap Lainnya 2.113.984.244,00  6.288.093.259,00  (66,38) 

BELANJA TAK TERDUGA 11.249.870.062,00  133.875.525.346,00  (91,60) 

  Belanja Tak Terduga 11.249.870.062,00  133.875.525.346,00  (91,60) 

TRANSFER BANTUAN 
KEUANGAN 

1.441.350.000,00  1.351.350.000,00  6,66  

  
Transfer Bantuan Keuangan 
Lainnya 

1.441.350.000,00  1.351.350.000,00  6,66  

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 

 

Perbandingan realisasi Belanja TA 2021 dan 2020 seperti ditunjukkan pada grafik berikut: 

 

Grafik 3.2. Komposisi Belanja Kota Mataram 2021 dan 2020

 
Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 

 

 

3.4 Surplus Defisit 

Pada akhir tahun 2021, Pemerintah Kota Mataram mengalami surplus anggaran 

senilai Rp37.533.351.212,69, terdiri dari  surplus APBD senilai Rp36.586.616.611,88, 

surplus dana JKN Puskesmas senilai Rp484.232.173,00, surplus di RSUD Kota 

Mataram selaku BLUD sebesar Rp697.946.742,04, dan Dana BOS defisit senilai 

Rp235.444.314,23.  

Surplus/defisit merupakan selisih antara pendapatan dengan belanja. Dalam hal 

APBD diperkirakan surplus, penggunaannya diutamakan untuk penyertaan modal 

(investasi) daerah dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan 

belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan 

kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada OPD yang secara 

fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. 

Apabila APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan 

penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa 
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lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman,dan/atau penerimaan kembali 

pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.  

 

3.5 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan 

Dalam Tahun Anggaran 2021, Penerimaan Pembiayaan dianggarkan senilai 

Rp43.824.818.655,27 yang terdiri dari penerimaan SiLPA tahun lalu,dengan realisasi 

senilai Rp42.262.441.503,77 atau 96,43%. Sementara Pengeluaran Pembiayaan 

dialokasikan untuk penyertaan modal senilai Rp10.000.000.00.000,00 terealisasi 

senilai Rp10.000.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan yaitu 

penyertaan modal pada PDAM Giri Menang Mataram. 

Rincian alokasi anggaran dan realisasi pembiayaan daerah dapat disajikan pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 3.7. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 

2021 dan 2020 
Uraian 2021 2020 Capaian 

Penerimaan Pembiayaan 42.262.441.503,77  106.952.379.326,39  (60,48) 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
tahun Anggaran Sebelumnya 

42.262.441.503,77  106.952.379.326,39  (60,48) 

  
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 

Anggaran Sebelumnya 
42.262.441.503,77  106.952.379.326,39  (60,48) 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 10.000.000.000,00  2.997.000.000,00  233,67  

Penyertaan Modal / Investasi 
Pemerintah Daerah 

10.000.000.000,00  2.997.000.000,00  233,67  

  Penyertaan Modal pada BUMD 10.000.000.000,00  2.997.000.000,00  233,67  

PEMBIAYAAN  NETTO 32.262.441.503,77  103.955.379.326,39  (68,97) 

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 

 

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 

Anggaran 2021 diutamakan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih 

Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan 

penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, dan pelampauan 

penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah.  

 

3.6 SiLPA 

Pada akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Mataram memiliki SiLPA 

senilai Rp69.795.792.716,46. SiLPA tersebut sudah termasuk SiLPA yang dari Badan 

Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram senilai Rp4.851.653.650,73 Dana JKN 

yang dikelola langsung oleh Puskesmas senilai Rp2.891.403.372,67 dan Dana BOS 

yang dikelola oleh masing-masing sekolah senilai Rp549.614.090,69. Sementara 

SiLPA APBD Kota Mataram diluar BLUD, JKN dan BOS senilai 

Rp61.503.121.602,37. 

SILPA Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp69.795.792.716,46 apabila 

dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek sebesar Rp81.688.879.558,50  maka 

diperoleh rasio 85,44%, hal ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota 

Mataram untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. 
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3.7 Perkembangan Posisi Kekayaan Daerah 

Meningkatnya kinerja keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2021 

mengakibatkan peningkatan kekayaan (aset) Pemerintah Kota Mataram sampai 

dengan 31 Desember 2021. Pada akhir Tahun Anggaran 2021, jumlah aset seluruhnya 

senilai Rp3.499.250.842.836,62 atau terjadi peningkatan senilai 

Rp100.355.454.603,50 dari tahun sebelumnya atau bertambah 3,03% dari tahun 2020, 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 3.8. Perkembangan Nilai Aset Tahun 2021 dan 2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Aset 3.499.250.842.836,62  3.386.603.850.080,12  

Aset Lancar 200.544.992.854,11  153.120.545.994,01  

Investasi Jangka Panjang 278.118.467.547,67  249.626.397.325,91  

Aset Tetap 2.715.271.343.264,58  2.679.771.989.929,06  

Aset Lainnya 305.316.039.170,26  304.084.916.831,14  

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 

 

Perkembangan pada masing-masing jenis aset seperti pada grafik berikut: 

 

Grafik 3.3. Perkembangan Kekayaan Pemerintah Kota Mataram 2021 dan 2020 

 
Sumber: BKD Kota Mataram 

 

Bila dilihat dari sisi kewajiban dan ekuitas dana, terlihat bahwa kekayaan 

daerah tersebut diperoleh dari sebagian besar dari optimalisasi pengelolaan dana 

sendiri, karena terlihat angka ekuitas senilai Rp3.417.535.296.611,12, jauh lebih besar 

dibandingkan nilai kewajiban senilai Rp80.726.967.036,50. Artinya Likuiditasnya 

sudah sangat baik. Komposisi neraca Pemerintah Kota Mataram Tahun 2021 dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini: 
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Grafik 3.4. Komposisi Komponen Neraca Kota Mataram TA. 2021

 

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 
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BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada 

Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi 

pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem 

akuntansi. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah 

Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah 

daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka 

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun 

antar entitas. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram dijabarkan dengan Peraturan 

Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Kota Mataram dan perubahannya yang termuat dalam Peraturan Walikota 

Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Perubahan Peraturan 

Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram 

yang antara lain memuat: 

 

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan  

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas 

pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkan entitas 

pelaporan adalah Pemerintah Kota Mataram. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 

Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Mataram, Entitas akuntansi Pemerintah Kota Mataram Tahun 

Anggaran 2021 terdiri dari: 

 

Tabel 4.1.Daftar Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Mataram TA 2021 

KODE OPD KODE OPD 

1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 2.23.2.24.0.00.28.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 3.25.0.00.0.00.29.0000 Dinas Perikanan 

1.02.0.00.0.00.03.0000 Rsud Kota Mataram 3.26.0.00.0.00.30.0000 Dinas Pariwisata 

1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

3.27.0.00.0.00.31.0000 Dinas Pertanian 

1.04.2.10.0.00.05.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

3.30.0.00.0.00.32.0000 Dinas Perdagangan 

1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 4.01.0.00.0.00.33.0000 Sekretariat Daerah 

1.05.0.00.0.00.07.0000 Dinas Pemadam Kebakaran 4.02.0.00.0.00.34.0000 Sekretariat Dprd 

1.05.0.00.0.00.09.0000 Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah 

5.01.0.00.0.00.36.0000 Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

1.06.0.00.0.00.10.0000 Dinas Sosial 5.02.0.00.0.00.37.0000 Badan Keuangan Daerah 

2.07.3.32.0.00.11.0000 Dinas Tenaga Kerja 5.03.0.00.0.00.38.0000 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah 

2.08.0.00.0.00.12.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak 

5.05.0.00.0.00.39.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan 
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KODE OPD KODE OPD 

2.09.0.00.0.00.13.0000 Dinas Ketahanan Pangan 6.01.0.00.0.00.35.0000 Inspektorat Daerah 

2.11.0.00.0.00.14.0000 Dinas Lingkungan Hidup 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Cakranegara 

2.12.0.00.0.00.15.0000 Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Sandubaya 

2.14.0.00.0.00.22.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Mataram 

2.15.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perhubungan 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Selaparang 

2.16.2.20.2.21.24.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Ampenan 

2.17.3.31.0.00.25.0000 Dinas Perindustrian, Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah 

7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Sekarbela 

2.18.0.00.0.00.26.0000 Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

8.01.0.00.0.00.20.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

2.19.0.00.0.00.27.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga   

 

4.2. Asumsi Dasar  Penyusunan Laporan Keuangan  

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan 

Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut: 

a. Asumsi kemandirian entitas 

Berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas 

akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk 

menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit 

pemerintahan dalam pelaporan keuangan. 

b. Asumsi kesinambungan entitas  

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut 

akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi. 

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement) 

Berarti bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah  harus menyajikan setiap 

kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.  

 

4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

Basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan 

Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut: 

a. Basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan LO dan beban, atau pengakuan 

aset, kewajiban, dan ekuitas. 

b. Basis akrual untuk Pendapatan LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak 

untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di 

Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban 

diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih 

telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak 

luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. 

c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan 

dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi 

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa  memperhatikan  saat  

kas  atau  setara  kas diterima atau dibayar. 

d. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA   

disusun   berdasarkan   basis   kas,   artinya   bahwa pendapatan dan  penerimaan 
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pembiayaan diakui  pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan 

pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas 

Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan 

dilaksanakan berdasarkan basis akrual,  maka LRA disusun berdasarkan basis 

akrual. 

 

4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan 

keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. 

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan 

kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.  

 

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam 

Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan 

Laporan Keuangan tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

1. Pendapatan 

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntasi pendapatan antara lain: 

a) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun 

anggaran yang menjadi hak daerah.   

b) Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas 

daerah atau Kas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

c) Pencatatan Pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat 

penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran).   

d) Pengukuran Pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan 

nilai nominal yang diterima. Apabila Pendapatan diukur dengan mata 

uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs 

tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan. 

e) Pengembalian / koreksi atas penerimaan Pendapatan yang terjadi pada 

periode akuntansi dicatat sebagai pengurang Pendapatan. Apabila 

pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi 

berikutnya dicatat sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar (SiLPA). 

f) Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: 

Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan 

yang Sah. 

 

2. Belanja 

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan belanja daerah yaitu: 

a) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun 

anggaran yang menjadi beban daerah.  Belanja diakui atas dasar kas, 

yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah atau Kas lainnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.   
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b) Pengukuran Belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai 

nominal yang dikeluarkan.  Apabila Belanja diukur dengan mata uang 

asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs 

tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan Belanja. 

c) Koreksi atas pengeluaran Belanja yang terjadi pada periode akuntansi 

dicatat sebagai pengurang Belanja. Apabila diterima pada periode 

akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain–lain Pendapatan Asli Daerah 

yang Sah; 

d) Belanja diklasifikasikan menurut Kelompoknya anatra lain: Belanja 

Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.  

Belanja Operasi diklasifikasikan atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, 

Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan 

Sosial.  Belanja Modal diklasifikasikan atas: Belanja Tanah, Belanja 

Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, 

Irigasi & Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset 

Lainnya. 

 

b. Neraca  

1. Aset Lancar 

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat 

dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode 

akuntansi.  Aset Lancar antara lain: Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara 

Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang 

Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar 

Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, Persediaan dan Penyisihan 

Piutang Tak Tertagih. 

a) Kas Daerah 

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 

oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

membayar seluruh pengeluaran daerah. 

b) Kas di Bendahara Pengeluaran 

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung 

jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang 

persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan 

mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, 

uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat 

sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.  Apabila 

terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah 

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. 

c) Kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo 

rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah 

tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari 

pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang 

bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari 

pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran 

para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah.  Kas di 
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Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan 

sebesar nilai rupiahnya.  Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka 

dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 

pada tanggal neraca. 

d) Piutang Pajak 

Piutang Pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang 

dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum 

diterima. Piutang Pajak disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan 

(net realizable value). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan 

penyisihan piutang.  

e) Piutang Retribusi 

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang 

belum terbayar sebesar nilai rupiah dari ketetapan retribusi yang belum 

dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Piutang Retribusi 

disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). 

Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.  

f) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi 

tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka 

pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang 

yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan 

Angsuran disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (net 

realizable value). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan 

piutang.  

g) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain 

aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR 

jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar 

Tuntutan Ganti Rugi disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan 

(net realizable value). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan 

penyisihan piutang. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan 

yang dikeluarkan Mejelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat 

Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber 

untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP. 

h) Piutang Lainnya 

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang 

berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan 

Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang 

Pajak. Piutang Lainnya disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan 

(net realizable value). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan 

penyisihan piutang.  

i) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih  

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah alat yang digunakan untuk 

menyesuaikan nilai piutang sehingga didapatkan nilai bersih yang dapat 

direalisasikan (net realizable value). Metode penyisihan terhadap 

piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak 
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tertagih pada setiap akhir periode dan disisihkan berdasarkan umur 

piutang. 

Persentase penyisihan piutang berbeda-beda  untuk masing-masing jenis 

piutang: 

1) Piutang Pajak  

Untuk Piutang Pajak, daftar umur piutang dan penyisihan 

dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok umur piutang, yaitu: 

(a) 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang 

tidak tertagih sebesar 10%; 

(b) 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang 

tidak tertagih sebesar 25%; 

(c) 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, penyisihan 

piutang tidak tertagih sebesar 50%; 

(d) 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan 

piutang tidak tertagih sebesar 75%; 

(e) Diatas 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 

100%. 

2) Piutang Retribusi 

Untuk Piutang Retribusi, daftar umur piutang dan penyisihan 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok umur piutang, yaitu: 

(a) 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang 

tidak tertagih sebesar 10%; 

(b) 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang 

tidak tertagih sebesar 50%; 

(c) diatas 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 

100%; 

j) Persediaan 

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) 

yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional 

pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 

(dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo Persediaan adalah jumlah 

Persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat 

sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya 

standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar 

apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Metode 

pencatatan Persediaan selain obat-obatan dicatat menggunakan metode 

fisik/periodik sedangkan untuk persediaan obat-obatan dengan metode 

perpetual. 

Pencatatan perpetual yaitu “pencatatan atas persediaan yang 

dilaksanakan setiap waktu, baik terhadap persediaan yang masuk maupun 

persdiaan yang keluar.” Dalam metode ini, pencatatan persediaan 

dilakukan dalam kartu persediaan yang menggambarkan persediaan 

sebenarnya. Sedangkan metode pencatatan periodik adalah pencatatan 

atas persediaan dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir 

suatu periode untuk dilakukan pembukuan. 
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2. Investasi Permanen 

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan 

untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk Investasi Permanen antara lain 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya. 

a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang 

dibayar oleh Pemerintah Kota Mataram untuk penyertaan modal dalam 

perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal 

pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 

20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan.  Kepemilikan kurang 

dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% 

atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum 

dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud. 

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal 

pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan 

keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase 

kepemilikan. 

b) Investasi Permanen Lainnya – Dana Bergulir 

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat 

dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 

Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada 

kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu 

tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya 

dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang 

terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar 

jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). 

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Mataram adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu 

yang biasanya terdapat jangka waktu tertentu. Untuk Investasi Non 

Permanen Dana Bergulir disajikan dengan nilai bersih yang dapat 

direalisasikan (net realizable value), dengan perhitungan NRV 

berdasarkan umur investasi, yaitu: 

1) 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, disisihkan sebesar 

10%; 

2) 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, disisihkan sebesar 

25%; 

3) 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, disisihkan sebesar 

50%; 

4) 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, disisihkan sebesar 

75%; 

5) Diatas 5 (lima) tahun, disisihkan sebesar 100%. 

3. Aset Tetap 

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum.  Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, 

Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, 
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Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi 

Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar 

tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang 

bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan 

manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan. Aset tetap 

selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar nilai perolehan 

setelah dikurangi dengan penyusutan. 

a) Tanah  

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang 

dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan 

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun 

Tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan. Tanah diakui sebagai Aset pada saat diterima dan terjadi 

perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga 

perolehan.  Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya 

untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran 

dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka Tanah 

dicatat dengan estimasi harga perolehan. 

b) Peralatan dan Mesin  

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat 

bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat 

studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat 

laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat 

pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu 

eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses 

produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan 

dalam kondisi siap digunakan.  Peralatan dan Mesin dicatat sebagai aset 

pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan.  

Peralatan dan Mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. 

Harga perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara 

swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya 

tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa 

peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap 

digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka 

nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang 

diestimasikan oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang 

berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau 

harga gantinya. 

c) Gedung dan Bangunan  

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 

dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan 

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.  Gedung dan 

Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, 

bangunan menara, dan rambu-rambu. Gedung dan Bangunan dicatat 

sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak 

kepemilikan. Gedung dan Bangunan dicatat dengan nilai historis, harga 

perolehan.  Harga perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun 
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secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan 

biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa 

peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap 

digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka 

nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan 

yang diestimasikan.  

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang 

dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam 

kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di neraca antara lain 

meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun 

ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, 

Irigasi dan Jaringan.  Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat sebagai aset 

pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan 

dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan 

Jalan, Irigasi, Jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi 

biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung 

(perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya 

lain) yang dikeluarkan hingga Aset tersebut siap digunakan.  Apabila 

tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi dan 

Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.  

e) Aset Tetap Lainnya 

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh 

dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam 

kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di neraca antara lain 

meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah 

raga dan hewan/tanaman. Aset Tetap Lainnya dicatat sebagai aset 

pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. 

Aset Tetap Lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan.  Harga 

perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola 

meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak 

langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan 

biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. 

Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Aset 

Tetap Lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang 

diestimasikan.  

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan  

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam 

proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun 

seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya 

yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis 

Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.  

g) Akumulasi Penyusutan 

Akumulasi Penyusutan  adalah alokasi yang  sistematis  atas  nilai suatu 

Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa 

manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing 



 Catatan atas Laporan Keuangan Kota Mataram TA 2021 

 

66 

periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca 

dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional. Penyusutan nilai 

Aset Tetap dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method) 

sesuai dengan masa manfaat dan penambahan masa manfaat atau umur 

ekonomis Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap baik 

berupa overhaul dan renovasi. Selain Tanah dan Konstruksi Dalam 

Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan 

karakteristik aset tersebut.  

4. Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan 

sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana 

Cadangan.  Aset Lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran 

dan Aset Lain-lain. 

a) Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat 

diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai 

pemerintah. Contoh Tagihan Penjualan Angsuran antara lain adalah 

penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan 

penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita 

acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 

angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Daerah atau daftar 

saldo Tagihan Penjualan Angsuran.  

b) Aset Lain-lain 

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke 

dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan 

Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset Lain-

lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif 

pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat).  Aset Lain-lain 

dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset 

tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan 

sebesar nilai perolehannya setelah dikurangi dengan penyusutan. 

c) Aset Tidak Berwujud 

Yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta 

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau 

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. 

Aset tak berwujud meliputi: 

1) Software komputer; 

2) Lisensi dan franchise; 

3) Hak cipta (copyright), paten, goodwill dan hak lainnya; 

4) Hak jasa dan operasi; 

5) Aset tak berwujud dalam pengembangan. 

5. Kewajiban Jangka Pendek 

a) Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

Pemerintah Kota Mataram. Dalam konteks Pemerintah Kota Mataram, 

kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan 
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yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari 

masyarakat, lembaga keuangan, Pemerintah Kota Mataram lain, atau 

lembaga internasional.  

1) Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable) 

Terhadap barang/jasa yang telah diterima Pemerintah Kota 

Mataram dan belum dibayar, termasuk barang dalam perjalanan 

yang telah menjadi haknya. 

2) Utang Bunga (Accrued Interest) 

Utang bunga pinjaman Pemerintah Kota Mataram dicatat sebesar 

biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga 

dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Kota Mataram baik 

dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga pinjaman 

Pemerintah Kota Mataram yang belum dibayar harus diakui pada 

setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban 

jangka pendek.  

3) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan untuk 

PFK yang belum disetorkan kepada yang berhak harus disajikan 

sebagai utang di neraca sebesar jumlah yang masih harus 

disetorkan. 

4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian 

lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo 

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.  

5) Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities) 

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak 

termasuk dalam kategori utang jangka pendek di atas.  

6. Kewajiban Jangka Panjang 

Semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek 

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.Suatu kewajiban tetap 

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun memenuhi 

kriteria kewajiban jangka pendek, jika: 

a) Jangka waktu kewajiban adalah periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

b) Entitas pelaporan bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban 

tersebut atas dasar jangka panjang yang didukung dengan adanya suatu 

perjanjian tentang  pendanaan kembali (refinancing), atau penjadwalan 

kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan 

keuangan diterbitkan,  dimana dalam laporan  keuangan subtansi 

kewajiban dimaksud pada tanggal pelaporan adalah kewajiban jangka 

panjang. 

7. Ekuitas  

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih 

antara aset pemerintah daerah dan kewajiban pemerintah daerah pada 

tanggal pelaporan. Ekuitas pada entitas akuntansi adalah kekayaan bersih 

entitas akuntansi yang merupakan selisih antara aset entitas akuntansi dan 

kewajiban entitas akuntansi pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas pada 

neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. 
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c. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama 

periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi 

aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. 

1. Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan 

operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai 

aktivitas operasionalnya. Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi terutama 

diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak 

(PNBP), penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan daerah, dan 

transfer masuk. Sedangkan arus kas keluarnya digunakan untuk belanja 

pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak 

terduga, dan transfer keluar;  

2. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya 

ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas masuk 

dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan 

penjualan aset lainnya. Sedangkan arus kas keluarnya terdiri dari perolehan 

aset tetap dan perolehan aset lainnya; 

3. Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto 

sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, 

yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas 

pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan 

datang. Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan 

pinjaman, penerimaan hasil penjualan Surat Utang Negara, penerimaan dari 

divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. 

Sedangkan arus kas keluarnya antara lain penyertaan modal pemerintah, 

pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman jangka panjang dan 

pembentukan dana cadangan; 

4. Aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas 

bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan pemerintah. Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran 

meliputi penerimaan PFK sedangkan arus kas keluarnya meliputi 

pengeluaran PFK. 

 

d. Laporan Operasional 

1. Pendapatan-LO 

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntasi pendapatan-LO antara 

lain: 

a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan 

tidak perlu dibayar kembali.   

b) Pendapatan-LO diakui atas dasar akrual, yaitu: 

1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan yang diperoleh 

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak 

untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai 

diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;  
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2) Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas 

pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah 

tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. 

c) Pendapatan-LO yang diakui bersamaan dengan penerimaan kas terdiri 

dari : 

1) PAD dengan mekanisme self assessment (semua jenis pajak dan 

retribusi); 

2) Dana Perimbangan. 

d) Pendapatan-LO yang diakui tidak bersamaan dengan penerimaan kas: 

1) PAD dengan mekanisme official assessment diakui sebelum 

penerimaan kas (Pajak PBB, Pajak BPHTB dan Pajak Air Bawah 

Tanah); 

2) PAD dengan mekanisme official assessment diakui setelah 

penerimaan kas adalah Pajak Reklame. 

e) Pencatatan Pendapatan-LO berdasarkan azas bruto yaitu mencatat 

penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran).   

f) Pengukuran Pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila 

besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat 

variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi 

terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai. 

g) Pengukuran Pendapatan-LO menggunakan mata uang rupiah 

berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila Pendapatan diukur 

dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan 

nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya 

pendapatan. 

h) Pengembalian/koreksi atas penerimaan Pendapatan-LO yang terjadi 

pada periode akuntansi ataupun periode sebelumnya dibukukan sebagai 

pengurang Pendapatan-LO.   

i) Pengembalian/koreksi Pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (non 

recurring) pada periode akuntansi dibukukan sebagi pengurang 

Pendapatan pada periode yang sama. Apabila pengembalian/koreksi 

Pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (non recurring) pada 

periode sebelumnya dibukukan sebagi pengurang Ekuitas pada periode 

ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 

j) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya antara 

lain: Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-

lain Pendapatan yang Sah-LO, Surplus Non Operasional–LO dan 

Pendapatan Luar Biasa-LO dan diklasifikasikan lagi menurut jenis 

pendapatannya. 

k) Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas akuntansi, 

Pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan 

yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah tersebut. 

 

2. Beban-LO 

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan Beban-LO yaitu: 

a) Beban-LO adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun 



 Catatan atas Laporan Keuangan Kota Mataram TA 2021 

 

70 

anggaran yang menjadi beban daerah.   

b) Beban diakui atas dasar akrual, pada saat timbulnya kewajiban, yaitu 

pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke entitas akuntansi 

atau entitas pelaporan tanpa diikuti keluarnya Kas Umum Daerah. 

Contohnya tagihan rekening telepon  dan  rekening listrik  yang  belum 

dibayar entitas akuntansi. 

c) Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak 

lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset 

non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. 

d) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada 

saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset 

bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat 

ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. 

e) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu 

dikelompokkan dalam beban Operasional, Beban Transfer, Defisit Non 

Operasional dan Beban Luar Biasa. Berdasarkan jenisnya Beban Operasi 

terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, 

Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusustan 

dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain. 

f) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali (contra post) beban, 

yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban 

pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, 

koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal 

mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada 

akun Ekuitas. 

g) Beban yang diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila 

perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas 

daerah tidak signifikan.  

h) Beban yang diakui tidak bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila 

perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas 

daerah signifikan. 

1) Beban yang diakui sebelum pengeluaran kas (beban yang didahului 

dengan tagihan). 

2) Beban yang diakui setelah pengeluaran kas (beban dibayar dimuka 

yang telah jatuh tempo). 

i) Beban yang tidak berhubungan dengan pengeluaran kas (non Kas). 

Contoh: Beban Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang. 

j) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan 

mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan 

Layanan Umum Daerah. 

 

e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos, antara lain: 

1. Ekuitas Awal; 

2. Surplus/defisit-LO; 

3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang erasal dari 

dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntasi atau 
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koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya koreksi kesalahan mendasar 

dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan 

nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; 

4. Ekuitas Akhir. 

 

f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang 

menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

pada tahun pelaporan. Terdapat pembandingan LPSAL per 31 Desember 2020 

dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2020 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan 

akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya; 

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan, merupakan SiLPA 

Tahun sebelumnya yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan 

Tahun berjalan; 

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan 

SiLPA/SiKPA Tahun berjalan;  

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi 

kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang menambah dan mengurangi 

Saldo Anggaran Lebih; 

5. Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan Saldo Anggaran Lebih 

merupakan transaksi yang menambah Saldo Anggaran Lebih dan transaksi 

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih. 
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BAB V 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

 

 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas 

Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

5.1.  Penjelasan atas Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi 

realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa 

lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan 

anggarannya dalam satu periode.Terdapat Perubahan struktur Laporan Realisasi 

Anggaran sebagai dampak dari diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

sehingga penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram mengacu pada 

Permendagri tersebut. 

 

5.1.1 Pendapatan 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp1.419.886.218.959,26 Rp1.396.009.615.374,56 

 

Realisasi Pendapatan Tahun 2021 senilai Rp1.419.886.218.959,26 atau 

98,85% dari anggaran yang ditetapkan yaitu senilai Rp1.436.428.742.820,00 

sedangkan realisasi Tahun 2020 senilai Rp1.396.009.615.374,56. Realisasi 

Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan 

Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana ikhtisar sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan 2021 dan 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Pendapatan - LRA 1.436.428.742.820,00  1.419.886.218.959,26  98,85 1.396.009.615.374,56  

  
Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) - LRA 
370.608.032.419,00  392.556.124.241,49  105,92 363.165.361.010,56  

  
Pendapatan 

Transfer - LRA 
1.015.132.410.401,00  970.243.717.002,00  95,58 971.125.111.760,00  

  
Lain-Lain 
Pendapatan Daerah 
Yang Sah – LRA 

50.688.300.000,00  57.086.377.715,77  112,62 61.719.142.604,00  

 

Realisasi Pendapatan senilai Rp1.419.621.553.492,49, sudah termasuk 

Pendapatan dari BLUD senilai Rp195.483.227.307,41, Dana JKN senilai 

Rp14.376.319.325,00 dan Dana BOS sebesar Rp52.625.674.466,77,00 yang 

dikelola/digunakan secara langsung oleh BLUD pada RSUD Kota Mataram, 

JKN pada puskesmas lingkup Kota Mataram dan Dana BOS pada lingkup 

sekolah Kota Mataram. Komposisi realisasi pendapatan tahun 2021 seperti 

pada grafik berikut: 
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Grafik 5.1. Realisasi Pendapatan 2021 dan 2020 

 
Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 

 

5.1.1.1 
Pendapatan Asli 

Daerah 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp392.556.124.241,49 Rp363.165.361.010,56 

 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan 31 Desember 2021 

senilai Rp392.556.124.241,49 atau 105,92% dari anggaran senilai 

Rp370.608.032.419,00 sedangkan realisasi Tahun 2020 senilai 

Rp363.165.361.010,56 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi PAD 2021 dan 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) - LRA 
370.608.032.419,00  392.556.124.241,49  105,92 363.165.361.010,56  

  
Pendapatan Pajak 
Daerah - LRA 

137.500.000.000,00  142.527.068.800,50  103,66 117.920.102.070,00  

  
Pendapatan 
Retribusi Daerah - 
LRA 

41.426.300.000,00  18.424.085.622,59  44,47 17.897.463.467,00  

  

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan – 
LRA 

8.831.732.419,00  10.517.847.058,79  119,09 9.936.912.771,62  

  
Lain-lain PAD yang 
Sah - LRA 

182.850.000.000,00  221.087.122.759,61  120,91 217.410.882.701,94  

 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi PAD Tahun 2021 

melampaui target yang ditetapkan, hal ini antara lain disebabkan pelampauan  

penerimaan dari Pajak Daerah dengan realisasi sebesar 103,66%, Pendapatan 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 119,09%, serta 

Lain-lain PAD yang Sah sebesar 120,91%. Sementara pendapatan dari 

Retribusi Daerah mencapai 44,47%. Perbandingan realisasi Tahun 2021 dan 

2020 ditampilkan pada grafik berikut: 
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Grafik 5.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2021 dan 2020 

 
Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 

 

5.1.1.1.1 
Pendapatan 

Pajak Daerah 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp142.527.068.800,50 Rp117.920.102.070,00 

 

Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi senilai 

Rp142.527.068.800,50 atau 103,66% dari anggaran senilai 

Rp137.500.000.000,00 sedangkan Tahun 2020 terealisasi senilai 

Rp117.920.102.070,00. Sumbangan terbesar Pendapatan Pajak Daerah yaitu 

dari pendapatan Pajak Penerangan Jalan, disusul Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, 

Pajak Restoran, serta Pajak Hotel dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah 2021 dan 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Pendapatan Pajak 
Daerah - LRA 

137.500.000.000,00  142.527.068.800,50  103,66 117.920.102.070,00  

  Pajak Hotel - LRA 15.500.000.000,00  17.319.741.825,00  111,74 9.027.069.973,00  

  
Pajak Restoran - 
LRA 

22.000.000.000,00  23.036.119.135,50  104,71 19.429.786.826,00  

  Pajak Hiburan - LRA 3.000.000.000,00  1.633.351.926,00  54,45 1.941.345.954,00  

  
Pajak Reklame - 
LRA 

4.500.000.000,00  4.524.675.474,00  100,55 3.566.971.862,00  

  
Pajak Penerangan 

Jalan- LRA 
39.000.000.000,00  39.605.350.907,00  101,55 40.384.461.210,00  

  Pajak Parkir - LRA 2.500.000.000,00  1.804.548.986,00  72,18 1.626.207.810,00  

  
Pajak Air Bawah 
Tanah - LRA 

1.000.000.000,00  1.143.703.352,00  114,37 490.330.599,00  

  
Pajak Sarang 

Burung Walet - LRA 
0,00  300.000,00  0,00 300.000,00  

  
Pajak Bumi dan 
Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan - LRA 

25.000.000.000,00  24.050.707.236,00  96,20 20.560.149.726,00  

  

Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan 
Bangunan - LRA 

25.000.000.000,00  29.408.569.959,00  117,63 20.893.478.110,00  
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5.1.1.1.2 
Retribusi 

Daerah 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp18.424.085.622,59 Rp17.897.463.467,00 

 

Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi 

senilai Rp18.424.085.622,59 atau 44,47% dari anggaran senilai 

Rp41.426.300.000,00. Sedangkan pada Tahun 2020 terealisasi senilai 

Rp17.897.463.467,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.4. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah 2021 dan 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Pendapatan 
Retribusi Daerah - 

LRA 

41.426.300.000,00  18.424.085.622,59  44,47 17.897.463.467,00  

  
Retribusi 
Pelayanan 
Kesehatan - LRA 

3.380.000.000,00  2.868.363.000,00  84,86 3.406.026.730,00  

  

Retribusi 
Pelayanan 
Persampahan/ 

Kebersihan - LRA 

6.500.000.000,00  4.521.516.000,00  69,56 4.875.642.000,00  

  

Retribusi 
Pelayanan Parkir di 
Tepi Jalan Umum - 
LRA 

18.750.000.000,00  3.089.521.809,00  16,48 1.916.454.000,00  

  

Retribusi 

Pelayanan Pasar - 
LRA 

5.500.000.000,00  3.800.577.525,00  69,10 3.485.766.925,00  

  
Retribusi Pengujian 
Kendaraan 
Bermotor – LRA 

750.000.000,00  556.635.000,00  74,22 498.510.000,00  

  

Retribusi 
Penyediaan 

dan/atau 
Penyedotan Kakus 
- LRA 

30.000.000,00  48.425.000,00  161,42 52.250.000,00  

  
Retribusi 
Pelayanan Tera / 

Tera Ulang - LRA 

100.000.000,00  60.211.500,00  60,21 57.494.000,00  

  

Retribusi 
Pengawasan dan 
Pengendalian 

Menara - LRA 

1.000.000.000,00  1.048.265.100,00  104,83 734.240.000,00  

  

Retribusi 
Pemakaian 
Kekayaan Daerah - 
LRA 

130.500.000,00  172.697.000,00  132,33 77.012.800,00  

  
Retribusi Pasar 
Grosir dan/ atau 
Pertokoan – LRA 

2.035.000.000,00  941.637.500,00  46,27 823.714.800,00  

  
Retribusi Rumah 
Potong Hewan - 
LRA 

157.000.000,00  312.311.000,00  198,92 315.701.000,00  

  
Retribusi Izin 
Mendirikan 
Bangunan – LRA 

3.000.000.000,00  799.132.752,00  26,64 1.442.318.736,00  

  

Retribusi Izin 
Tempat Penjualan 
Minuman 
Beralkohol - LRA 

28.800.000,00  32.400.000,00  112,50 38.400.000,00  
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Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

  

Retribusi 

Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing 
(IMTA) - LRA 

65.000.000,00  172.392.436,59  265,22 173.932.476,00  

 

Sumbangan terbesar Pendapatan Retribusi Daerah yaitu dari Retribusi 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan, disusul Retribusi Pelayanan Pasar, 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan 

Kesehatan, dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara. 

 

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah yang 

Dipisahkan 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp10.517.847.058,79 Rp9.936.912.771,62 

 

Pendapatan dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

diperoleh dari deviden yang disetorkan oleh perusahaan daerah dimana 

Pemerintah Kota Mataram melakukan investasi jangka panjang berupa 

penyertaan modal pada empat Perusahaan Daerah yaitu: PT. Air Minum Giri 

Menang Mataram, PD. BPR NTB, PT. Jamkrida NTB Bersaing, dan PT. Bank 

NTB Syariah.  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2021 dari anggaran senilai 

Rp8.831.732.419,00 terealisasi senilai Rp10.517.847.058,79 atau 119,09% 

dari target yang sudah ditetapkan, sedangkan pada Tahun 2020 terealisasi 

senilai Rp9.936.912.771,62 dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2021 dan 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan - 
LRA 

8.831.732.419,00  10.517.847.058,79  119,09 9.936.912.771,62  

  

Bagian Laba yang 
Dibagikan kepada 
Pemerintah Daerah 

(Dividen) atas 
Penyertaan Modal 
pada BUMD 
(Lembaga 

Keuangan) 

3.811.732.419,00  3.617.822.252,00  94,91 3.892.868.702,00  

  

Bagian Laba yang 
Dibagikan kepada 

Pemerintah Daerah 
(Dividen) atas 
Penyertaan Modal 

pada BUMD (Aneka 
Usaha) 

20.000.000,00  23.932.217,79  119,66 26.090.966,62  
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Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

  

Bagian Laba yang 
Dibagikan kepada 
Pemerintah Daerah 
(Dividen) atas 

Penyertaan Modal 
pada BUMD 
(Bidang Air Minum) 

5.000.000.000,00  6.876.092.589,00  137,52 6.017.953.103,00  

 

Sampai dengan tahun 2021, akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk 

penyertaan modal pada PT. Air Minum Giri Menang Mataram sebesar 

Rp110.851.363.153,37, diperoleh deviden sebesar Rp6.876.092.589,00. 

Kemudian pada PD. BPR NTB, akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk 

penyertaan modal sebesar Rp4.634.346.000,00 diperoleh deviden sebesar 

Rp730.797.069,00. Pada  PT. Bank NTB Syariah penyertaan modal sebesar 

Rp27.097.130.000,00 diperoleh deviden sebesar Rp2.887.025.183,00 dan 

pada PT. Jamkrida NTB Bersaing penyertaan modal sebesar 

Rp1.000.000.000,00 diperoleh deviden sebesar Rp23.932.217,79. 

 

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD 

yang Sah 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp221.087.122.759,61 Rp217.410.882.701,94 

Dari Realisasi Lain-lain PAD yang sah senilai Rp221.087.122.759,61 atau 

120,91% dari target yang dianggarkan senilai Rp182.850.000.000,00, sudah 

termasuk Pendapatan dari BLUD senilai Rp195.483.227.307,41 yang dikelola 

oleh BLUD pada RSUD Kota Mataram, serta Dana JKN senilai 

Rp14.376.319.325,00 pada puskesmas lingkup Kota Mataram. Rincian Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.6. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah 2021 dan 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Lain-lain PAD yang 
Sah - LRA 

182.850.000.000,00  221.087.122.759,61  120,91 217.410.882.701,94  

  
Hasil Penjualan 
Peralatan dan 
Mesin 

0,00  689.563.030,00  0,00 0,00  

  
Hasil Kerja Sama 

Pemanfaatan BMD 
0,00  39.375.000,00  0,00 24.000.000,00  

  
Hasil dari Bangun 
Guna Serah 

300.000.000,00  550.000.000,00  183,33 50.000.000,00  

  
Hasil Kerja Sama 
Daerah 

0,00  5.850.000,00  0,00   

  
Jasa Giro pada Kas 
Daerah 

2.500.000.000,00  2.566.013.147,17  102,64 3.478.640.324,03  

  

Pendapatan Bunga 

atas Penempatan 
Uang Pemerintah 
Daerah 

3.000.000.000,00  3.915.696.347,06  130,52 6.159.560.445,38  

  

Tuntutan Ganti 
Kerugian Daerah 

terhadap Pegawai 
Negeri Bukan 
Bendahara atau 
Pejabat Lain 

700.000.000,00  2.004.280.317,77  286,33 1.264.234.195,30  
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Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

  

Pendapatan Denda 
atas Keterlambatan 

Pelaksanaan 
Pekerjaan 

0,00  
 

52.174.486,20  0,00 40.552.633,00  

  
Pendapatan Denda 

Pajak Hotel 
0,00  6.350.467,00  0,00 9.649.517,00  

  
Pendapatan Denda 
Pajak Restoran 

0,00  36.779.861,00  0,00 17.441.514,00  

  
Pendapatan Denda 

Pajak Hiburan 
0,00  1.003.356,00  0,00 217.214,00  

  
Pendapatan Denda 
Pajak Reklame 

0,00  207.684.823,00  0,00 237.495.264,00  

  
Pendapatan Denda 

Pajak Parkir 
0,00  5.981.539,00  0,00 3.149.102,00  

  
Pendapatan Denda 
Pajak Air Tanah 

0,00  18.091.194,00  0,00 370.453,00  

  

Pendapatan Denda 
Pajak Bumi dan 
Bangunan 

Perdesaan dan 
Perkotaan (PBBP2) 

850.000.000,00  983.376.340,00  115,69 923.035.262,00  

  

Pendapatan Denda 
Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 

0,00  960.000,00  0,00 960.000,00  

  

Pendapatan dari 

Pengembalian 
Kelebihan 
Pembayaran Pajak 

Penghasilan Pasal 
21 

0,00  3.830.903,00  0,00   

  

Pendapatan dari 
Pengembalian 
Kelebihan 

Pembayaran Gaji 
dan Tunjangan 

0,00  121.666.616,00  0,00 141.254.318,00  

  

Pendapatan dari 
Pengembalian 
Kelebihan 

Pembayaran 
Perjalanan Dinas 

0,00  1.123.700,00  0,00   

  Pendapatan BLUD 160.000.000.000,00  195.483.227.307,41  122,18 189.810.606.863,96  

  
Pendapatan Dana 
Kapitasi JKN pada 
FKTP 

15.500.000.000,00  14.376.319.325,00  92,75 15.106.645.800,00  

  
Pendapatan Denda 
atas Pelanggaran 
Peraturan Daerah 

0,00  17.775.000,00  0,00   

  
Lain-lain PAD yang 
Sah Lainnya - LRA 

0,00  0,00  0,00 143.069.796,27  

 

- Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp2.566.013.147,17 bersumber dari jasa 

giro kas daerah dan jasa giro pemegang kas atau bendahara; 

- Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah terealisasi 

senilai Rp3.915.696.347,06 merupakan bunga atau bagi hasil atas deposito 

yang dilakukan dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan pada PT. Bank 

NTB Syariah;  
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- Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bersumber dari 

pengembalian kas atas hasil temuan auditor baik BPK, BPKP, Inspektorat 

maupun TGR perorangan dengan realisasi senilai Rp2.004.280.317,77; 

- Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan senilai 

Rp52.174.486,20 merupakan pendapatan atas denda bidang pekerjaan 

umum yang harus dibayarkan rekanan karena waktu penyelesaian 

pekerjaan fisik tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. 

- Pendapatan Denda Pajak terealisasi senilai Rp1.260.227.580,00 

merupakan pendapatan dari denda keterlambatan pembayaran pajak daerah 

yang terdiri dari: 

Denda Pajak Hotel Rp 6.350.647,00 

Denda Pajak Restoran Rp 36.779.861,00 

Denda Pajak Hiburan Rp 1.003.356,00 

Denda Pajak Reklame Rp 207.684.823,00 

Denda Pajak Parkir Rp 5.981.539,00 

Denda Pajak Air Tanah Rp 18.091.194,00 

Denda PBB-P2 Rp 983.376.340,00 

Denda BPHTB Rp 960.000,00 

- Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan 

pasal 21 sebesar Rp3.830.903,00 merupakan pengembalian kelebihan 

pembayaran pph pasal 21 tahun lalu; 

- Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan 

sebesar Rp121.666.616,00 merupakan pengembalian kelebihan 

pembayaran gaji tahun lalu; 

- Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas 

sebesar Rp1.123.700,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran 

perjalanan dinas tahun lalu; 

- Hasil dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp689.563.030 

merupakan hasil pelelangan kendaraan dinas bermotor yang bekerja sama 

dengan KPKNL Mataram. 

- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp39.375.000,00 

merupakan hasil sewa lahan milik Pemerintah Kota Mataram; 

- Pendapatan BLUD RSUD senilai Rp195.483.227.307,41 merupakan 

Pendapatan atas Jasa Layanan Umum BLUD dan Pendapatan Lainnya. 

- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah senilai 

Rp17.775.000,00 merupakan sanksi atas razia kepatuhan terhadap protokol 

kesehatan dan penggunaan masker dalam rangka Penerapan Protokol 

Kesehatan Covid-19 sesuai dengan Perwal Kota Mataram Nomor 34 

Tahun 2020. 

- Hasil dari Bangun Guna Serah terealisasi senilai Rp550.000.000,00 

merupakan pembayaran atas royalti PT. Pasific Cilinaya Mall, terdiri dari 

Royalti Tahun 2020 sebesar Rp250.000.000,00 dan Royalti Tahun 2021 

sebesarRp300.000.000,00; 

- Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN terealisasi senilai 

Rp14.376.319.325,00. 

- Hasil Kerja Sama Daerah senilai Rp5.850.000,00 merupakan Bantuan 

Dana Operasional Cash Management System (CMS) yang merupakan 
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kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Bank NTB Syariah untuk 

extrafooding operator CMS. 

Terhadap Pendapatan BLUD dapat dilihat pada Lampiran 9 Laporan 

Keuangan BLUD RSUD Kota Mataram Tahun Anggaran 2021. Terhadap 

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dapat dilihat pada Lampiran 3 

Rekapitulasi Dana Kapitasi pada FKTP Tahun Anggaran 2021. 

 

5.1.1.2 Pendapatan 

Transfer 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp970.243.717.002,00 Rp971.125.111.760,00 

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar 

Daerah. Sampai dengan 31 Desember 2021, Pendapatan Transfer terealisasi 

senilai Rp970.243.717.002,00 atau  95,58%  dari anggaran senilai 

Rp1.015.132.410.401,00 sedangkan pada Tahun 2020 terealisasi senilai 

Rp971.125.111.760,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer 2021 dan 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Pendapatan Transfer 
- LRA 

1.015.132.410.401,00  970.243.717.002,00  95,58 971.125.111.760,00  

  
Pendapatan 
Transfer 
Pemerintah Pusat 

910.873.876.629,00  881.765.083.645,00  96,80 886.677.408.374,00  

  
Pendapatan 
Transfer Antar 
Daerah 

104.258.533.772,00  88.478.633.357,00  84,86 84.447.703.386,00  

 

5.1.1.2.1 Dana 

Perimbangan 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp851.520.949.645,00 Rp822.946.728.374,00 

 

Dana Perimbangan Tahun 2021 terealisasi senilai Rp851.520.949.645,00 atau 

96,69%, dari target yang ditetapkan senilai Rp880.629.742.629,00 dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.8. Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan 2021 dan 2020 

Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Dana Perimbangan 880.629.742.629,00  851.520.949.645,00  96,69 822.946.728.374,00  

  
Dana Transfer 
Umum-Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

102.697.845.629,00  110.600.553.924,00  107,70 95.796.358.432,00  

  

Dana Transfer 

Umum-Dana 
Alokasi Umum 
(DAU) 

569.742.255.000,00  569.742.255.000,00  100,00 579.228.725.000,00  

  

Dana Transfer 

Khusus-Dana 
Alokasi Khusus 
(DAK) Fisik 

112.256.806.000,00  86.651.605.041,00  77,19 52.462.532.738,00   

  

Dana Transfer 
Khusus-Dana 

Alokasi Khusus 
(DAK) Non Fisik 

95.932.836.000,00  84.526.535.680,00  88,11 95.459.112.204,00   
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- Dana Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp110.600.553.924 terdiri dari: 

DBH Pajak Bumi dan Bangunan Rp 6.569.342.114,00 

DBH PPh Pasal 21 Rp 25.130.742.788,00 

DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN Rp 1.920.785.869,00 

DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Rp 55.847.144.048,00 

DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty Rp 19.660.036.703,00 

DBH SDA Kehutanan - PSDH Rp 114.883.252,00 

DBH SDA Perikanan Rp 1.357.619.150,00 

- Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp569.742.255.000,00; 

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar 

Rp86.651.605.041,00 terdiri dari: 

Bidang Pendidikan-PAUD Rp 1.084.213.500,00 

Bidang Pendidikan-SD Rp 13.397.585.819,00 

Bidang Pendidikan-SMP Rp 10.315.991.359,00 

Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan 

Kesehatan Dasar 

Rp 2.887.084.789,00 

Bidang Kesehatan dan KB- Pelayanan 

Kesehatan Rujukan 

Rp 34.762.573.663,00 

Bidang Kesehatan dan KB- Pelayanan 

Kefarmasian 

Rp 2.397.655.761,00 

Bidang Kesehatan dan KB- KB Rp 681.661.750,00 

Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-

Penurunan Stunting (KB) 

Rp 268.243.000,00 

Bidang Kelautan dan Perikanan- 

Penugasan 

Rp 2.104.279.000,00 

Bidang Pariwisata-Penugasan Rp 9.776.089.000,00 

Bidang Jalan-Jalan Rp 5.927.789.000,00 

Bidang Sanitasi-Penugasan Rp 804.729.000,00 

Bidang Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup 

Rp 1.156.557.400,00 

Bidang Perumahan dan Permukiman-

Penugasan 

Rp 1.087.152.000,00 

- Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik terealisasi sebesar 

Rp84.526.535.680,00 terdiri dari: 

TPG PNSD Rp 73.991.011.000,00 

Tamsil Guru PNSD Rp 309.600.000,00 

BOP PAUD Rp 4.588.600.000,00 

BOP Pendidikan Kesetaraan Rp 477.150.000,00 

PK2UKM Rp 298.889.000,00 

Dana Pelayanan Administrasi 

Kependudukan 

Rp 1.302.325.030,00 

Dana Pelayanan Kepariwisataan Rp 835.037.000,00 

Fasilitasi Penanaman Modal Rp 343.813.000,00 

BOKB-KB Rp 1.758.610.650,00 

Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Rp 621.500.000,00 
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5.1.1.2.2 Dana Insentif 

Daerah 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp30.244.134.000,00 Rp63.730.680.000,00 

 

Dana Insentif Daerah Tahun 2021 terealisasi senilai Rp30.244.134.000,00 

atau 100,00% dari anggaran senilai Rp30.244.134.000,00. Dana Insentif 

Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah 

tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu dengan tujuan untuk 

memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu 

di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, 

pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. 

 

5.1.1.2.3 Pendapatan 

Transfer Antar 

Daerah 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp88.478.633.357,00 Rp84.447.703.386,00 

 

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berasal dari Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa Dana Bagi hasil Pajak dengan nilai 

anggaran sebesar Rp104.258.533.772,00  terealisasi senilai 

Rp88.478.633.357,00 atau 84,86% dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.9. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah 

2021 dan 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Pendapatan Transfer 
Antar Daerah 

104.258.533.772,00  88.478.633.357,00  84,86 84.447.703.386,00  

  

Bagi Hasil Pajak 

Kendaraan 
Bermotor 

36.777.903.882,00  29.157.200.586,50  79,28 27.348.702.021,50  

  

Bagi Hasil Bea Balik 

Nama Kendaraan 
Bermotor 

22.464.495.445,00  16.072.366.094,00  71,55 14.776.833.315,00  

  

Bagi Hasil Pajak 

Bahan Bakar 
Kendaraan 
Bermotor 

22.715.702.480,00  20.767.048.673,00  91,42 18.460.693.783,00  

  
Bagi Hasil Pajak Air 
Permukaan 

37.424.673,00  36.509.133,50  97,55 29.010.215,50  

  
Bagi Hasil Pajak 
Rokok 

22.263.007.292,00  22.445.508.870,00  100,82 23.832.464.051,00  

 

Nilai transfer tersebut sudah termasuk pembayaran atas Piutang Bagi Hasil 

Provinsi NTB Tahun 2020 senilai Rp8.147.207.854,00 yang dilunasi 

seluruhnya pada tanggal 9 Maret 2021. 

 
5.1.1.3 Lain-lain 

Pendapatan 

Daerah yang Sah 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp57.086.377.715,77 Rp61.719.142.604,00 
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Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan 31 Desember 

2021 senilai Rp57.086.377.715,77 atau 112,62% dari target yang ditetapkan 

senilai Rp50.688.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.10. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2021 

dan 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah 

50.688.300.000,00  57.086.377.715,77  112,62 61.719.142.604,00  

  Pendapatan Hibah 0,00  0,00  0,00 61.637.242.604,00  

  
Pendapatan Dana 
Darurat 

0,00  0,00  0,00 0,00  

  
Pendapatan 

Lainnya 
50.688.300.000,00  57.086.377.715,77  112,62 81.900.000,00  

 

5.1.1.3.1 Pendapatan 

Hibah 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp0,00 Rp61.637.242.604,00 

 

Realisasi Pendapatan Hibah sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp0,00. 

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2020 senilai Rp61.637.242.604,00 

merupakan Pendapatan Hibah Pariwisata senilai Rp6.938.432.604,00, 

Pendapatan Hibah Air Minum senilai Rp2.997.000.000,00, dan Pendapatan 

Hibah Dana BOS senilai Rp51.701.810.000,00. 

 

5.1.1.3.2 Pendapatan 

Lainnya 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp57.086.377.715,77 Rp81.900.000,00 

 

Realisasi Pendapatan Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 senilai 

Rp57.086.377.715,77 atau sebesar 112,62% dari yang dianggarkan senilai 

Rp50.688.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.11. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya 2021 dan 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Pendapatan Lainnya 50.688.300.000,00  57.086.377.715,77  112,62 81.900.000,00  

  
Pendapatan Hibah 
Dana BOS 

50.688.300.000,00  52.361.009.000,00  103,30 0,00  

  
Pendapatan atas 
Pengembalian 
Hibah 

0,00  4.725.368.715,77  0,00 0,00  

  
Pendapatan Hibah 

dari Pemerintah 
0,00  0,00  0,00 0,00  

  
Pendapatan 
Lainnya 

0,00  0,00  0,00 81.900.000,00  

 

Pendapatan Hibah Dana BOS pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar 

Rp50.688.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp52.361.009.000,00 atau 

103,30% yang terdiri dari: 

a. Penerimaan tahap I terealisasi sebesar Rp15.524.808.000,00; 

b. Penerimaan tahap II terealisasi sebesar Rp20.757.568.000,00; 

c. Penerimaan tahap III terealisasi sebesar Rp15.538.633.000,00; 

d. Penerimaan BOS Kinerja terealisasi sebesar Rp540.000.000,00; 
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Pendapatan atas Pengembalian Hibah terealisasi sebesar Rp4.725.368.715,77  

yang merupakan pengembalian atas belanja hibah tahun-tahun sebelumnya 

sudah termasuk pengembalian hibah dana BOS sebesar Rp264.665.466,77 

yang telah dikembalikan langsung ke rekening masing-masing sekolah. 

Terhadap Rekapitulasi Pendapatan Hibah BOS per sekolah dapat dilihat pada 

Lampiran 2 Rekapitulasi Dana BOS Tahun Anggaran 2021. 
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5.1.2 Belanja 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp1.382.352.867.746,57 Rp1.457.702.553.197,18 

 

Berdasarkan Ketentuan Umum Belanja Daerah yang dimuat dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Pasal 49 sampai dengan 

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja 

Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga 

dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja untuk tahun yang berakhir tanggal 31 

Desember 2021 adalah senilai Rp1.382.352.867.746,57 atau mencapai 

94,02% dari anggaran senilai Rp1.470.253.561.475,27. Realisasi Belanja 

senilai Rp1.382.384.800.346,57 menurun sebesar 5,17% atau senilai 

Rp75.349.685.450,61 dari realisasi Tahun 2020 senilai 

Rp1.457.702.553.197,18 dengan rincian sebagai berikut:  

 

Tabel 5.12. Anggaran dan Realisasi Belanja 2021 dan 2020 

Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Belanja 1.470.253.561.475,27  1.382.352.867.746,57  94,02  1.457.702.553.197,18  

  Belanja Operasi 1.221.725.505.184,27  1.184.115.032.150,37  96,92  1.113.409.266.516,18  

  Belanja Modal 230.230.713.935,00  185.546.615.534,20  80,59  209.066.411.335,00  

  Belanja Tak Terduga 16.855.992.356,00  11.249.870.062,00  66,74  133.875.525.346,00  

  Transfer 1.441.350.000,00  1.441.350.000,00  100,00  1.351.350.000,00  

 

Perbandingan realisasi Belanja Tahun 2021 dan 2020 seperti ditunjukkan pada 

grafik berikut: 

 

Grafik 5.3. Realisasi Belanja Daerah 2021 dan 2020 

 
Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 

 

Dari realisasi Belanja senilai Rp1.382.352.867.746,57 sudah termasuk 

realisasi Belanja di RSUD Kota Mataram sebagai BLUD yang dicatat dan 

dilaporkan di LRA terkait penggunaan langsung senilai 

Rp194.785.280.565,37, Dana JKN senilai Rp13.892.087.152,00, dan Dana 

BOS senilai Rp 52.861.118.781,00. 

 

Terhadap Belanja BLUD dapat dicermati pada Lampiran 9 Laporan 

Keuangan BLUD RSUD Kota Mataram Tahun Anggaran 2021. Terhadap 

Belanja Dana Kapitasi pada FKTP Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada 

Lampiran 3 Rekapitulasi Dana Kapitasi pada FKTP Tahun Anggaran 2021. 
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Terhadap Belanja BOS dapat dicermati pada Lampiran 2 Rekapitulasi Dana 

BOS Tahun Anggaran Tahun 2021. 

 

5.1.2.1 Belanja Operasi 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp1.184.115.032.150,37 Rp1.113.409.266.516,18 

 

Realisasi Belanja Operasi untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 

2021 senilai Rp1.184.115.032.150,37 atau 96,92% dari anggaran senilai 

Rp1.221.725.505.184,27 dengan rincian sebagai berikut:  

 

Tabel 5.13. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi 2021 dan 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Belanja Operasi 1.221.725.505.184,27  1.184.115.032.150,37  96,92  1.113.409.266.516,18  

  Belanja Pegawai 559.261.079.625,27  533.067.274.236,00  95,32  577.958.821.055,00  

  
Belanja Barang dan 
Jasa 

560.838.846.106,00  551.664.057.633,37  98,36  422.446.475.323,18  

  Belanja Hibah 90.874.241.129,00  89.609.889.501,00  98,61  101.327.770.138,00  

  
Belanja Bantuan 
Sosial 

10.751.338.324,00  9.773.810.780,00  90,91  11.676.200.000,00  

 

Dari realisasi tersebut sudah termasuk realisasi dari Belanja Barang dan Jasa 

BLUD senilai Rp190.079.656.065,37 dan Belanja Barang dan Jasa JKN 

senilai Rp12.908.096.118,00. 

Pada Periode Tahun 2021, Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar 

Rp44.891.546.819,00 atau sebesar 7.77%, serta Belanja Barang dan Jasa 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 

Rp129.217.582.310,19 atau 30,59%. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan 

klasifikasi dan kodefikasi belanja sehingga beberapa rekening belanja 

pegawai dipindahhkan ke rekening belanja barang dan jasa. 

 

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp533.067.274.236,00 Rp577.958.821.055,00 

 

Realisasi Belanja Pegawai senilai Rp533.067.274.236,00 atau 95,32% dari 

anggaran senilai Rp559.261.079.625,27. Rincian belanja Pegawai Tahun 

2021 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2021 dan 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Belanja Pegawai 559.261.079.625,27  533.067.274.236,00  95,32  577.958.821.055,00  

  
Belanja Gaji dan 
Tunjangan ASN 

346.987.747.491,27  334.119.998.314,00  96,29  409.092.057.986,00  

  
Belanja Tambahan 

Penghasilan ASN 
173.582.675.867,00  162.586.625.939,00  93,67  62.543.307.611,00  

  

Tambahan 
Penghasilan 

berdasarkan 
Pertimbangan 
Objektif Lainnya ASN 

13.890.784.729,00  11.756.407.504,00  84,63  0,00  

  
Belanja Gaji dan 
Tunjangan DPRD 

22.867.772.089,00  22.688.594.720,00  99,22  0,00  
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Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

  
Belanja Gaji dan 
Tunjangan 

KDH/WKDH 

1.019.619.449,00  1.003.167.759,00  98,39  0,00  

  

Belanja Penerimaan 
Lainnya Pimpinan 

DPRD serta 
KDH/WKDH 

912.480.000,00  912.480.000,00  100,00  7.953.780.000,00  

  
Belanja Insentif 
Pemungutan Pajak 
Daerah 

0,00  0,00  0,00  5.476.778.625,00  

  
Belanja Insentif 
Pemungutan Retribusi 
Daerah 

0,00  0,00  0,00  491.812.500,00  

  Belanja Hadiah 0,00  0,00  0,00  26.100.000,00  

  
Belanja Pegawai 
BLUD 

0,00  0,00  0,00  6.417.264.385,00  

  Honorarium PNS 0,00  0,00  0,00  58.818.515.350,00  

  Honorarium Non PNS 0,00  0,00  0,00  9.091.253.078,00  

  

Belanja Beasiswa 
Pendidikan PNS 
(Diterima oleh 

Perorangan) 

0,00  0,00  0,00  20.000.000,00  

  
Belanja Pegawai Dana 
BOS 

0,00  0,00  0,00  18.027.951.520,00  

 

Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Kota Mataram Tahun 2021 secara 

umum mengalami perubahan seiring dengan diterapkannya Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja gaji dan 

tunjangan yang semula termasuk realisasi belanja gaji dan tunjangan DPRD 

serta KDH/WKDH, kini terpisah menjadi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, 

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, serta Belanja Gaji dan Tunjangan 

KDH/WKDH. 

Belanja Tambahan Penghasilan ASN turut mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan yakni sebesar Rp100.043.318.328,00. Hal ini dikarenakan 

adanya perubahan mekanisme pemberian tambahan penghasilan bagi ASN 

yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

 

5.1.2.1.2 Belanja Barang 

dan Jasa 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp551.664.057.633,37 Rp422.446.475.323,18 

 

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2021 senilai 

Rp551.664.057.633,37 atau 98,36% dari anggaran senilai 

Rp560.838.846.106,00 sudah termasuk realisasi Belanja Barang/Jasa BLUD 

senilai Rp190.079.656.065,37 dari anggaran sebesar Rp147.474.966.908,00 

atau 128,89% yang dicatat dan disajikan di LRA terkait penggunaan langsung 

penerimaan daerah, serta Belanja Barang dan Jasa JKN senilai 

Rp12.908.096.118,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 5.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2021 dan 2020 

Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Belanja Barang dan 

Jasa 
560.838.846.106,00  551.664.057.633,37  98,36  422.446.475.323,18  

  Belanja Barang 108.480.623.751,00  93.455.629.637,00  86,15  0,00  

  Belanja Jasa 254.040.543.104,00  229.952.781.810,00  90,52  0,00  

  Belanja Pemeliharaan 18.423.079.753,00  16.204.984.016,00  87,96  0,00  

  
Belana Perjalanan 

Dinas 
27.245.895.000,00  17.362.644.305,00  63,73  0,00  

  

Belanja Uang 
dan/atau Jasa untuk 

Diberikan kepada 
Pihak Ketiga/Pihak 
Lain/Masyarakat 

5.173.737.590,00  4.608.361.800,00  89,07  0,00  

  
Belanja Barang dan 
Jasa BLUD 

147.474.966.908,00  190.079.656.065,37  128,89  162.963.612.483,58  

  
Belanja Bahan Pakai 

Habis 
0,00  0,00  0,00  18.872.199.170,40  

  
Belanja Bahan / 
Material 

0,00  0,00  0,00  8.952.606.114,40  

  Belanja Jasa Kantor 0,00  0,00  0,00  148.250.995.741,00  

  
Belanja Premi 

Asuransi 
0,00  0,00  0,00  347.942.743,00  

  
Belanja Perawatan 
Kendaraan Bermotor 

0,00  0,00  0,00  11.247.896.900,00  

  
Belanja Cetak dan 

Penggandaan 
0,00  0,00  0,00  6.598.958.433,00  

  
Belanja Sewa Rumah 
/ Gedung / Gudang / 
Parkir 

0,00  0,00  0,00  737.675.000,00  

  
Belanja Sewa Sarana 
Mobilitas 

0,00  0,00  0,00  85.657.000,00  

  
Belanja Sewa Alat 

Berat 
0,00  0,00  0,00  0,00  

  
Belanja Sewa 
Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 

0,00  0,00  0,00  733.763.000,00  

  
Belanja Makanan dan  
Minuman 

0,00  0,00  0,00  14.692.314.260,00  

  
Belanja Pakaian Dinas 

dan Atributnya 
0,00  0,00  0,00  408.540.000,00  

  Belanja Pakaian Kerja 0,00  0,00  0,00  226.218.000,00  

  
Belanja Pakaian 
Khusus dan Hari-hari 
Tertentu 

0,00  0,00  0,00  945.447.500,00  

  
Belanja Perjalanan 
Dinas 

0,00  0,00  0,00  15.644.192.548,80  

  Belanja Pemeliharaan 0,00  0,00  0,00  4.657.649.906,00  

  
Belanja Jasa 

Konsultansi 
0,00  0,00  0,00  1.794.714.000,00  

  

Belanja Barang untuk 
Diserahkan kepada 

Masyarakat / Pihak 
Ketiga 

0,00  0,00  0,00  0,00  
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Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

  

Belanja Kursus, 
Pelatihan, Sosialisasi 

dan Bimbingan Teknis 
PNS 

0,00  0,00  0,00  503.920.000,00  

  

Belanja Uang untuk 
Diberikan kepada 
Pihak Ketiga / 

Masyarakat 

0,00  0,00  0,00  259.500.000,00  

  
Belanja Barang dan 
Jasa Dana BOS 

0,00  0,00  0,00  24.259.554.523,00  

  
Belanja Peralatan 

Dapur 
0,00  0,00  0,00  41.823.000,00  

  
Belanja Hadiah / 
Penghargaan 

0,00  0,00  0,00  221.295.000,00  

 

5.1.2.1.3 Belanja Hibah 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp89.609.889.501,00 Rp101.327.770.138,00 

 

Belanja Hibah Tahun 2020 direalisasikan senilai Rp89.609.889.501,00 atau 

98,61% dari anggaran senilai Rp90.874.241.129,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Belanja Hibah 90.874.241.129,00  89.609.889.501,00  98,61  101.327.770.138,00  

  
Belanja Hibah kepada 
Pemerintah Pusat 

100.000.000,00  0,00  0,00  0,00  

  

Belanja Hibah kepada 
Badan, Lembaga, 
Organisasi 
Kemasyarakatan yang 

Berbadan Hukum 
Indonesia 

39.079.795.409,00  35.742.625.000,00  91,46  0,00  

  Belanja Hibah Dana BOS 50.688.300.000,00  52.861.118.781,00  104,29  0,00  

  

Belanja Hibah Bantuan 

Keuangan kepada Partai 
Politik 

1.006.145.720,00  1.006.145.720,00  100,00  0,00  

  
Belanja Hibah kepada 
Kelompok Masyarakat 

0,00  0,00  0,00  22.853.503.371,00  

  
Belanja Hibah kepada 
Badan/Lembaga/Organisasi 

0,00  0,00  0,00  68.828.086.730,00  

  
Belanja Hibah Dana BOP 
PAUD 

0,00  0,00  0,00  4.485.900.000,00  

  

Belanja Hibah Dana 
Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan 
Pendidikan Kesetaraan 

0,00  0,00  0,00  653.850.000,00  

  
Belanja Hibah kepada 
Partai Politik 

0,00  0,00  0,00  972.209.220,00  

  Belanja Hibah Pariwisata 0,00  0,00  0,00  3.534.220.817,00  

 

5.1.2.1.4 31 Desember 2021 31 Desember 2020 



 Catatan atas Laporan Keuangan Kota Mataram TA 2021 

 

90 

Belanja Bantuan 

Sosial 

Rp9.773.810.780,00 Rp11.676.200.000,00 

 

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 direalisasikan senilai 

Rp9.773.810.780,00 atau 90,91% dari anggaran senilai Rp10.751.338.324,00  

dengan rincian sebagai berikut: ? 

 

Tabel 5.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial 2021 dan 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Belanja Bantuan 
Sosial 

10.751.338.324,00  9.773.810.780,00  90,91  11.676.200.000,00  

  

Belanja Bantuan 

Sosial kepada 
Individu 

4.883.860.199,00  4.455.835.780,00  91,24  0,00  

  

Belanja Bantuan 

Sosial Uang yang 
direncanakan kepada 
Individu 

4.621.860.199,00  4.196.780.000,00  90,80  0,00  

  

Belanja Bantuan 
Sosial Barang yang 
Direncanakan kepada 

Individu 

262.000.000,00  259.055.780,00  98,88  0,00  

  

Belanja Bantuan 

Sosial kepada 
Keluarga 

817.000.000,00  787.000.000,00  96,33  0,00  

  

Belanja Bantuan 

Sosial kepada 
Kelompok 
Masyarakat 

4.888.478.125,00  4.368.975.000,00  89,37  0,00  

  

Belanja Bantuan 
Sosial Uang yang 
direncanakan kepada 

Kelompok Masyarakat 

3.963.800.000,00  3.460.300.000,00  87,30  0,00  

  

Belanja Bantuan 

Sosial Barang yang 
Direncanakan kepada 
Kelompok Masyarakat 

924.678.125,00  908.675.000,00  98,27  0,00  

  

Belanja Bantuan 

Sosial kepada 
Lembaga Non 
Pemerintahan 
(Bidang 

Pendidikan, 
Keagamaan dan 
Bidang Lainnya) 

162.000.000,00  162.000.000,00  100,00  0,00  

  

Belanja Bantuan 

Sosial kepada 
Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan 

0,00  0,00  0,00  9.630.500.000,00  

  

Bantuan Tempat 
Ibadah / Kegiatan 
Keagamaan / 

Lembaga / Ponpes 

0,00  0,00  0,00  100.000.000,00  

  

Dukungan Dana /  

Pembinaan Lembaga 
Kesejahteraan Sosial 

0,00  0,00  0,00  0,00  

  

Dukungan Dana 

Pemberdayaan 
Perempuan 

0,00  0,00  0,00  0,00  

  Dukungan Dana PER 0,00  0,00  0,00  6.218.000.000,00  
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Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

  

Bantuan Lembaga 

Pendidikan/Yayasan 
yang bergerak di 
Bidang Pendidikan 
dan Kesenian 

0,00  0,00  0,00  0,00  

  
Bantuan Kepada 
Badan Amil Zakat 

0,00  0,00  0,00  600.000.000,00  

  

Bantuan 
Pembangunan dan 
Perbaikan Rumah 

Tidak Layak Huni 
(RTLH) (DAK) 

0,00  0,00  0,00  2.712.500.000,00  

  
Belanja Bantuan 
Sosial Organisasi 
Profesi 

0,00  0,00  0,00  1.235.700.000,00  

  
Bantuan Dana untuk 
Siswa Miskin / 
Sharing Cost 

0,00  0,00  0,00  1.235.700.000,00  

  

Belanja Bantuan 
Sosial yang Tidak 
Dapat 

Direncanakan 

0,00  0,00  0,00  810.000.000,00  

  
Belanja Bantuan 
Sosial Yang Tidak 

Dapat Direncanakan 

0,00  0,00  0,00  810.000.000,00  

5.1.2.2 Belanja Modal 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp185.546.615.534,20 Rp209.066.411.335,00 

 

Realisasi Belanja Modal untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 

2021 senilai Rp185.546.615.534,20 atau 80,59% dari anggaran senilai 

Rp230.230.713.935,00. Dari realisasi Belanja Modal tersebut sudah termasuk 

Belanja Modal dari BLUD yang dikelola/digunakan secara langsung oleh 

BLUD pada RSUD Kota Mataram senilai Rp4.705.624.500,00 dan dari Dana 

JKN pada Puskesmas lingkup Kota Mataram senilai Rp983.991.034,00 yang 

dilaporkan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah. Rincian 

Belanja Modal tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 2021 dan 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

Belanja Modal 230.230.713.935,00  185.546.615.534,20  80,59  209.066.411.335,00  

  Belanja Modal Tanah 16.931.022.291,00  12.727.377.850,00  75,17  35.908.946.476,00  

  
Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin 
91.730.668.428,00  67.710.485.315,00  73,81  81.832.990.636,00  

  
Belanja Modal 
Gedung dan 
Bangunan 

60.697.825.970,00  50.544.758.157,20  83,27  35.858.942.721,59  

  
Belanja Modal Jalan, 
Irigasi dan Jaringan 

58.666.562.818,00  52.450.009.968,00  89,40  49.177.438.242,41  

  
Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya 

2.204.634.428,00  2.113.984.244,00  95,89  6.288.093.259,00  

 

Rincian atas masing-masing Saldo Belanja Modal diatas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Belanja Modal Tanah 
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Tabel 5.19. Rincian Belanja Modal Tanah 2021 dan 2020 
Belanja Modal Tanah Realisasi 2021 Realisasi 2020 

Belanja Modal Tanah 12.727.377.850,00  35.908.946.476,00  

Pengadaan Tanah Persil 3.991.986.000,00  0,00  

Pengadaan Tanah Lapangan 8.735.391.850,00  0,00  

Pengadaan Tanah Perkampungan 0,00  467.501.126,00  

Pengadaan Hutan 0,00  0,00  

Pengadaan Tanah Pengguna Lain 0,00  0,00  

Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 0,00  8.462.252.980,00  

Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 0,00  26.979.192.370,00  

 

Belanja Modal tersebut merupakan total Belanja Modal Tanah sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar 

Rp12.727.377.850,00 atau 75,17% dari anggaran sebesar 

Rp16.931.022.291,00. 

 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

 

Tabel 5.20. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2021 dan 2020 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi 2021 Realisasi 2020 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.710.485.315,00  81.832.990.636,00  

Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 544.750.000,00  0,00  

Pengadaan Alat-alat Bantu 308.990.455,00  0,00  

Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 4.255.316.670,00  2.708.472.000,00  

Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 33.860.000,00  136.250.000,00  

Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 0,00  62.534.500,00  

Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 138.430.000,00  21.000.000,00  

Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 700.000,00  0,00  

Pengadaan Alat Ukur 344.212.300,00  152.459.200,00  

Pengadaan Alat Pengolahan 109.116.000,00  43.522.500,00  

Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 0,00  195.515.500,00  

Pengadaan Alat Kantor 1.248.981.934,00  4.076.087.987,00  

Pengadaan Alat Rumah Tangga 11.493.565.896,00  8.286.738.099,00  

Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 1.213.891.699,00  706.565.000,00  

Pengadaan Alat Studio 209.077.150,00  680.894.900,00  

Pengadaan Alat Komunikasi 96.737.000,00  67.313.000,00  

Pengadaan Peralatan Pemancar 0,00  0,00  

Pengadaan Alat Kedokteran 36.129.970.981,00  56.047.174.428,00  

Pengadaan Alat Kesehatan 271.914.000,00  198.336.500,00  

Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 202.705.100,00  29.890.000,00  

Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 173.190.000,00  1.655.919.220,00  

Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir 1.075.000.000,00  17.100.000,00  

Pengadaan Komputer 5.023.308.719,00  6.316.715.002,00  

Pengadaan Peralatan Komputer 1.234.763.511,00  0,00  

Pengadaan Alat Eksplorasi Geofisika 99.000.000,00  0,00  

Pengadaan Sumur 140.000.000,00  0,00  

Pengadaan Alat Kerja Penerbangan 11.658.400,00  0,00  

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 39.100.000,00  0,00  

Pengadaan Peralatan Olahraga 21.450.000,00  0,00  

Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD 3.290.795.500,00  0,00  

Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 0,00  600.000,00  

Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 0,00  12.000.000,00  

Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api 0,00  2.250.000,00  

Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 0,00  415.652.800,00  
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Belanja Modal tersebut merupakan total Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin terealisasi sebesar Rp67.710.485.315,00 atau 73,81% dari 

anggaran sebesar Rp91.730.668.428,00. 

 

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

 

Tabel 5.21. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2021 dan 

2020 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi 2021 Realisasi 2020 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.544.758.157,20  35.858.942.721.59 

Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 44.862.474.001,20  32.829.910.260,56  

Pengadaan bangunan Gedung Tempat Tinggal 1.778.466.500,00  828.768.000,00  

Pengadaan Bangunan Bersejarah 0,00  57.007.263,00  

Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan 0,00  41.425.000,00  

Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol 0,00  2.096.932.198,03  

Pengadaan Bangunan Rambu-rambu 0,00  4.900.000,00  

Pengadaan Tugu/Tanda Batas 2.580.728.656,00  0,00  

Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD 1.323.089.000,00  0,00  

 

Belanja Modal tersebut merupakan total Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Belanja 

Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp50.544.758.157,20 atau 

83,27% dari anggaran sebesar Rp60.697.825.970,00. 

 

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

 

Tabel 5.22. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 2021 dan 2020 
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Realisasi 2021 Realisasi 2020 

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 52.450.009.968,00  49.177.438.242,41  

Pengadaan Jalan 36.923.466.718,00  30.034.006.194,00  

Pengadaan Jembatan 337.421.000,00  348.373.000,00  

Pengadaan Bangunan Air Irigasi 2.904.123.000,00  5.504.349.911,41  

Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan 
Penanggulangan BA 

8.136.547.000,00  9.002.206.000,00  

Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 0,00  29.370.000,00  

Pengadaan Bangunan Air Kotor 93.352.000,00  1.210.675.500,00  

Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 0,00  42.930.937,00  

Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 0,00  41.889.500,00  

Pengadaan Instalasi Gas 596.890.250,00  0,00  

Pengadaan Instalasi Lain 180.121.000,00  0,00  

Pengadaan Jaringan Listrik 3.186.349.000,00  2.963.637.200,00  

Pengadaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 91.740.000,00  0,00  

 

Belanja Modal tersebut merupakan total Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Belanja Modal Jalan, Irigasi 

dan Jaringan terealisasi sebesar Rp52.450.009.968,00 atau 89,40% dari anggaran 

sebesar Rp58.666.562.818,00. 

 

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

 

Tabel 5.23. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2021 dan 2020 
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Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Realisasi 2021 Realisasi 2020 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.113.984.244,00  6.288.093.259,00  

Pengadaan Buku 0,00  4.479.067.259,00  

Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 0,00  156.331.000,00  

Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 0,00  13.110.000,00  

Pengadaan Tanaman 0,00  8.500.000,00  

Pengadaan Aset Tetap Renovasi 450.410.000,00  1.631.085.000,00  

Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak 356.774.244,00  0,00  

Pengadaan Bahan Perpustakaan Terekam dan 
Bentuk Mikro 

1.247.400.000,00  0,00  

Pengadaan Aset Tidak Berwujud 59.400.000,00  0,00  

 

Belanja Modal tersebut merupakan total Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp2.113.984.244,00 atau 95,89% dari 

anggaran sebesar Rp2.204.634.428,00. 

 

5.1.2.3 
Belanja Tak 

Terduga 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp11.249.870.062,00 Rp133.875.525.346,00 

 

Realisasi Belanja Tak Terduga per 31 Desember 2021 senilai 

Rp11.249.870.062,00 dari anggaran senilai Rp16.855.992.356,00 atau 

66,74% dengan rincian sebagai berikut: 

- Belanja Tak Terduga untuk pengembalian 

sisa dana hibah pariwisata dalam rangka 

pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 

2020 

Rp 1.084.363.387,00 

- Belanja Tak Terduga untuk pencegahan 

penyebaran Corona Virus Disease (Covid-

19) di lingkup Kota Mataram 

Rp 9.952.789.175,00 

- Belanja Tak Terduga untuk pengembalian 

kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 

2020 

Rp 22.050.000,00 

- Belanja Tak Terduga untuk Siaga Darurat 

Bencana Alam banjir,tanah longsor,angin 

puting beliung dan Percepatan Penanganan 

Covid -19 Tahun Anggaran 2021 

Rp 190.667.500,00 

 

Rincian Belanja Tidak Terduga pada SKPD senilai Rp9.952.789.175,00 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.24. Rincian Belanja Tidak Terduga 

Uraian Realisasi 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah      3.189.659.000,00 

Dinas Sosial      5.024.055.175,00 

Kecamatan Cakranegara 335.325.000,00 

Kecamatan Sandubaya 254.410.000,00 
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Uraian Realisasi 

Kecamatan Mataram 306.245.000,00 

Kecamatan Selaparang 307.420.000,00 

Kecamatan Ampenan 329.425.000,00 

Kecamatan Sekarbela 206.250.000,00 

JUMLAH 9.952.789.175,00 

 

5.1.2.4 Transfer 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp1.441.350.000,00 Rp1.351.350.000,00 

 

Realisasi Transfer Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar 

Rp1.441.350.000,00 dari nilai anggaran sebesar Rp1.441.350.000,00 atau 

100,00%. Nilai tersebut merupakan dukungan dana bantuan keuangan kepada 

Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pengembangan Tempat Pemrosesan 

Akhir (TPA) Sampah regional Kebun Kongok bulan Desember 2020 sebesar 

Rp124.521.375,00 dan bulan Januari sampai November 2021 sebesar 

Rp1.316.828.625,00. 

 

5.1.3 
Surplus / 

(Defisit) 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp37.533.351.212,69 (Rp61.692.937.822,62) 

 

Pada akhir tahun anggaran 2021, total APBD Kota Mataram mengalami 

surplus sebesar Rp37.533.351.212,69. Nilai tersebut sudah termasuk surplus 

dari Badan Layanan Umum daerah RSUD Kota Mataram senilai 

Rp697.946.742,04, pengelolaan dana JKN surplus sebesar Rp484.232.173,00, 

serta defisit pengelolaan Dana BOS senilai Rp235.444.314,23, sementara 

APBD Kota Mataram diluar dana BLUD, JKN, dan Bos surplus senilai 

Rp36.586.616.611,88 sebagaimana dirinci pada tabel di bawah ini:  
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Tabel 5.25. Rincian Surplus/(Defisit) APBD 2021 

No Uraian Nilai 

1 BLUD 697.946.742,04 

2 JKN 484.232.173,00 

3 BOS (235.444.314,23) 

4 APBD 36.586.616.611,88 

  Surplus/(Defisit) 37.533.351.212,69 

 

5.1.4 Pembiayaan 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp32.262.441.503,77 Rp103.955.379.326,39 

 

Dalam Tahun 2021, Pembiayaan Netto terealisasi senilai 

Rp32.262.441.503,77 dari yang ditargetkan senilai Rp33.824.818.655,27 atau 

95,38%. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama Tahun 

2021 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.26. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan 2021 dan 2020 
Uraian Anggaran Realisasi 2021 % Realisasi 2020 

SURPLUS / 

(DEFISIT) 
- 37.533.351.212,69  0,00  (61.692.937.822,62) 

Penerimaan 
Pembiayaan 

43.824.818.655,27  42.262.441.503,77  96,43  106.952.379.326,39  

Penggunaan 
SiLPA 

43.824.818.655,27  42.262.441.503,77  96,43  106.952.379.326,39  

Penggunaan SiLPA 

Tahun Sebelumnya 
43.824.818.655,27  42.262.441.503,77  96,43  106.952.379.326,39  

Pengeluaran 
Pembiayaan 

10.000.000.000,00  10.000.000.000,00  100,00  2.997.000.000,00  

Penyertaan Modal 
/ Investasi 
Pemerintah 
Daerah 

10.000.000.000,00  10.000.000.000,00  100,00  2.997.000.000,00  

Penyertaan Modal 
pada BUMD 

10.000.000.000,00  10.000.000.000,00  100,00  2.997.000.000,00  

PEMBIAYAAN  

NETTO 
33.824.818.655,27  32.262.441.503,77  95,38  103.955.379.326,39  

SISA LEBIH / 
KURANG 
PEMBIAYAAN 
TAHUN 

BERKENAAN 

- 69.795.792.716,46  95,38  42.262.441.503,77  

 

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan untuk Penyertaan Modal pada BUMD 

senilai Rp10.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal pada PDAM 

Giri Menang. 

 

5.1.5 SiLPA 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp69.795.792.716,46 Rp42.262.441.503,77 

 

Pada akhir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Mataram memiliki SiLPA 

senilai Rp69.795.792.716,46, nilai tersebut sudah termasuk SiLPA yang 

bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram senilai 

Rp4.851.653.650,73, Dana JKN yang dikelola langsung oleh Puskesmas 
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senilai Rp2.891.403.372,67  dan Dana BOS yang dikelola oleh masing-

masing sekolah senilai Rp517.747.890,69. Sementara SiLPA APBD Kota 

Mataram diluar BLUD, JKN dan BOS senilai Rp61.503.121.602,37. SiLPA 

APBD merupakan SiLPA di Kas Daerah. 
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5.2.   Penjelasan atas Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang 

menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada 

tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5.27. Rincian Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2021 dan 2020 
Uraian 2021 2020 

Saldo Anggaran Lebih Awal 42.262.441.503,77  106.952.379.326,39  

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 

Pembiayaan Tahun Berjalan 
42.262.441.503,77  106.952.379.326,39  

SUB TOTAL 0,00  0,00  

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 
(SILPA/SIKPA) 

69.795.792.716,46  42.262.441.503,77  

SUB TOTAL 69.795.792.716,46  42.262.441.503,77  

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 

Sebelumnya 
0,00  0,00  

Lain-lain (0,00) 0,00  

Saldo Anggaran Lebih Akhir 69.795.792.716,46  42.262.441.503,77  

 

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal 

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 merupakan akumulasi SiLPA tahun 

anggaran sebelumnya yakni senilai Rp42.262.441.503,77. 

 

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan 

Penggunaan SAL merupakan SILPA Tahun 2020 yang telah digunakan 

sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 senilai Rp42.262.441.503,77.  

 

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) senilai 

Rp69.795.792.716,46 dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.28. Rincian SiLPA Tahun 2020 

Surplus / Defisit Anggaran 37.533.351.212,69 

Pembiayaan Netto 32.262.441.503,77 

SiLPA Tahun Berjalan 69.795.792.716,46 

 

 

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2021 merupakan SiLPA tahun berjalan, 

yaitu senilai Rp69.795.792.716,46. nilai tersebut sudah termasuk SiLPA yang 

bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram senilai 

Rp4.851.653.650,73, Dana JKN yang dikelola langsung oleh Puskesmas 

senilai Rp2.891.403.372,67  dan Dana BOS yang dikelola oleh masing-

masing sekolah senilai Rp549.614.090,69. Sementara SiLPA APBD Kota 

Mataram di luar BLUD, JKN dan BOS senilai Rp61.503.121.602,37. 
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5.3.    Penjelasan atas Akun Neraca 

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu 

entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode. 

. 

5.3.1 Aset 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp3.499.251.011.186,62 Rp3.386.603.850.080,12 

 

Saldo Aset per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai 

Rp3.499.251.011.186,62 dan Rp3.386.603.850.080,12, naik sebesar 3,33% 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.29. Rincian Saldo Aset per 2021 dan 2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Aset 3.499.251.011.186,62  3.386.603.850.080,12  

Aset Lancar 200.545.161.204,11  153.120.545.994,01  

Investasi Jangka Panjang 278.118.467.547,67  249.626.397.325,91  

Aset Tetap 2.715.271.343.264,58  2.679.771.989.929,06  

Aset Lainnya 305.316.039.170,26  304.084.916.831,14  

 

5.3.1.1 Aset Lancar 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp200.545.161.204,11 Rp153.120.545.994,01 

 

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai 

Rp200.545.161.204,11 dan Rp153.120.545.994,01, naik sebesar 30,97% 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.30. Rincian Saldo Aset Lancar per 2021 dan 2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Aset Lancar 200.545.161.204,11  153.120.545.994,01  

Kas dan Setara Kas 71.408.821.142,96  43.824.818.655,27  

Investasi Jangka Pendek 0,00  0,00  

Piutang Pajak 54.129.089.348,52  61.084.407.003,21  

Piutang Retribusi 2.245.240.472,00  1.832.226.049,00  

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 630.210.059,00  0,00  

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 83.971.555.463,75  81.495.055.715,41  

Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0,00  0,00  

Piutang Transfer Antar Daerah 13.164.832.417,00  8.147.207.854,00  

Piutang Lainnya 0,00  0,00  

Penyisihan Piutang (51.365.899.826,90) (60.462.625.016,62) 

Beban Dibayar Dimuka 89.635.416,66  104.900.000,00  

Persediaan 26.271.676.711,12  17.094.555.733,74  
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Komposisi Aset Lancar Tahun 2021 dan 2020 tersebut seperti pada grafik 

dibawah ini: 

 

Grafik 5.4. Komposisi Aset Lancar 2021 dan 2020

 
Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 

 

5.3.1.1.1 
Kas dan Setara 

Kas 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp71.408.821.142,96 Rp43.824.818.655,27 

 

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing 

senilai Rp71.408.821.142,96 dan Rp43.824.818.655,27, naik sebesar 

Rp27.584.002.487,69 atau 62,94% dengan rincian sebagai berikut: 

   

Tabel 5.31. Rincian Saldo Kas per 2021 dan 2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Kas 71.408.821.142,96  43.824.818.655,27  

Kas di Kas Daerah 13.079.928.652,87  11.210.681.409,99  

Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00  256.853.732,00  

Kas di Bendahara Penerimaan 36.221.376,00  11.347.000,00  

Kas di BLUD 4.851.653.650,73  4.153.706.908,69  

Kas Dana Kapitasi pada FKTP 2.891.403.372,67  2.407.171.199,67  

Kas Dana BOS 549.614.090,69  785.058.404,92  

Setara Kas 50.000.000.000,00  25.000.000.000,00  
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Posisi Kas dan Setara Kas Tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada grafik di 

bawah ini: 

 

Grafik 5.5. Komposisi Kas dan Setara Kas 2021 dan 2020 

 
Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 

 

5.3.1.1.1.1 
Kas di Kas 

Daerah 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp13.079.928.652,87 Rp11.210.681.409,99 

 

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 Hasil Rekonsiliasi antara 

Saldo Buku Besar Kasda menurut Catatan Akuntansi dengan Saldo Rekening 

Kas Umum Daerah Kota Mataram Nomor 001.21.05063.00-4 pada PT Bank 

NTB Syariah Cabang Utama senilai Rp13.053.914.213,87. Berdasarkan hasil 

rekonsiliasi, terdapat selisih pencatatan sebesar Rp26.014.439,00, dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.32. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 

Uraian 2021 2020 

Rekening Kas Umum Daerah Kota Mataram Nomor 001.21.05063.00-
4 pada PT Bank NTB Syariah Cabang Utama 

13.079.928.652,87  11.649.575.508,99  

Buku Besar Kasda menurut Catatan Akuntansi  13.053.914.213,87  11.210.681.409,99  

Terdapat selisih, sebagai berikut : 26.014.439,00  438.894.099,00  

Bank NTB lebih transfer SP2D LS Nomor:6893/SP2D-LS/KUD/10101-

04/XII/2020  
  (4,00) 

Bank NTB Salah transfer PBB milik Pemerintah Lombok Barat ke 

kasda Kota Mataram 
  1.761.966,00  

Outstanding Check SP2D yang sudah terbit per 31 Desember 2021 
dicairkan Bank di awal Januari tahun 2021 

  437.132.137,00  

Pajak Lobar, Penerimaan tgl 17-6-2021 di R/C Rp 1.432.133, menurut 
catatan bendahara penerimaan Rp1.394.165 selisih sebesar 

Rp37.968,00 

37.968,00  
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Uraian 2021 2020 

Pajak Lobar, Penerimaan tgl 23-6-2021 di R/C Rp 2.202.414,00, 

menurut catatan bendahara penerimaan Rp1.940.283,00 selisih 
sebesar Rp262.131,00 

262.131,00  

  

Penerimaan pajak hotel di rek koran tgl 23 Juni R/C Rp3.892.554,00 
sedangkan di simda 3,771,080,00 sehingga selisih sebesar 
Rp121,474,00 yang merupakan penerimaan Lobar 

121.474,00  

  

Penerimaan pajak hotel di rek koran tgl 13-8-2021  R/C 
Rp1.165.333,00 menurut catatan bendahara penerimaan Rp922.901 

sehingga selisih  sebesar Rp242.432,00 yang merupakan double 
pelimpahan pihak bank NTB 

242.432,00  

  

Penerimaan pajak hotel di rek koran tgl 13 -8-2021 R/C 
Rp2.286.104,00, menurut catatan bendahara penerimaan 
Rp940.618,00 sehingga  selisih sebesar Rp1.345.486,00 yang 
merupakan double pelimpahan pihak bank NTB 

1.345.486,00  

  

Kelebihan transfer pendapatan pajak oleh bank NTB tgl 1-9-2021 24.004.948,00    

Saldo Kasda hasil rekonsiliasi 26.014.439,00  438.894.099,00  

 

 

5.3.1.1.1.2 Kas di 

Bendahara 

Pengeluaran 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp0,00 Rp256.853.732,00 

 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 senilai 

Rp0,00 dan Rp256.853.732,00 artinya semua Kas di Bendahara Pengeluaran 

Tahun Anggaran 2021 sudah disetorkan ke Kas Daerah. 

 

5.3.1.1.1.3 Kas di 

Bendahara 

Penerimaan 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp36.221.376,00 Rp11.347.000,00 

 

Saldo Kas di Bendahara penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 senilai 

Rp36.221.376,00 dan Rp11.347.000,00. Saldo Kas di Bendahara penerimaan 

tersebut merupakan pendapatan yang ditangguhkan pada Dinas perhubungan 

dengan diterapkannya sistem pembayaran non tunai melalui aplikasi Qren 

pada retribusi parkir periode 29 Desember sampai dengan 31 Desember 2021 

dan pada tanggal 3 Januari 2022 telah disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas 

Umum Daerah. 

 

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp4.851.653.650,73 Rp4.153.706.908,69 

 

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Mataram per 31 

Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp4.851.653.650,73 dan 

Rp4.153.706.908,69 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.33. Rincian Saldo Kas di BLUD per 2021 dan 2020 

No Nama Bank No. Rekening Bank 2021 2020 

1 PT BANK NTB Syariah 001.21.06669.00.9 476.436.437,00 1.175.989.750,00  

2 MANDIRI 1 161.000.310.37.15 147.940.969,76 165.673.886,00  

3 MANDIRI 2 161.003.211.11.19 146.917.342,74 731.564.194,00  

4 BTN 21-01-30-000135-4 13.008.954,07 13.342.916,00  

5 BNI Syariah 454.445.5553 6.164.430,00 345.402.856,00  
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No Nama Bank No. Rekening Bank 2021 2020 

6 BNI  96.658.4758 2.457.188.581,00 92.133.611,00  

7 Bank CIMB NIAGA 86.000.770.0500 925.007.240,16 823.918.388,00  

8 BRI 52-01-001014-30-2 678.989.696,00 805.681.306,00  

JUMLAH KAS DI BANK BLUD 4.851.653.650,73 4.153.706.908,69  

 

5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOS 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp549.614.090,69 Rp785.058.404,92 

 

Saldo Kas di Bendahara Bos per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 senilai 

Rp549.614.090,69 dan Rp785.058.404,92 merupakan sisa dana BOS di 

masing-masing sekolah negeri yang diterima langsung oleh masing-masing 

sekolah sesuai Juklak dan Juknis BOS dianggarkan pada APBD Tahun 2021. 

Tata cara pelaporannya Kepala Dinas Pendidikan mengirim SP2B (Surat 

Permohonan Pengesahan Belanja) kepada Kepala BKD selaku SKPKD dan 

BKD mengesahkan dengan mengeluarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) 

berdasarkan SP2B dari Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.34. Rincian Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2021  

NO. URAIAN JUMLAH 

1  Pendapatan Transfer BOS (1+2) 52.361.009.000,00 

2  BOS Reguler 51.821.009.000,00 

3  BOS Kinerja  540.000.000,00 

   

4 Pendapatan Lain-lain BOS (5+6+7) 264.665.466,77 

5 Pengembalian Temuan Inspektorat TA. 2020 168.140.429,99 

6 Pengembalian Temuan Inspektorat TA. 2021 59.360.531,00 

7 Lain-lain Pendapatan (Temuan Sendiri) 37.164.505,78 

   

8 Total Pendapatan BOS (1+4) 52.625.674.466,77 

     

9  Total Belanja BOS Reguler (6+7+8)  52.352.985.291,00 

10  Belanja Pegawai BOS 19.033.446.851,00 

11  Belanja Barang/Jasa BOS  23.449.733.297,00 

12  Belanja Modal BOS 9.869.805.143,00  

     

13  Total Belanja BOS Kinerja (10+11+12)  539.999.690,00 

14  Belanja Pegawai BOS Kinerja  750.000,00 

15  Belanja Barang/Jasa BOS Kinerja  348.094.482,00  

16  Belanja Modal BOS Kinerja  191.155.208,00  

     

17  Total Belanja BOS (9+13)  52.892.984.981,00 

     

18  Surplus/Defisit BOS (1-17)  (267.310.514,23) 

19  SiLPA Tahun 2020 785.058.404,92 

20  CP Belanja BOS 31.866.200,00 

21  Kas Dana BOS (18 +19)  549.614.090,69 
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5.3.1.1.1.6 

Kas Dana 

Kapitasi pada 

FKTP 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp2.891.403.372,67 Rp2.407.171.199,67 

 

Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2021 dan 2020 masing-masing senilai 

Rp2.891.403.372,67 dan Rp2.407.171.199,67 merupakan sisa dana kapitasi 

JKN di masing-masing puskesmas. Kas di Bendahara FKTP seluruhnya 

tersimpan pada Bank yaitu PT Bank NTB Syariah dengan rincian sesuai 

rekening koran sebagai berikut: 

        

Tabel 5.35. Rincian Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP  

per 31 Desember 2021 dan 2020 

No Puskesmas No Rekening 2021 2020 

1 PKM Ampenan 001 21.06.945000 224.780.737,47 156.782.809,47 

2 PKM Tanjung Karang 001 21.06.946005 349.032.566,00 256.770.394,00 

3 PKM Karang Pule 001 21.06.947009 603.272.614,20 731.936.996,20 

4 PKM Mataram 001 21.07.243008 527.573.553,00 367.727.308,00 

5 PKM Pagesangan 001 21.06.941005 204.622.458,00 160.288.378,00 

6 PKM Cakranegara 001 21.07.244002 319.851.172,00 254.430.222,00 

7 PKM Karang Taliwang 001 21.06.944007 279.594.453,00 249.979.868,00 

8 PKM Selaparang 001 21.06.949007 79.688.946,00 50.803.502,00 

9 PKM Dasan Agung 001 21.06.942009 54.898.577,00 85.233.495,00 

10 PKM Pejeruk 001 21.06.948003 64.132.541,00 65.847.322,00 

11 PKM Babakan 001 21.06.940000 183.955.755,00 27.370.905,00 

JUMLAH 2.891.403.372,67 2.407.171.199,67 

 

Pengelolaan dana JKN mengacu pada Surat Edaran Mendagri Nomor 

900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis, Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Kapitas JKN pada FKTP milik 

Pemerintah Daerah. Atas dasar SP2B (Surat Pengesahan Pendapatan dan 

Belanja), Bidang Akuntansi dan Pelaporan mencatat realisasi pendapatan dan 

belanja Dana JKN masing-maisng puskesmas per bulan. Pedoman 

pelaksanaan dana JKN diatur dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2014. Selain 

itu juga mengacu pada Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 7 dalam hal 

pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran 

berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. 

 

5.3.1.1.1.7 Setara Kas 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp50.000.000.000,00 Rp25.000.000.000,00 

 

Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan Deposito dengan nilai 

masing-masing sebesar Rp50.000.000.000,00 dan Rp25.000.000.000,00. 

Deposito merupakan salah satu kebijakan manajemen kas yang diambil terkait 

idle money dengan memperhatikan likuiditas dana. Dari deposito selama 

Tahun 2021, diperoleh pendapatan jasa deposito sebesar Rp3.915.696.347,06. 
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Tabel 5.36. Rincian Saldo Deposito per 2021 dan 2020 

Nama Bank Per 31 Desember 

2021 

No. Seri Per 31 Desember 

2020 

No. Seri 

PT Bank NTB 

Syariah Cabang 

Utama Pejanggik 

25.000.000.000,00  SA 24561  25.000.000.000,00  SA 22388 

25.000.000.000,00  SA 24719 - - 

Jumlah 50.000.000.000,00  25.000.000.000,00  

 

5.3.1.1.2 Piutang 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp154.140.927.760,27 Rp152.558.896.621,62 

 

Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai 

Rp153.510.717.701,27 dan Rp152.570.175.949,62 dengan rincian sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5.37. Rincian Saldo Piutang per 2021 dan 2020 

Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Piutang 154.140.927.760,27  152.558.896.621,62  

Piutang Pajak 54.129.089.348,52  61.084.407.003,21  

Piutang Retribusi 2.245.240.472,00  1.832.226.049,00  

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

630.210.059,00 0,00 

Piutang Transfer Antar Daerah 13.164.832.417,00  8.147.207.854,00  

Piutang Lain-lain 83.971.555.463,75  81.495.055.715,41  

 

Ditinjau dari komposisi saldo Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020, 

Piutang Pajak bertambah paling signifikan kemudian Piutang Bagi Hasil dan 

Piutang Lain-lain. Komposisi Piutang ditunjukkan pada grafik berikut: 

 

Grafik 5.6. Komposisi Piutang 2021 dan 2020

 
Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 
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Terhadap penjelasan piutang dapat dilihat pada Lampiran 5 Rekapitulasi Piutang Tahun 

Angaran 2021. 

5.3.1.1.2 Piutang Pajak 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp54.129.089.348,52 Rp61.084.407.003,21 

 

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 

Rp54.129.089.348,52 dan Rp61.084.407.003,21 yang disajikan di neraca 

sudah disajikan dengan  nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable 

Value) artinya sudah dikurangi dengan penghapusan Piutang kadaluarsa dan 

penyisihan Piutang berdasarkan umur Piutang dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.38. Rincian Saldo Piutang Pajak per 2021 dan 2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Piutang Pajak 54.129.089.348,52  61.084.407.003,21  

Piutang Pajak Hotel 2.345.048.231,09  2.402.322.251,09  

Piutang Pajak Restoran 2.821.870.704,00  1.463.928.270,00  

Piutang Pajak Reklame 423.155.173,00  1.070.647.791,25  

Piutang Pajak Parkir 1.050.776.999,00  1.152.880.499,00  

Piutang Pajak Air Tanah 1.065.140.387,43  925.917.274,87  

Piutang Pajak PBB-P2 46.423.097.854,00  54.068.710.917,00  

 

Mutasi atas Piutang Pajak perobyek pajak di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Piutang Pajak Hotel disajikan NRV yaitu dari Piutang senilai 

Rp2.345.048.231,09 setelah dilakukan penyisihan senilai 

Rp608.498.996,67, maka piutang NRV menjadi senilai 

Rp1.736.549.234,42. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 5.39. Mutasi Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2021 

No Uraian Piutang Pajak Hotel 

1 Saldo 31 Desember 2020 2.402.322.251,09 

2 Penambahan ketetapan 2021 197.885.830,00 

3 Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu (255.159.850,00) 

4 Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2021 - 

5 Saldo 31 Desember 2021 2.345.048.231,09 

6 Penyisihan piutang (608.498.996,67) 

 Saldo NRV 31 Desember 2021 1.736.549.234,42 

 

2. Piutang Pajak Restaurant disajikan NRV yaitu dari Piutang senilai 

Rp2.821.870.704,00 setelah dilakukan penyisihan senilai 

Rp390.601.932,00, maka piutang NRV menjadi senilai 

Rp2.431.268.772,00. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 5.40. Mutasi Piutang Pajak Restaurant per 31 Desember 2021 

No Uraian Piutang Pajak Restaurant 

1 Saldo 31 Desember 2020 1.463.928.270,00 

2 Penambahan ketetapan 2021 1.635.235.651,00 
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No Uraian Piutang Pajak Restaurant 

3 Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu -125.586.873,00 

4 Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2021 -151.706.344,00 

5 Saldo 31 Desember 2021 2.821.870.704,00 

6 Penyisihan piutang  -390.601.932,00 

  Saldo NRV 31 Desember 2021 2.431.268.772,00 

 

3. Piutang Pajak Air Bawah Tanah disajikan NRV yaitu dari Piutang senilai 

Rp1.065.140.389,43 dilakukan penyisihan piutang tak tertagih senilai 

Rp202.070.885,49, sehingga piutang NRV menjadi senilai 

Rp863.069.501,94. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 5.41. Mutasi Piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2021 

No Uraian  Piutang Pajak ABT  

1 Saldo 31 Desember 2020 925.917.274,87 

2 Penghapusan piutang  (53.542.291,00) 

3 Penambahan ketetapan 2021 1.367.349.625,00 

4 
Penambahan ketetapan atas piutang yg sudah 
dihapuskan 

191.180,00 

5 Realisasi pembayaran atas piutang yg sudah dihapuskan (191.180,00) 

6 Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu (133.271.020,00) 

7 Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2021 (1.010.432.332,00) 

8 
Koreksi lebih atas Realisasi pembayaran  piutang tahun 
berjalan 2021 

846.672,16 

9 Penghapusan karena pembetulan SKPD (31.727.541,60) 

10 Saldo 31 desember 2021 1.065.140.387,43 

11 Penyisihan piutang  (202.070.885,49) 

  Saldo NRV 31 desember 2021 863.069.501,94 

 

4. Piutang Pajak Parkir disajikan NRV yaitu dari Piutang senilai 

Rp1.050.776.999,00 setelah dilakukan penyisihan piutang tak tertagih 

senilai Rp476.971.311,45, maka piutang NRV menjadi senilai 

Rp573.805.687,55. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 5.42. Mutasi Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2021 

No Uraian Piutang Pajak Parkir 

1 Saldo 31 Desember 2020 1.152.880.499,00 

2 Penambahan ketetapan 2021 - 

3 Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu (100.420.000,00) 

4 Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2021 - 

5 Koreksi Kurang Piutang (1.683.500,00) 

6 Saldo 31 Desember 2021 1.050.776.999,00 

7 Penyisihan piutang  (476.971.311,45) 
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No Uraian Piutang Pajak Parkir 

  Saldo NRV 31 Desember 2021 573.805.687,55 

5. Piutang Pajak Reklame disajikan NRV yaitu dari Piutang senilai 

Rp423.155.173,00 setelah dilakukan penyisihan piutang tak tertagih  

senilai Rp95.386.731,25, maka piutang NRV menjadi senilai 

Rp327.768.441,75. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 5.43. Mutasi Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021 

No Uraian Piutang Pajak Reklame 

1 Saldo 31 Desember 2020 1.070.647.791,25 

2 Penghapusan piutang  (231.573.961,00) 

3 
Koreksi atas piutang yang sudah dibayar tapi 
dihapuskan 

1.589.250,75 

4 Penambahan ketetapan 2021 4.113.370.906,00 

5 
Penambahan ketetapan atas piutang yg sudah 
dihapuskan 

44.940.000,00 

6 Realisasi pembayaran atas piutang yg sudah dihapuskan (44.940.000,00) 

7 Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2021 (3.797.954.151,00) 

8 Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu (726.721.323,00) 

9 Penghapusan dan pembetulan SKPD (6.204.060,00) 

10 Koreksi lebih bayar 720,00 

11 Saldo 31 Desember 2021 423.155.173,00 

12 Penyisihan piutang  (95.386.731,25) 

  Saldo NRV 31 Desember 2021 327.768.441,75 

 

6. Piutang Pajak PBBP2 disajikan NRV yaitu dari Piutang senilai 

Rp46.423.097.854,00 setelah dilakukan penyisihan piutang senilai 

Rp28.002.825.663,85, maka piutang NRV menjadi senilai 

Rp18.420.272.190,15. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 5.44. Mutasi Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2021 

No Uraian Piutang PBB 

1 Saldo 31 Desember 2020 54.068.710.917,00 

2 Penghapusan piutang kadaluarsa (13.001.230.348,00) 

3 Penambahan ketetapan 2021 28.996.547.861,00 

4 
Pengurangan PBB sebagai dampak penyebaran Virus 
corona (Covid-19) 

(1.977.557.459,00) 

5 Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2021 (18.779.269.030,00) 

6 
Penetapan kembali piutang kadaluarsa yang di lunasi 
termasuk penetapan kembali piutang yang sudah 
kadaluarsa sebesar Rp 21.200.607,00 

2.369.563.870,00 

7 Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu (5.253.667.957,00) 

8 Saldo 31 Desember 2021 46.423.097.854,00 

9 Penyisihan piutang  (28.002.825.663,85) 

 Saldo NRV 31 Desember 2021 18.420.272.190,15 
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Mutasi Piutang Pajak PBBP2 berasal dari saldo awal senilai 

Rp54.068.710.917,00 dikurangi dengan penghapusan piutang kadaluarsa  

senilai Rp13.001.230.348,00 ditambah dengan penambahan ketetapan tahun 

berjalan senilai Rp28.996.547.861,00 dikurangi dengan mutasi kurang sesuai 

SK Walikota Nomor 921/VII/2020 tentang pengurangan ketetapan dan 

penghapusan sanksi administrasi atas pajak PBB-P2 Kota Mataram sebagai 

dampak penyebaran Virus corona (Covid-19) kepada penerima  bantuan 

kebutuhan dasar jaringan pengamanan sosial, hotel, dan pensiunan senilai 

Rp1.977.557.459,00 kemudian dikurangi dengan pembayaran piutang tahun 

berjalan senilai Rp18.779.269.030,00 ditambah Penetapan kembali piutang 

kadaluarsa yang di lunasi tahun ini sebesar Rp2.369.563.870,00  dikurangi 

pembayaran atas Piutang tahun lalu senilai Rp5.253.667.957,00 maka didapat 

saldo akhir per 31 dsesember senilai Rp46.423.097.854,00 . Dari saldo 

tersebut dilakukan penyisihan piutang sesuai umur piutang senilai 

Rp28.002.825.663,85, sehingga Saldo Piutang Pajak PBB NRV menjadi 

senilai Rp18.420.272.190,15. 

 

5.3.1.1.3 
Piutang 

Retribusi 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp2.245.240.472,00 Rp1.832.226.049,00 

 

Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai 

Rp2.245.240.472,00 dan Rp1.832.226.049,00. Piutang Retribusi Tahun 2021 

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan mengacu pada Net 

Realizable Value (NRV) dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.45. Rincian Saldo Piutang Retribusi per 2021 dan 2020 

Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Piutang Retribusi 2.245.240.472,00  1.832.226.049,00  

Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00  269.000,00  

Retribusi Pelayanan Kebersihan 391.620.000,00  370.250.000,00  

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 238.701.660,00  217.448.760,00  

Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan 1.466.821.100,00  1.091.338.800,00  

Retribusi IMB 90.274.096,00  94.467.838,00  

Retribusi PIMB 9.073.616,00  9.701.651,00  

Retribusi Izin Gangguan (HO) 47.100.000,00  47.100.000,00  

Retribusi Izin Trayek 1.650.000,00  1.650.000,00  

 

Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan merupakan retribusi kebersihan 

bulan Desember yang dipungut oleh PDAM Kota Mataram dan sudah 

disetorkan seluruhnya ke Kas umum Daerah pada tanggal 10 Januari 2022. 
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Mutasi atas masing-masing Piutang Retribusi diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Piutang Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kota 

Mataram disajikan NRV yaitu dari Piutang senilai Rp238.701.660,00 

setelah dilakukan penyisihan senilai Rp21.744.876,00, maka piutang NRV 

menjadi senilai Rp216.956.784,00. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 5.46. Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi per 31 Desember 2021 

No Uraian 
Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi 

1 Saldo 31 Desember 2020 217.448.760,00 

2 Koreksi kurang catat ketetapan tahun lalu 19.768.000,00 

3 Penambahan ketetapan 2021 1.049.750.000,00 

4 Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu (19.768.000,00) 

5 Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan (1.028.497.100,00) 

6 Saldo 31 Desember 2021 238.701.660,00 

7 Penyisihan piutang (21.744.876,00) 

  Saldo NRV 31 Desember 2021 216.956.784,00 

 

2. Piutang Pasar Grosir di Neraca sudah menggunakan NRV yaitu dari 

Piutang senilai Rp1.466.821.100,00  disisihkan senilai Rp434.095.660,00 

sesuai umur Piutang sehingga nilai NRV menjadi Rp1.032.725.440,00. 

Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 5.47. Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pasar Grosir dan 

Pertokoan per 31 Desember 2021 

No Uraian Ret. PGP 

1 Saldo 31 Desember 2020 1.091.338.800,00 

2 
Penghapusan piutang sesuai SK Walikota Ta 2014 dan 
2015 

(42.396.200,00) 

 Koreksi piutang penghapusan 72.000,00 

3 Penambahan ketetapan 2021 1.269.435.000,00 

4 Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu (143.115.000,00) 

5 Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2020 (708.513.500,00) 

6 Saldo 31 Desember 2021 1.466.821.100,00 

7 Penyisihan piutang (434.095.660,00) 

  Saldo NRV 31 Desember 2021 1.032.725.440,00 

 

3. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikelola oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah disajikan secara 

NRV yaitu dari Piutang senilai Rp90.274.096,00 setelah dilakukan penyisihan 

senilai Rp84.331.484 sehingga Piutang NRV menjadi senilai Rp5.942.612,00. 

Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

  



 Catatan atas Laporan Keuangan Kota Mataram TA 2021 

 

111 

4. Tabel 5.48. Rincian Mutasi Piutang Retribusi IMB per 31 Desember 

2021 

No Uraian Piutang Retribusi IMB 

1 Saldo 31 Desember 2020 94.467.838,00 

2 Penambahan ketetapan 2021 754.545.499 

3 Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu (4.193.742,00) 

4 Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2021 (754.545.499,00) 

5 Saldo 31 Desember 2021 90.274.096,00 

6 Penyisihan piutang  (84.331.484) 

  Saldo NRV 31 Desember 2021 5.942.612,00 

 

5. Piutang Retribusi Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) yang 

dikelola oleh Dinas Tata Kota sudah disajikan secara NRV yaitu dari 

Piutang senilai Rp9.073.616,00 setelah dilakukan penyisihan senilai 

Rp9.073.616,00 sehingga Piutang NRV menjadi senilai Rp0,00. 

Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 5.49. Rincian Mutasi Piutang Retribusi PIMB per 31 Desember 

2021 

No Uraian Piutang Retribusi PIMB 

1 Saldo 31 Desember 2020 9.701.651,00 

2 Penambahan ketetapan 2021 - 

3 Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu (628.035,00) 

4 Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2021 - 

5 Saldo 31 Desember 2021 9.073.616,00 

6 Penyisihan piutang  (9.073.616,00) 

  Saldo NRV 31 Desember 2021 0,00 

 

6. Piutang Izin Gangguan (HO) pada Tahun 2020 disajikan NRV yaitu dari 

Piutang senilai Rp47.100.000,00 setelah dilakukan penyisihan 100%  nilai 

piutang NRV menjadi senilai Rp0,00. Mutasinya dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

 

Tabel 5.50. Rincian Mutasi Piutang Retribusi HO per 31 Desember 2021 

No Uraian Piutang Retribusi HO 

1 Saldo 31 Desember 2020 47.100.000,00 

2 Penambahan ketetapan 2020 0,00 

3 Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu 0,00 

4 Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2020 0,00 

5 Saldo 31 Desember 2021 47.100.000,00 

6 Penyisihan piutang  (47.100.000,00) 

 Saldo NRV 31 Desember 2021 0,00 
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7. Piutang Retribusi Izin Trayek yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota 

Mataram pada Tahun 2019 disajikan NRV yaitu dari Piutang Tahun 2019 

senilai Rp1.650.000,00 setelah dilakukan penyisihan 100%  nilai piutang 

NRV menjadi senilai Rp0,00. Mutasinya dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

 

Tabel 5.51. Rincian Mutasi Piutang Izin Trayek per 31 Desember 2021 

No Uraian 
Piutang Retribusi Izin 

Trayek 

1 Saldo 31 Desember 2020 1.650.000,00 

2 Penambahan ketetapan 2020 0,00 

3 Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu 0,00 

4 Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2020 0,00 

5 Saldo 31 Desember 2021 1.650.000,00 

6 Penyisihan piutang  (1.650.000,00) 

 Saldo NRV 31 Desember 2021 0,00 

 

5.3.1.1.4 

Piutang Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp630.210.059,00 Rp0,00 

 

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah merupakan bagian deviden PD. 

BPR NTB  tahun Buku 2021 milik Pemerintah Kota Mataram sebesar 

Rp630.210.059,00 yang telah disahkan dalam Berita Acara Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) PD. BPR NTB Mataram pada tanggal 16 Maret 

2022. 

 

5.3.1.1.5 

Piutang Lain-

lain PAD yang 

Sah 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp83.971.555.463,75 Rp81.495.055.715,41 

 

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 

2020 masing-masing senilai Rp83.971.555.463,75 dan Rp81.495.055.715,41 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.52. Rincian Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 2021 dan 

2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 83.971.555.463,75  81.495.055.715,41  

Piutang pendapatan pasien BPJS dan pasien 
umum, RSUD Gerung, Grha Ultima Medika, BLUD 

83.966.014.289,75  81.472.957.947,75  

Piutang Jasa Giro 0,00  1.468.025,66  

Piutang Denda Pajak 5.541.174,00  9.350.414,00  

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 0,00  11.279.328,00  
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- Rincian saldo Piutang Lain-lain PAD yang sah pada RSUD Selaku BLUD 

merupakan Piutang pendapatan pasien BPJS dan pasien umum, RSUD Gerung, 

Grha Ultima Medika BLUD, dapat dijelaskan pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.53. Rincian Saldo Piutang Lainnya pada RSUD per 2021 dan 2020 

NO URAIAN 2021 2020 

1 Pasien BPJS        25.120.748.917,00  21.346.465.100,00 

2 Pasien Umum          4.352.465.708,75  4.174.616.687,75 

3 Parkir Nustra Salindo                 4.000.000,00  4.000.000,00 

4 D Parking                 7.000.000,00  7.000.000,00 

5 Rangga Taxi               25.000.000,00  25.000.000,00 

6 Lombok Taxi -  750.000,00 

7 Siloam Hospitals Mataram -  238.120.800,00 

8 Lombok Utara               13.450.000,00  30.055.000,00 

9 Dikes Lombok Barat             155.896.221,00  143.288.750,00 

10 Dikes Kota          5.169.233.213,00  718.397.510,00 

11 RSUD Asyifa                 1.989.200,00  1.989.200,00 

12 Grand Legi   246.500,00 

13 Covid (BPJS)        49.076.162.430,00  16.383.028.400,00 

14 Covid yang belum diajukan (BPJS) -  38.400.000.000,00 

15 Graha Ulti Medika               40.068.600,00  -  

Jumlah     83.966.014.289,75  81.472.957.947,75 

 

- Piutang Jasa Giro sebesar Rp0,00 merupakan Bagi Hasil Rekening Dana Bos 

yang masih terdapat di rekening masing-masing sekolah pada akhir tahun 2020 

dan telah dilimpahkan ke rekening kas daerah pada bulan Januari 2021.  

- Piutang denda pajak Hotel TA 2021 dan 2020 masing-masing senilai 

Rp5.541.174,00 dan Rp9.350.414,00, dapat dirincikan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.54. Rincian Saldo Piutang Denda Pajak Hotel per 31 Desember 

2021 

No Uraian Piutang Denda Pajak Hotel  

1 Saldo 31 Desember 2020 9.350.414,00 

2 Penambahan ketetapan 2021 0,00 

3 Realisasi pembayaran atas piutang tahun lalu (3.809.240,00) 

4 Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2021 0,00 

5 Saldo 31 Desember 2021 5.541.174,00 

6 Penyisihan piutang  0,00 

  Saldo NRV 31 Desember 2021 5.541.174,00 

 

- Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 

masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp11.279.328,00 turun 100% dari tahun 

sebelumnya, merupakan saldo atas Tuntutan Ganti Rugi perorangan atas 

kehilangan barang milik daerah yang telah mempunyai SKTJM (Surat 

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) dan jangka waktunya 12 bulan setelah 

tahun pelaporan. 
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Tabel 5.55. Mutasi Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2021 

Uraian Mutasi Tambah/Kurang Jumlah 

Saldo awal TGR   11.279.328,00 

Penambahan :     

Bagian Lancar TGR Tahun 2021 0,00   

Jumlah Penambahan    0,00 

Pengurangan :     

Setoran Tahun berjalan atas saldo Tahun 2020 11.279.328,00   

Jumlah Pengurangan   11.279.328,00 

Saldo Akhir Bagian Lancar TGR    0,00 

 

5.3.1.1.6 

Piutang 

Transfer Antar 

Daerah 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp13.164.832.417,00 Rp8.147.207.854,00 

 

Piutang Transfer Antar Daerah  merupakan saldo Piutang Pendapatan Dana 

Bagi Hasil Pajak Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2021 senilai 

Rp13.164.832.417,00 sesuai dengan lampiran II Keputusan Gubernur Nusa 

Tenggara Barat Nomor 973-782 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil 

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV 

(Oktober dan November) kepada Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat 

Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.005.398.928,00; serta lampiran II 

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973-31 Tahun 2022 

tanggal 26 Januari 2022 tentang Alokasi Definitif dan Triwulan IV 

(Desember) Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan dan Pajak Rokok Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat Tahun 

Anggaran 2021 sebesar Rp7.159.433.489,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.56. Rincian Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 2021 dan 

2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Piutang Transfer Antar Daerah 13.164.832.417,00  8.147.207.854,00  

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 5.869.565.628,00  3.734.424.677,50  

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor 

3.303.153.095,00  1.758.175.826,00  

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor 
3.985.042.296,00  2.650.413.678,00  

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan 
Pemanfaatan Air Permukaan 

7.071.398,00  4.193.672,50  

 

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi NTB Tahun lalu senilai 

Rp8.147.207.854,00 sudah dibayar seluruhnya pada tanggal 17 Februari dan 

9 Maret 2021. 
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5.3.1.1.7 
Penyisihan 

Piutang 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

(Rp51.365.899.826,90) (Rp60.462.625.016,62) 

 

Saldo Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 

Rp51.365.899.826,90 dan Rp60.462.625.016,62 dengan rincian sebagai 

berikut:  

 

Tabel 5.57. Rincian Saldo Penyisihan Piutang per 2021 dan 2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Penyisihan Piutang (51.365.899.826,90) (60.462.625.016,62) 

Penyisihan Piutang Pajak (29.776.355.520,71) (39.660.675.218,28) 

Penyisihan Piutang Retribusi (597.995.636,00) (433.710.311,40) 

Penyisihan Piutang Lainnya (20.991.548.670,19) (20.368.239.486,94) 

 

5.3.1.1.7.1 
Penyisihan 

Piutang Pajak 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

(Rp29.776.355.520,71) (Rp39.660.675.218,28) 

 

Piutang Pajak sebesar Rp54.129.089.348,52 setelah dikurangi dengan 

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2021 sebesar 

Rp29.776.355.520,71 mempunyai nilai bersih yang dapat direalisasikan 

(NRV) sebesar Rp24.354.248.979,81. Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 

31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 5.58. Net Realizable Value Piutang Pajak Tahun 2021 
Uraian Piutang Penyisihan Net Realizable Value 

Penyisihan Piutang 
Pajak 

54.129.089.348,52  (29.776.355.520,71) 24.352.733.827,81  

Piutang Pajak Hotel 2.345.048.231,09  (608.498.996,67) 1.736.549.234,42  

Piutang Pajak Restoran 2.821.870.704,00  (390.601.932,00) 2.431.268.772,00  

Piutang Pajak Reklame 423.155.173,00  (95.386.731,25) 327.768.441,75  

Piutang Pajak Parkir 1.050.776.999,00  (476.971.311,45) 573.805.687,55  

Piutang Pajak Air Tanah 1.065.140.387,43  (202.070.885,49) 863.069.501,94  

Piutang Pajak PBB-P2 46.423.097.854,00  (28.002.825.663,85) 18.420.272.190,15  

 

5.3.1.1.7.2 Penyisihan 

Piutang 

Retribusi 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

(Rp597.995.636,00) (Rp433.710.311,40) 

 

Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2021 di Neraca sudah menggunakan 

NRV yaitu dari Piutang Retribusi senilai Rp2.245.240.472,00 setelah 

dilakukan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih senilai Rp597.995.636,00 

maka jumlah Piutang Retribusi NRV menjadi senilai Rp1.647.244.836,00, 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 5.59. Net Realizable Value Piutang Retribusi Tahun 2021 
Uraian Piutang Penyisihan NetRealizableValue 

Penyisihan Piutang 

Retribusi 
2.245.240.472,00 (597.995.636,00) 1.647.244.836,00 

 Pelayanan Kebersihan  391.620.000,00 0,00 391.620.000,00 

 Pengendalian Menara 
Telk.  

238.701.660,00 (21.744.876,00) 216.956.784,00 

 Ret. PGP  1.466.821.100,00 (434.095.660,00) 1.032.725.440,00 

 Retribusi IMB  90.274.096,00 (84.331.484,00) 5.942.612,00 

 Retribusi PIMB  9.073.616,00 (9.073.616,00) 0,00 

 Retribusi Izin Gangguan 
(HO)  

47.100.000,00 (47.100.000,00) 0,00 

 Retribusi Izin Trayek  1.650.000,00 (1.650.000,00) 0,00 

 

5.3.1.1.7.3 
Penyisihan 

Piutang Lainnya 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

(Rp20.991.548.670,19) (Rp20.368.239.486,94) 

 

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing 

senilai Rp20.991.548.670,19 dan Rp20.368.239.486,94 seluruhnya 

merupakan penyisihan Piutang pada RSUD berupa Piutang pendapatan pasien 

BPJS dan pasien umum, RSUD Gerung, Siloam Hospitals Mataram, dan 

parkir  (BLUD). Nilai NRV atas Piutang Lainnya sebesar 

Rp62.980.187.184,56 setelah disisihkan sebesar Rp20.991.548.670,19. 

 

5.3.1.1.8 
Beban Dibayar 

Dimuka 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp89.635.416,66 Rp104.900.000,00 

 

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing 

senilai Rp89.635.416,66 dan Rp104.900.000,00 turun senilai 

Rp15.264.583,34  atau 14,55%. Beban Dibayar di Muka tahun 2021 disajikan 

sebagai  Piutang Lainnya. Rincian Beban di Bayar di Muka adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5.60. Rincian Saldo Beban Dibayar Dimuka per 2021 dan 2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Beban Dibayar Dimuka 89.635.416,66  104.900.000,00  

Sewa Gedung Kantor Arsip BKD 22.968.750,00  0,00  

Swa Kantor Lurah Mayura 33.333.333,33  0,00  

Sewa gedung Kantor Bawaslu Kota Mataram oleh 
Bagian Umum Setda 

0,00  0,00  

Sewa gedung Kantor Badan Kepegawaian dan 

Pelatihan Sumber Daya Manusia 
0,00  0,00  

Sewa Gedung Kantor BKD 0,00  76.400.000,00  

Sewa Kantor Lurah Cilinaya 33.333.333,33  28.500.000,00  

 

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai 

Rp26.271.676.711,12 dan Rp17.094.555.733,74 naik sebesar 

Rp9.177.120.977,38  atau 53,68% dengan saldo Persediaan terbesar berupa 

persediaan obat-obatan senilai Rp22.242.045.248,87, persediaan alat tulis 

kantor senilai Rp1.611.199.527,83, persediaan barang yang akan diserahkan 

 

5.3.1.1.9 

 

Persediaan 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp26.271.676.711,12 Rp17.094.555.733,74 
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kepada  masyarakat senilai Rp624.176.251,00, Persediaan barang cetakan 

senilai Rp427.771.626,00, Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas 

Rp407.399.803,00, Persediaan Bahan Lainnya senilai Rp280.486.166,42, 

Persediaan Logistik senilai Rp231.710.355,00, Persediaan Bahan Bakar 

Minyak/Gas senilai Rp111.284.500,00, persediaan Souvenir/Cendera Mata 

senilai Rp97.550.000,00, Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan 

pembersih senilai Rp67.246.931,00, dan Persediaan alat listrik senilai 

Rp55.094.050,00. Terdapat persediaan yang bersumber dari Dana BTT untuk 

penanggulangan Covid-19 di BPBD berupa logistik senilai Rp60.890.000,00, 

sehingga saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

Tabel 5.61. Rincian Saldo Persediaan per 2021 dan 2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Persediaan 26.271.676.711,12  17.094.555.733,74  

Persediaan Pakan 13.797.000,00  230.000,00  

Persediaan Alat Tulis Kantor 1.603.717.838,83  837.777.299,00  

Persediaan Kertas dan Cover 11.570.150,00  0,00  

Persediaan Bahan Komputer 6.370.000,00  0,00  

Persediaan Alat Listrik 52.233.050,00  13.017.950,00  

Persediaan Perangko, materai dan benda pos 
lainnya 

380.000,00  0,00  

Persediaan Suvenir/Cendera Mata 127.950.000,00  0,00  

Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan 
pembersih 

67.246.931,00  79.947.716,00  

Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 111.055.000,00  6.383.000,00  

Persediaan alat rumah tangga lainnya 10.460.000,00  12.380.000,00  

Persediaan Perabot Kantor 388.500,00  0,00  

Persediaan barang cetakan 427.771.626,00  396.018.869,00  

Persediaan Bahan baku bangunan 0,00  9.270.000,00  

Persediaan Bibit tanaman 0,00  60.000,00  

Persediaan Bibit ternak 10.792.450,00  15.199.100,00  

Persediaan Bahan obat-obatan 22.242.045.248,87  14.018.894.772,95  

Persediaan Bahan kimia 15.845.129,00  255.000,00  

Persediaan Bahan Makanan Natura 21.725.000,00  31.877.275,00  

Persediaan Bahan Makanan Pokok 34.956.212,00  0,00  

Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas 407.399.803,00  3.500.000,00  

Persediaan alat kesehatan 0,00  296.926.958,79  

Persediaan Logistik 231.710.355,00  100.130.440,00  

Persediaan Bahan Lainnya 280.486.166,42  0,00  

Persediaan barang yang akan diserahkan kepada 
masyarakat 

593.776.251,00  1.195.762.603,00  

Persediaan Hadiah yang akan diserahkan kepada 
masyarakat 

0,00  76.924.750,00  

 

- Persediaan Pakan senilai Rp13.797.000,00 merupakan Pakan Ikan di Dinas 

Perikanan; 

- Persediaan Alat Tulis Kantor senilai Rp1.603.717.838,83 merupakan 

persediaan ATK di semua SKPD Lingkup Pemeirntah Kota Mataram; 

- Persediaan Kertas dan Cover senilai Rp11.570.150,00, merupakan 

persediaan di dinas perdagangan senilai Rp998.690,00, BKD senilai 

Rp302.500,00, BKPSDM senilai Rp85.942,00 dan Kecamatan Mataram 

senilai Rp10.183.018,00. 
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- Persediaan Bahan Komputer senilai Rp6.370.000,00 merupakan 

persediaan di BKD senilai Rp5.705.000,00, Kecamatan Mataram senilai 

Rp315.000,00, Kecamatan Ampenan senilai Rp350.000,00; 

- Persediaan Alat Listrik senilai Rp52.233.050,00 merupakan persediaan di 

Dinas Pendidikan senilai Rp38.882.650,00, dinas Kesehatan senilai 

Rp8.740.912,00, BPBD senilai Rp585.000,00, Dinas Lingkungan hidup 

senilai Rp2.059.200,00, Kecamatan ampenan senilai Rp1.614.288,00 dan 

Kecamatan Sekarbela senilai Rp 351.000,00; 

- Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya merupakan 

persediaan di Kecamatan Mataram senilai Rp80.000,00, Kecamatan 

Ampenan senilai Rp100.000,00 dan Kecamatan Sekarbela senilai 

Rp200.000,00; 

- Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya merupakan 

persediaan di Kecamatan Mataram senilai Rp80.000,00, Kecamatan 

Ampenan senilai Rp100.000,00 dan Kecamatan Sekarbela senilai 

Rp200.000,00; 

- Persediaan souvenir/cendera mata senilai Rp127.950.000,00 terdapat di 

Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp91.700.000,00, Bappeda 

senilai Rp30.400.000,00 dan di BKPSDM sebesar Rp5.850.000,00; 

- Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih senilai Rp 

67.246.931,00 merupakan persediaan di di Dinas Pendidikan senilai 

Rp65.989.931,00, BPBD senilai Rp467.000,00 dan Balitbang senilai 

Rp790.000,00;  

- Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas senilai Rp111.055.000,00 merupakan 

persediaan di Dinas PUPR senilai Rp6.100.000,00, Dinas Perhubungan 

senilai Rp12.190.000,00, Dinas Kominfo senilai Rp100.000,00, 

Sekretariat Daerah senilai Rp91.660.000,00, dan BKPSDM senilai 

Rp1.005.000,00; 

- Persediaan alat rumah tangga lainnya senilai Rp 10.460.000,00 merupakan 

persediaan di RSUD senilai Rp5.860.000,00, dan Kantor Arsip senilai 

Rp4.600.000,00; 

- Persediaan Perabot Kantor senilai Rp388.500,00 merupakan persediaan di 

Kantor BKD sneilai Rp90.000,00, Kecamatan Mataram senilai 

Rp88.500,00 dan Kecamatan Selaparang senilai Rp210.000,00 

- Persediaan barang cetakan senilai Rp427.771.626,00 merupakan 

persediaan di beberapa SKPD; 

- Persediaan Bibit ternak merupakan persediaan bibit ikan senilai 

Rp10.792.450,00 di Dinas Perikanan;  

- Persediaan Bahan obat-obatan senilai Rp22.242.045.248,87 merupakan 

persediaan di Dinas Kesehatan senilai Rp5.809.097.619,87, RSUD Kota 

Mataram senilai Rp16.117.565.118,00 dan di BP2KB senilai 

Rp315.382.511,00; 

- Persediaan Bahan kimia senilai Rp15.845.129,00 merupakan persediaan di 

UPTD labkes Dinas Kesehatan; 

- Persediaan Bahan Makanan Natura senilai Rp21.725.000,00 merupakan 

persediaan pelet ikan terapung di Dinas Perikanan; 
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- Persediaan Bahan Makanan Pokok senilai 34.956.212,00 merupakan 

persediaan bahan makanan pada Unit Instalasi Gizi di RSUD senilai 

Rp30.138.212,00 dan Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp4.818.000,00; 

- Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya senilai 

Rp407.399.803,00 merupakan persediaan di   Dinas Kesehatan senilai 

Rp57.349.803,00, Kecamatan sekarbela senilai Rp25.000,00 dan Dinas 

Dukcapil senilai Rp350.025.000,00. Persediaan pad Dinas Dukcapil terdiri 

dari persediaan formulir dan Blangko kependudukan dan tidak termasuk 

persediaan blangko KTP Elektronik  pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil per 31 Desember 2021 sebanyak 4.000 keping yang 

berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 

- Persediaan Logistik senilai Rp231.710.355,00 merupakan persediaan di   

RSUD Kota Mataram; 

- Persediaan Bahan Lainnya senilai Rp280.486.166,42 merupakan 

persediaan di Dinas Kesehatan;  

-  Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai 

Rp593.776.251,00 terdiri dari Persediaan di Dinas Sosial, BPBD, dan 

DP2KB dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas 

Sosial senilai Rp 109.335.401,00 antara lain berupa kursi roda, alat 

bantu dengar, kasur untuk lansia, sandang, sembako dan peralatan 

usaha. 

b. Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada 

BPBD sebesar Rp60.890.000,00 bersumber dari belanja tidak terduga 

antara lain berupa sarana prasarana penanganan bencana covid-19 

c. Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) 

sebesar Rp423.550.850,00 terdiri dari: 

 

Tabel 5.62. Rincian Saldo Persediaan barang yang akan diserahkan 

kepada masyarakat pada BP2KB per 31 Desember 2021 

NO URAIAN JUMLAH 

1 KIE KIT 102.917.342 

2 IUD KIT 102.375.008 

3 Implant Removal KIT 137.758.500 

4 Genre KIT 48.600.000 

5 Obgyn Bad 31.900.000 

JUMLAH 423.550.850,00 

 

Persediaan Hadiah yang akan diserahkan kepada masyarakat di BKD tahun 

lalu berupa hadiah undian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp76.924.750,00 sudah direklas ke Aset 

Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan SK Walikota Nomor 869/X/2021. 

 

Terhadap Rincian Saldo Persediaan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 

4 Rekapitulasi Persediaan Tahun Anggaran 2021. 
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5.3.1.2 
Investasi Jangka 

Panjang 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp278.118.467.547,67 Rp249.626.397.325,91 

 

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing 

senilai Rp278.118.467.547,67 dan Rp249.626.397.325,91 naik senilai 

Rp28.492.070.221,76   atau 11,41% dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.63 Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 2021 dan 2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Investasi Jangka Panjang 278.118.467.547,67  249.626.397.325,91  

Investasi Non Permanen Lainnya 338.491.993,00  338.491.993,00  

Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya (338.491.993,00) (338.491.993,00) 

Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemda 278.118.467.547,67  249.626.397.325,91  

 

5.3.1.2.1 
Investasi Non 

Permanen 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp338.491.993,00 Rp338.491.993,00 

 

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021 dengan 2020 masih 

sama senilai  Rp338.491.933,00 karena tidak adanya pengembalian piutang 

dana bergulir Tahun ini. Catatan terakhir pada Tahun 2019 dana bergulir pada 

Lembaga Keuangan Mikro yang sudah diterima kembali pada Kas Daerah 

dalam proses di KPKNL senilai Rp1.363.636,00. Atas sisa dana dilakukan 

perhitungan NRV 100%  karena sudah lebih dari 5 Tahun, dan kategori macet 

tidak ada setoran. Penjelasan lebih lanjut kronologis dana bergulir dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Untuk Investasi Non Permanen berupa Piutang Dana Bergulir 

penyelesaiannya diserahkan kepada KPKNL Mataram dengan Surat PJ 

Walikota Mataram nomor 900/778/BPKAD/XI/2015 tanggal 10 November 

2015. 

Sampai saat ini masih dalam proses di KPKNL Mataram dengan 

perkembangan proses di KPKNL selama Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Tanggal 21 Januari 2016 pihak KPKNL meminta perinciaan pokok Utang 

dan jasa/bunga dari tiap-tiap Koperasi yang menerima bantuan sesuai surat 

nomor S-23/WKN.14/KNL.03/2016. 

b. Tanggal 30 Maret 2016 pihak KPKNL meminta data nama debitur dan 

alamat debitur 19 Koperasi untuk prosesselanjutnya sesuai surat nomorS-

130/WKN.14/KNL.03/2016. 

c. Tanggal 15 April 2016 pihak KPKNL menginformasikan Nilai Dana 

Bergulir sesuai surat nomor S-161/WKN.14/KNL.03/2016 dengan 

melampirkan rekap dana bergulir dan nilai pelunasan sampai dengan 

tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp23.321.297,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.64. Rincian Saldo Dana Bergulir dan Nilai Pelunasan per 29 

Maret 2016 

Tanggal Uraian Jumlah 

10 Maret 2016 LKM Galang Sejahtera 1.296.000,00 

10 Maret 2016 KSU Agung Perdana 990.099,00 

10 Maret 2016 KSP Dana karya 656.000,00 

10 Maret 2016 KSP Mitra Agung 1.980.198,00 

21 Maret 2016 KSP Central Lombok 4.644.000.00 

29 Maret 2016 Kopkar Varindo 13.755.000.00 

JUMLAH 23.321.297,00 

 

d. Tanggal 21 April 2016 Pemerintah Kota Mataram mengirimkan 

namapengurus dan alamat debiur Koperasi sesuai surat nomor 

516/608/Diskoperindag/IV/2016 sesuai permintaan dari KPKNL surat 

nomor S-130/WKN.14/KNL.03/2016 tanggal 30 Maret 2016. 

e. Tanggal 21 April 2016 pihak KPKNL meminta pendampingan dari 

karyawan Pemerintah Kota Mataram yang mengetahui alamat debitur 

dalam rangka kegiatan penagihan langsung oleh pihak KPKNL tanggal 27 

s.d 28 April 2016 sesuai surat nomor S-172/WKN.14/KNL.03/2016 bahwa 

ada pelunasan senilai Rp23.321.297,00. 

 

Sampai dengan akhir Tahun per 31 Desember 2016 kondisi pengurusan 

Piutang dana bergulir berdasarkan laporan Pihak KPKNL sebagai berikut: 

1. Kondisi Koperasi dalam Penyampaian Surat Paksa (peny. SP) sebayak 9 

Koperasi; 

2. Kondisi Koperasi yang akan menerima Surat Paksa (SP) sebayak 15 

Koperasi; 

3. Kondisi Koperasi yang dalam Pengurusan Piutang Negara Sementara 

Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebayak 4 Koperasi; 

4. Koperasi yang sudah melunasi kewajibannya dna telah menrima Surat 

Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) sebanyak 8 Koperasi. 

Pada Tahun 2016 jumlah dana yang sudah berhasil ditagih oleh pihak KPKNL 

sebesar Rp59.906.644,00. Adapun rincian pelunasan dan angsuran dari 

Koperasi yang sudah mengangsur dan yang sudah melunasi sebagai berikut: 

 

Tabel 5.65. Rincian Pelunasan dan Angsuran Dana Bergulir per 31 

Desember 2016 

Tanggal Uraian Jumlah Keterangan 

10 Maret 2016 LKM Galang Sejahtera 1.296.000,00  SPPNL 

10 Maret 2016 KSP Dana karya 656.000,00  SPPNL 

21 Maret 2016 KSP Central Lombok 4.644.000,00  SPPNL 

29 Maret 2016 Kopkar Varindo 13.755.000,00  SPPNL 

14 April 2016 LKM Sangkareang 17.723.000,00  SPPNL 

  KSP Mitra Agung perkasa 13.104.000,00  SPPNL 

  Kopontren Hidaytaul Muttaqin  2.193.000,00  SPPNL 

  Kopwan Anjani 4.591.000,00  SPPNL 

  
KSU Agung perdana 990.099,00  

masih 

mengangsur 

  
KSU Arrahmah 954.545,00  

masih 

mengangsur 

JUMLAH 59.906.644,00   
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Pada awal Tahun 2017 dilaksanakan penyampaian surat paksa terhadap 15 

Koperasi pada poin 2 dan pihak KPKNL meminta pendampingan dari 

karyawan Pemerintah Kota Mataram yangmengetahui alamat debitur tersebut 

sesuai surat dari KPKNL Mataram nomor S-69/WKN.14/KNL.03/2017 yang 

dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2017. Terdapat selisih lebih setor 

KPKNL ke Kasda sebesar Rp63.637,00 (Rp59.970.281,00-Rp59.906.644,00) 

dan sudah dikembalikan melalui Belanja Tak Terduga pada bulan Juni 2017. 

Pada Tahun 2017 jumlah dana yang sudah berhasil ditagih oleh pihak KPKNL 

sebesar Rp10.324.546,00. Adapun rincian angsuran dari Koperasi sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5.66. Rincian Angsuran Dana Bergulir per 31 Desember 2017 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Koperasi Mitra Aken Sejati  909.091,00  

2 KSU Arrahmah 454.545,00  

3 KSU Agung Perdana 909.091,00  

4 KSP Mitra Aken Sejati 3.506.364,00  

5 KPRI Tritunggal 4.545.455,00  

JUMLAH 10.324.546,00  

 

Pada akhir Desember 2018 terbit Pernyataan Piutang Negara Sementara 

Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.67. Rincian Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum 

Dapat Ditagih (PSBDT) per 31 Desember 2018 

No. PSBDT Nama Hak PP Biad PPN 10% 

PSBDT-53/PUPNC.21.00/2018 
KSU Griya 

Makmur 
9.185.000,00 918.500,00 

PSBDT-52/PUPNC.21.00/2018 KSU Nurul Yaqin 8.470.000,00 847.000,00 

PSBDT-51/PUPNC.21.00/2018 KSU jaspro 22.940.000,00 2.294.000,00 

PSBDT-50/PUPNC.21.00/2018 
Koperasi Galang 

Bulan 
18.600.000,00 1.860.000,00 

PSBDT-49/PUPNC.21.00/2018 
Kelompok Usaha 

Sekar Kencana 
8.715.000,00 871.500.00 

 

Pada Tahun 2018 jumlah dana yang sudah berhasil ditagih oleh pihak KPKNL 

sebesar Rp1.363.636,00, dan pada tahun 2019 jumlah dana bergulir yang 

berhasil ditagih oleh pihak KPKNL dari KSU Arrahman sebesar 

Rp818.181,00 yang dibayar dengan dicicil sebesar Rp272.727 sebanyak 3 kali 

yaitu tanggal 31 Januari, 28 Juni dan 13 Desember 2019.  
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5.3.1.2.2 Penyisihan 

Investasi Non 

Permanen 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

(Rp338.491.993,00) (Rp338.491.993,00) 

 

Penyisihan Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021 dan  2020 sebesar 

100% dari nilai pokok yang belum dikembalikan yaitu senilai 

Rp338.491.993,00 karena tidak adanya pengembalian piutang dana bergulir 

tahun ini. 

 

5.3.1.2.3 
Investasi 

Permanen 

31 Desember 2021 31 Desember 2021 

Rp278.118.467.547,67 Rp249.626.397.325,91 

 

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan 

Laporan Keuangan BUMD yaitu masing-masing senilai 

Rp278.118.467.547,67 dan Rp249.626.397.325,91 naik senilai 

Rp28.492.070.221,76 atau 11,41% merupakan saldo Investasi Jangka Panjang 

yang dimiliki Pemerintah Kota Mataram berupa penyertaan modal pada 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara lain PDAM Giri Menang, BPR 

NTB Mataram, PT Bank NTB Syariah Mataram dan PT Jamkrida NTB. 

Penilaian investasi permanen di PDAM Giri Menang dan BPR NTB Mataram 

menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan lebih dari 20%, sedangkan 

pada PT Bank NTB Syariah dan PT Jamkrida NTB menggunakan metode 

biaya artinya sebesar penyertaan modal yang diserahkan karena kepemilikan 

pada perusahaan tersebut di bawah 20%. Rincian saldo Investasi Permanen 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.68. Rincian Saldo Investasi Permanen 2021 dan 2020 

No Uraian 
 % 

Kepemilikan  
 Total ekuitas  2021 2020 

1 BPR NTB Mataram 48,30% 11.332.049.000,00 5.473.379.667,00  5.847.458.465,38 

2 
PT. Bank NTB 
Syariah 

3,47% 1.445.349.000.000,00 27.097.130.000,00 27.097.130.000,00 

3 
PDAM Menang 
Mataram 

45,64% 535.819.364.331,00 244.547.957.880,67   215.681.808.860,53 

4 PT Jamkrida NTB 3,08% 35.852.654.795,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 

  Jumlah     278.118.467.547,67 249.626.397.325,91 

 

- Persentase kepemilikan modal pada BPR NTB Mataram pada Tahun 2021 

sebesar 48,30% dengan ekuitas kepemilikan senilai Rp5.473.379.667,00  

berdasarkan laporan keuangan Unaudited, turun senilai Rp374.078.798,38 

dibandingkan Tahun 2020. Nilai penyertaan modal pada BPR NTB 

Mataram mencapai Rp4.634.346.000,00 masih sama sejak tahun 2017 

tidak pernah ada penambahan penyertaan modal. Terhadap Laporan 

Keuangan PD. BPR NTB Mataram Unaudited dapat dilihat pada 

Lampiran 10 Laporan Keuangan PD. BPR NTB Mataram Tahun 

Anggaran 2021. 
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- Persentase kepemilikan modal pada PT Bank NTB Syariah pada Tahun 

2021 sebesar 3,47% dibawah 20% sehingga nilai ekuitas kepemilikan dan 

penyertaan modal sama yaitu senilai Rp27.097.130.000,00. Pada Tahun ini 

tidak ada tambahan penyertaan modal. Terhadap Laporan Keuangan PT. 

Bank NTB Syariah dapat dilihat pada Lampiran 11 Laporan Keuangan 

PT. Bank NTB Syariah Tahun Anggaran 2021. 

- Persentase kepemilikan modal pada PDAM Giri Menang Mataram pada 

Tahun 2021 sebesar 45,64% dengan ekuitas kepemilikan senilai 

Rp244.547.957.880,67 berdasarkan Laporan Keuangan Audited, 

bertambah senilai Rp28.866.149.020,14 dibandingkan Tahun 2020. 

Sementara nilai penyertaan modal pada PDAM mencapai 

Rp110.851.363.153,37 sudah termasuk nilai penyertaan modal tahun ini 

senilai Rp10.000.000.000,00. Terhadap Laporan Keuangan PT. Air 

Minum Giri Menang Mataram Audited dapat dilihat pada Lampiran 12 

Laporan Keuangan PT. Air Minum Giri Menang Mataram Tahun 

Anggaran 2021. 

- Persentase kepemilikan modal pada PT Jamkrida NTB Tahun 2021 masih 

sama dengan Tahun 2020 atau 3,08% dibawah 20% sehingga nilai ekuitas 

kepemilikan dan penyertaan modal sama yaitu senilai 

Rp1.000.000.000,00. Pada tahun ini tidak ada tambahan penyertaan modal. 

Terhadap Laporan Keuangan PT. Jamkrida NTB Bersaing dapat dilihat 

pada Lampiran 13 Laporan Keuangan PT. Jamkrida NTB Bersaing 

Mataram Tahun Anggaran 2021. 

 

5.3.1.3 Aset Tetap 
31 Desember 2021 31 Desember 2021 

Rp2.715.271.343.264,58 Rp2.679.771.989.929,06 

 

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai 

Rp2.715.271.343.264,58 dan Rp2.679.771.989.929,06 naik sebesar 1,32%  

senilai Rp32.727.633.490,26 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.69. Rincian Saldo Aset Tetap per 2021 dan 2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Aset Tetap 2.715.271.343.264,58  2.679.771.989.929,06  

Tanah 1.063.456.670.301,00  1.050.034.844.291,00  

Peralatan dan Mesin 804.092.688.541,26  731.955.305.403,79  

Gedung dan Bangunan 1.103.588.667.202,84  1.034.447.614.625,00  

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.068.639.633.636,51  1.015.430.292.534,97  

Aset Tetap Lainnya 10.606.414.994,75  9.468.616.543,75  

Konstruksi dalam Pengerjaan 4.382.874.748,59  21.819.547.086,69  

Akumulasi Penyusutan (1.339.495.606.160,37) (1.183.384.230.556,14) 

 

Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 5.70. Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 
Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 

Aset Tetap 2.679.771.989.929,06  229.290.433.754,65  193.791.080.419,13  2.715.271.343.264,58  

Tanah 1.050.034.844.291,00  37.134.102.810,00  23.712.276.800,00  1.063.456.670.301,00  

Peralatan dan Mesin 731.955.305.403,79  94.597.085.416,48  22.459.702.279,01  804.092.688.541,26  

Gedung dan Bangunan 1.034.447.614.625,00  149.532.910.304,79  80.391.857.726,95  1.103.588.667.202,84  
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Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 

Jalan, Irigasi, dan 
Jaringan 

1.015.430.292.534,97  54.666.978.698,99  1.457.637.597,45  1.068.639.633.636,51  

Aset Tetap Lainnya 9.468.616.543,75  5.406.935.938,00  4.269.137.487,00  10.606.414.994,75  

Konstruksi dalam 

Pengerjaan 
21.819.547.086,69  44.063.796.190,62  61.500.468.528,72  4.382.874.748,59  

Akumulasi Penyusutan (1.183.384.230.556,14) (156.111.375.604,23) 0,00  (1.339.495.606.160,37) 

 

5.3.1.3.1 Tanah 
31 Desember 2021 31 Desember 2021 

Rp1.063.456.670.301,00 Rp1.050.034.844.291,00 

 

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai 

Rp1.063.456.670.301,00 dan Rp1.050.034.844.291,00 atau naik sebesar 

1,28% senilai Rp13.421.826.010,00. Mutasi tanah Tahun 2021 dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 5.71. Rincian Mutasi Saldo Tanah per 2021 

Uraian Mutasi Tambah/Kurang Jumlah 

Saldo Awal Tanah   1.050.034.844.291,00 

Mutasi tambah dari Belanja Modal LRA   12.727.377.850,00 

Mutasi Tambah:   477.068.360,00 

- hutang tanah PUPR atas pembebasan lahan 
jalan Catur Warga  

370.818.360,00 
  

- hutang tanah PUPR atas pembebasan lahan 

jalan Usaha Tani 

106.250.000,00 

  

- Atribusi dari Beban Barang dan Jasa 217.379.800,00 

 

Saldo Akhir Tanah   1.063.456.670.301,00 

 

Mutasi tambah atas tanah terdiri dari Belanja Modal sebesar 

Rp12.727.377.850,00, mutasi tambah dari hutang tanah pada Dinas PUPR 

yaitu untuk pembebasan lahan jalan Catur Warga sebesar Rp370.818.360,00 

dan pembebasan lahan jalan Usaha Tani sebesar Rp 106.250.000,00, serta 

atribusi dari beban barang dan jasa sebesar Rp217.379.800,00. Sehingga Nilai 

Tanah Pada akhir Tahun 2021 menjadi sebesar Rp1.063.456.670.301,00. 

Dari nilai aset tetap tanah senilai Rp1.063.456.670.301,00, terdapat 863 

bidang tanah senilai Rp399.562.823.317,00 yang belum bersertifikat. 

 

Terhadap uraian mutasi saldo tanah per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 

7 Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021. 

 

5.3.1.3.2 
Peralatan dan 

Mesin 

31 Desember 2021 31 Desember 2021 

Rp804.092.688.541,26 Rp731.955.305.403,79 

 

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing 

senilai Rp804.092.688.541,26  dan Rp731.955.305.403,79 atau naik 9,86% 
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senilai Rp72.137.383.137,47. Mutasi saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2020 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.72. Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 

2021 

NO URAIAN BERTAMBAH BERKURANG 

1 Saldo Awal                  731.955.305.403,79    

2 Belanja Modal LRA                    67.710.485.315,00    

3 Mutasi Tambah antar akun dari aset tetap 

lainnya                      1.256.640.000,00    

4 Mutasi Tambah antar akun dari barang dan 

jasa                           13.865.000,00    

5 Mutasi antar SKPD                      3.585.960.800,00    

6 Hibah Dari Kementrian DR 5703 AK DAN 
HIBAH AMBULANS BNI 

                        467.330.100,00  
  

7 Mutasi tambah dari Ekstrakomptabel                                600.000,00    

8 Mutasi Internal SKPD                    38.238.453.916,94    

9 Mutasi tambah dari Belanja Hibah Dana BOS                      6.674.856.157,00    

10 Mutasi tambah koreksi dari hasil Inventarisasi 
atas dua unit randis r4 yang diserahkan ke 
DISPORA (DR 9020 A, DR 106 AK) 

               95.700.000,00  
  

11 Mutasi Tambah dari Hadiah Gebyar PBB di 
BKD sesuai SK Walikota Nomor 869/X/2021 

               76.924.750,00  
  

12 Mutasi tambah koreksi pembulatan                                0,97    

13 Mutasi tambah tong sampah Dinas LH 170.000.000,00  

14 Mutasi tambah dari gedung dan bangunan 567.104.000,00  

15 Mutasi kurang ke ekstrakompatabel   1.521.531.626,18  

16 Mutasi kurang entry pada dana BOS  dan DAK   793.764.011,34  

17 Mutasi ke JIJ   192.000.000,00  

18 Mutasi kurang ke aset lain lain   1.836.875.037,42  

19 Mutasi kurang ke Barang dan jasa   340.837.510,00  

20 Mutasi antar SKPD   3.585.960.800,00  

21 Mutasi kurang karena Pelelangan   37.200.000,00  

22 Mutasi kurang koreksi pencatatan pada BKD 
atas Droping 1 unit Randis R2 Ke DISPORA                   12.400.000,00  

23 Mutasi Internal SKPD   38.238.453.916,94  

24 Mutasi kurang (Diserahkan Ke Masyarakat)   161.514.000,00  

25 Mutasi kurang koreksi pembulatan   0,56  

  JUMLAH MUTASI                  850.813.225.443,70 46.720.536.902,44 

  TOTAL ASET PERALATAN DAN MESIN   804.092.688.541,26 

 

Terhadap uraian mutasi saldo peralatan dan mesin per SKPD dapat dilihat 

pada Lampiran 7 Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021. 

 

5.3.1.3.3 
Gedung dan 

Bangunan 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp1.103.588.667.202,84 Rp1.034.447.614.625,00 

 

Saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-

masing senilai Rp1.103.588.667.202,84 dan Rp1.034.447.614.625,00 naik 

senilai Rp69.141.052.577,84   atau 6,68%. Mutasi aset Gedung dan Bangunan 

Tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.73. Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 
NO URAIAN BERTAMBAH BERKURANG 

1 Saldo Awal   1.034.447.614.625,00    

2 Belanja Modal LRA        50.544.758.157,20    

3 Mutasi Tambah antar akun dari jij               27.558.000,00    

4 
Mutasi Tambah antar akun dari aset tetap 
lainnya 

            241.440.000,00    
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NO URAIAN BERTAMBAH BERKURANG 

5 
Mutasi Tambah antar akun dari konstruksi 
dalam pengerjaan 

         9.591.667.623,71    

6 Mutasi Tambah antar akun dari aset lain-lain               36.999.999,75    

7 
Mutasi Tambah antar akun dari barang dan 

jasa 
       10.326.388.098,26    

8 Mutasi Internal        51.559.970.062,00    

9 Mutasi tambah dari Belanja Hibah Dana BOS               62.840.000,00    

10 Mutasi tambah dari beban barang dan jasa 668.318.633,00  

11 Hibah Bangunan dari Kementerian Perikanan 1.771.481.795,00  

12 
Mutasi tambah dari KDP atas Pengerjaan 
Lapangan Sangkareang 

2.000.000.000,00  

13 
Mutasi Kurang antar akun dari konstruksi 
dalam pengerjaan 

             1.871.120.000,00  

14 Mutasi kurang ke estrakompatabel                   34.557.000,00  

15 Mutasi kurang ke Barang dan jasa                 418.989.000,00  

16 Mutasi Internal            51.559.970.062,00  

17 Mutasi kurang koreksi pembulatan                                   0,13  

18 Mutasi kurang  pada dana BOS  dan DAK              1.174.745.345,21  

19 Mutasi kurang ke KDP  2.063.884.383,74 

20 Mutasi kurang ke peralatan dan mesin   567.104.000,00 

  JUMLAH MUTASI   1.161.279.036.993,92          57.690.369.791,08 

 TOTAL ASET GEDUNG DAN BANGUNAN      1.103.588.667.202,84  

 

Terhadap uraian mutasi saldo gedung dan bangunan per SKPD dapat dilihat 

pada Lampiran 7 Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021. 

 

5.3.1.3.4 
Jalan, Irigasi, 

dan Jaringan 

31 Desember 2021 31 Desember 2021 

Rp1.068.639.633.636,51 Rp1.015.430.292.534,97 

 

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-

masing senilai Rp1.068.639.633.636,51 dan Rp1.015.430.292.534,97 atau 

meningkat 5,24% senilai Rp53.209.341.101,54. Mutasi Jalan, Irigasi, dan 

Jaringan Tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.74. Rincian Mutasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 

Desember 2021 
NO URAIAN BERTAMBAH BERKURANG 

1 Saldo Awal   1.015.430.292.534,97    

2 Belanja Modal LRA        52.450.009.968,00    

  

Mutasi Tambah antar akun dari Peralatan 

Mesin             192.000.000,00    

3 Mutasi Tambah antar akun dari gedung bangunan             224.471.500,00    

4 Mutasi Tambah internal          1.197.213.502,00    

5 Mutasi Tambah antar akun dari barang dan jasa               70.153.889,00    

6 Mutasi tambah dari Ekstrakomptabel               13.511.850,00    

7 Mutasi tambah dari Belanja Hibah Dana BOS                 2.500.000,00    

8 Mutasi tambah dari beban barang dan jasa 643.059.289,99  

9 Mutasi Kurang antar akun dari aset lain-lain                 315.501.000,00  

10 Mutasi Kurang antar akun dari gedung bangunan                   27.558.000,00  

11 Mutasi kurang internal              1.197.213.502,00  

12 Mutasi kurang ke Ekstrakomptabel           23.233.950,00  

13 Mutasi kurang entry pada dana BOS  dan DAK          20.072.445,44  

14 Koreksi Pembulatan                                   0,01  

  JUMLAH MUTASI   1.070.223.212.533,96            1.583.578.897,45  

  TOTAL ASET JALAN JARINGAN IRIGASI      1.068.639.633.636,51  
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Terhadap uraian mutasi saldo jalan, irigasi, dan jaringan per SKPD dapat 

dilihat pada Lampiran 7 Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 

2021. 

 

5.3.1.3.5 
Aset Tetap 

Lainnya 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp10.606.414.994,75 Rp9.468.616.543,75 

 

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing 

senilai Rp10.606.414.994,75 dan Rp9.468.616.543,75 atau naik 12,02% 

senilai Rp1.137.798.451,00. 

 

Tabel 5.75. Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 

2021 
NO URAIAN BERTAMBAH BERKURANG 

1 Saldo Awal          9.468.616.543,75    

2 Belanja Modal LRA          2.113.984.244,00    

3 Mutasi Tambah Internal                 6.587.500,00    

4 Mutasi tambah dari Belanja Hibah Dana BOS          3.320.764.194,00    

5 Mutasi tambah pembulatan                               0,00    

6 Mutasi Tambah Antar Akun Dari Aset Gedung 

dan Bangunan     

7 Mutasi Kurang antar akun ke Peralatan Mesin              1.256.640.000,00  

8 Mutasi Kurang antar akun ke  Gedung 
Bangunan                 241.440.000,00  

9 Mutasi Kurang antar akun ke  Aset Tidak 
Berwujud                   59.400.000,00  

10 Mutasi kurang ke estrakompatabel              1.064.742.276,00  

11  Mutasi kurang entry pada dana BOS dan DAK               1.674.727.710,99  

12 Mutasi Kurang Internal                     6.587.500,00  

13 Mutasi Kurang pembulatan                                   0,01  

 JUMLAH MUTASI        14.909.952.481,75             4.303.537.487,00  

 TOTAL ASET ASET TETAP LAIINNYA            10.606.414.994,75  

 

Terhadap uraian mutasi saldo aset tetap lainnya per SKPD dapat dilihat pada 

Lampiran 7 Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021.  

 

5.3.1.3.6 Konstruksi 

dalam 

Pengerjaan 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp4.382.874.748,59 Rp21.819.547.086,89 

 

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-

masing senilai Rp4.382.874.748,59 dan Rp21.819.547.086,89, turun senilai 

Rp17.436.672.338,10  atau 79,91% dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.76. Rincian Mutasi Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 

Desember 2021 

No Uraian BERTAMBAH BERKURANG 

1 Saldo awal             21.819.547.086,69    

2 Mutasi Tambah antar akun dari  Gedung 
Bangunan 

       1.871.120.000,00    

3 Mutasi tambah dari hutang pembayaran atas  
pekerjaan Taman Sangkareang 

          128.880.000,00    

4 Penambahan belanja monumen Jalan Lingkar           295.926.510,88    
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No Uraian BERTAMBAH BERKURANG 

5 Mutasi Tambah dari Beban Barang dan Jasa 99.617.000,00  

6 Mutasi Tambah dari Gedung dan Bangunan 2.063.884.383,74  

7 Penyesuaian Gedung Bangunan kantor Dispora           1.262.198.383,75  

8 Penyesuaian gedung bangunan Monumen jalan 
lingkar 

        13.819.066.348,97  

9 Penyesuaian Pekerjaan Gedung Pemulasaran 
Jenazah pada RSUD Kota Mataram 

          4.814.835.500,00  

10 Mutasi kurang ke Gedung dan Bangunan  2.000.000.000,00 

  JUMLAH MUTASI       26.278.974.981,31 21.896.100.232,72 

  TOTAL KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN   4.382.874.748,59  

 

Aset tetap yang sampai saat ini masih menjadi KDP adalah sebagai berikut : 

1. Pekerjaan pembangunan gedung kantor BKPSDM Kota Mataram senilai 

Rp2.219.373.364,85; 

2. Pekerjaan Poskesdes Karang Pule senilai Rp99.617.000,00; 

3. Pekerjaan Depo Arsip BKD senilai Rp468.300.000,00 

4. Pekerjaan Gedung Kantor Dispora senilai Rp1.262.198.383,74 

5. Pekerjaan Musholla Perkantoran Lingkar senilai Rp333.386.000,00. 

 

Terhadap uraian mutasi saldo konstruksi dalam pengerjaan per SKPD dapat 

dilihat pada Lampiran 7 Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 

2021. 

 

5.3.1.3.7 
Akumulasi 

Penyusutan 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

(Rp1.339.495.606.160,37) (Rp1.183.384.230.556,14) 

 

Pemerintah Kota Mataram menerapkan penyusutan Aset Tetap dengan 

metode garis lurus berdasarkan umur ekonomis masing-masing jenis aset tetap 

dengan metode periodik pertahun. Akumulasi Penyusutan disajikan dalam 

Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 senilai Rp1.339.495.606.160,37 dan 

Rp1.183.384.230.556,14 naik sebesar Rp156.111.375.604,23 atau 13,19%. 

Atas Aset Tetap Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilakukan 

penyusutan. 

 

Tabel 5.77. Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 

Uraian Nilai Aset Tetap Penyusutan 
Nilai Setelah 
Penyusutan 

Aset Tetap 4.054.766.949.424,95  (1.339.495.606.160,37) 2.715.271.343.264,58  

Tanah 1.063.456.670.301,00  0,00  1.063.456.670.301,00  

Peralatan dan Mesin 804.092.688.541,26  (550.644.599.720,55) 253.448.088.820,71  

Gedung dan Bangunan 1.103.588.667.202,84  (195.911.476.661,00) 907.677.190.541,84  

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.068.639.633.636,51  (592.939.529.778,82) 475.700.103.857,69  

Aset Tetap Lainnya 10.606.414.994,75  0,00  10.606.414.994,75  

Konstruksi dalam 
Pengerjaan 4.382.874.748,59  0,00  4.382.874.748,59  

 

Terhadap uraian mutasi saldo akumulasi penyusutan per SKPD dapat dilihat pada 

Lampiran 7 Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021. 
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5.3.1.4 Aset Lainnya 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp305.316.039.170,26 Rp304.084.916.831,14 

 

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai 

Rp305.316.039.170,26 dan Rp304.084.916.831,14 atau bertambah sebesar 

0,40% senilai Rp1.231.122.339,12 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.78 Rincian Saldo Aset Lainnya per 2021 dan 2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Aset Lainnya 305.316.039.170,26  304.084.916.831,14  

Tagihan Jangka Panjang 28.813.014,90  7.932.570,00  

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 231.128.730.000,00  231.128.730.000,00  

Aset Tidak Berwujud 4.587.614.816,00  4.429.305.300,00  

Aset Lain-lain 72.458.533.034,36  70.664.304.997,14  

Amortisasi Aset Tidak Berwujud (2.887.651.695,00) (2.145.356.036,00) 

 

Terhadap uraian mutasi saldo aset lainnya per SKPD dapat dilihat pada 

Lampiran 7 Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021. 

 

5.3.1.4.1 
Tagihan Jangka 

Panjang 

31 Desember 2021 31 Desember 2021 

Rp28.813.014,90 Rp7.932.570,00 

 

Tagihan Jangka Panjang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun 2021 dan 

2020 senilai Rp28.813.014,90 dan Rp7.932.570,00 mengalami kenaikan 

sebesar Rp20.880.444,90 atau 263,22%, merupakan nilai TGR yang telah 

ditetapkan SKTJM yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal 

pelaporan (31 Desember 2021). Sedangkan indikasi kerugian daerah yang 

masih berupa informasi dan masih dalam proses penetapan tidak disajikan 

dalam Neraca per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.79.Rincian Mutasi Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 

2021 

Uraian Mutasi Tambah/Kurang Jumlah 

Saldo awal TGR   7.932.570,00 

Penambahan :     

TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan 20.880.444,90   

Jumlah Penambahan   20.880.444,90 

Pengurangan :     

Setoran Tahun berjalan atas saldo Tahun lalu 0,00   

Jumlah Pengurangan   0,00 

Saldo Akhir Aset Lainnya –TGR 2020   28.813.014,90 
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5.3.1.4.2 Kemitraan 

dengan Pihak 

Ketiga 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp231.128.730.000,00 Rp231.128.730.000,00 

 

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga senilai Rp231.128.730.000,00 merupakan 

nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara 

kemitraan antara Pemerintah Kota Mataram dengan PT Pasifik Cilinaya 

Fantacy Nomor 8 Tahun 1996 tanggal 11 Juli 1996. Saldo tersebut merupakan 

hasil penilaian tanah yang dikerjasamakan dengan KPKNL Mataram pada 

Tahun 2012 dengan laporan hasil penilaian Nomor: Lap-

85/WKN.14/KNL.03/06.00/2012. Pemerintah Kota Mataram menyerahkan 

pengelolaan tanah di Karang Jangkong, Kelurahan Cakranegara Barat, 

Kecamatan Cakranegara seluas 34.397 m2 yang merupakan sebagian dari luas 

39.000 m2 kepada PT Fasifik Cilinaya Fantacy selama 30 Tahun terhitung 

sejak ditandatanganinya perjanjian 11 Juli 1996 sampai dengan 11 Juli 2026 

untuk pembangunan AHPM Cilinaya. Selanjutnya pengelola membangun di 

atas tanah tersebut berupa gedung dan fasilitas lainnya sesuai perjanjian. Pada 

akhir masa kontrak/perjanjian, tanah, bangunan/gedung dan fasilitas yang ada 

diatasnya akan diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah Kota Mataram 

dalam kondisi baik dan layak operasional. Atas izin pengelolaan tersebut 

Pemerintah Kota Mataram memperoleh sejumlah bagian penghasilan 

(Royalty) senilai Rp300.000.000,00 per tahun. 

 

5.3.1.4.3 
Aset Tidak 

Berwujud 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp4.587.614.816,00 Rp4.429.305.300,00 

 

Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 dan 2020 masing-masing senilai 

Rp4.587.614.816,00 dan Rp4.429.305.300,00 naik sebesar Rp158.309.516,00  

atau 3,57%. Aset tidak berwujud terdiri dari aplikasi, website,user license, dan 

setup server dapat dirinci sebagai berikut: 

 

Tabel 5.80. Rincian Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 

No Uraian Nilai 

1 Aplikasi Billing System Terintegrasi RSUD Kota Mataram 199.812.800,00 

2 Aplikasi Rekam Medik RSUD Kota Mataram 199.903.000,00 

3 Aplikasi Remunerasi RSUD Kota Mataram 50.000.000,00 

4 Aplikasi RSUD Kota Mataram 74.480.000,00 

5 Aplikasi Bridging SIMRS & BPJS RSUD Kota Mataram 199.910.000,00 

6 Aplikasi Daloket RSUD Kota Mataram 124.000.000,00 

7 Aplikasi Android PSC 119 RSUD Kota Mataram 38.000.000,00 

8 Website RSUD Kota Mataram 57.000.000,00 

9 User License Aplikasi Server RSUD Kota Mataram 19.250.000,00 

10 Setup Server Web Database RSUD Kota Mataram 53.350.000,00 

11 Aplikasi SIMRS RSUD Kota Mataram 2.229.586.200,00 

12 
Aplikasi Informasi Pelayanan Terpadu Kecamatan 
Selaparang 

25.102.900,00 

13 Aplikasi Perijinan Di KIB B Dinas Perdagangan 16.600.000,00 

14 Aplikasi Sistem Informasi Bahan Pokok Dinas Perdagangan 38.352.000,00 

15 Aplikasi Informasi Data Perusahaan Dinas Perdagangan 11.194.000,00 
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No Uraian Nilai 

16 Aplikasi SIMYANDU DPMPTSP 272.614.000,00 

17 Aplikasi Perizinan Android dan Digital Arsip pada DPMPTSP 40.500.000,00 

18 Aplikasi GIS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21.250.000,00 

19 Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata 98.800.000,00 

20 
Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas 
Perhubungan 

49.500.000,00 

21 Aplikasi SISKUM Bagian Hukum Setda kota Mataram  162.734.000,00 

22 Aplikasi Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah 49.650.000,00 

23 Aplikasi SIPD Bappeda 192.830.000,00 

24 Program pengelola arsip digital dukcapil 15.000.000,00 

25 Aplikasi Mobile Informatif berbasis Android Pariwisata 189.886.400,00 

26 
Aplikasi Pengawasan Pajak Berbasis Informasi Masyarakat 

BKD Kota Mataram 
9.900.000,00 

27 Aplikasi Berbasis Web Standar Harga BKD Kota Mataram 49.500.000,00 

28 Dinas Perinkop Kota Mataram 98.909.516,00 

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 4.587.614.816,00 

 

Atas pengadaan Aset Tidak Berwujud berupa Aplikasi Berbasis Web Standar 

Harga BKD Kota Mataram senilai Rp49.500.000,00 masih belum digunakan 

karena dalam tahap pengembangan. 

 

Mutasi aset tidak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.81. Rincian Mutasi Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 

Desember 2021 

Uraian Nilai 

Saldo Awal 4.429.305.300,00 

Mutasi tambah Aplikasi Pengawasan Pajak Berbasis Informasi 

Masyarakat BKD Kota Mataram 
9.900.000,00 

Mutasi tambah Aplikasi Berbasis Web Standar Harga BKD Kota 

Mataram 
49.500.000,00 

Mutasi tambah aplikasi Dinas Perinkop Kota Mataram 98.909.516,00 

Total Aset Tidak Berwujud               4.587.614.816,00 

 

Terhadap uraian mutasi saldo aset tidak berwujud per SKPD dapat dilihat pada 

Lampiran 7 Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021. 

 

5.3.1.4.4 Aset Lain-lain 
31 Desember 2021 31 Desember 2021 

Rp72.458.533.034,36 Rp70.664.304.997,14 

 

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2019  masing-masing senilai 

Rp72.458.533.034,36 dan Rp70.664.304.997,14 naik senilai 

Rp1.794.228.037,22  atau sebesar 2,54% dari saldo Tahun 2020. Mutasi Aset 

Lain-lain Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.82. Rincian Mutasi Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 

 

No. Uraian Mutasi Saldo Akhir 

1  Saldo awal     70.664.304.997,14  

2  Mutasi Tambah :       5.309.765.412,56  
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Terhadap uraian mutasi saldo aset lain-lain per SKPD dapat dilihat pada 

Lampiran 7 Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021. 

 

5.3.1.4.5 
Amortisasi Aset 

Tidak Berwujud 

31 Desember 2021 31 Desember 2021 

(Rp2.887.651.695,00) (Rp2.145.356.036,00) 

 

Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 dan 2020 masing-masing 

senilai Rp2.887.651.695,00 dan Rp2.145.356.036,00 naik 34,60% senilai 

Rp742.295.659,00. 

 

Tabel 5.83. Rincian Amortisasi Aset Tidak berwujud per SKPD  per 31 

Desember 2021 
NO NAMA SKPD NILAI BMD AMORTISASI ATB 

1 Rumah Sakit Umum Kota Mataram 3.245.292.000,00  (1.889.335.321,00) 

2 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 36.250.000,00  (20.604.167,00) 

3 Dinas Perhubungan 49.500.000,00  (40.425.000,00) 

4 
Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan 
Menengah 

98.909.516,00  (5.567.952,00) 

5 
Dinas Penanaman Modal Dan Unit Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu 

313.114.000,00  (307.039.000,00) 

6 Dinas Pariwsata 288.686.400,00  (139.942.053,00) 

7 Dinas Perdagangan 66.146.000,00  (66.146.000,00) 

8 Sekretariat Daerah 162.734.000,00  (162.734.000,00) 

9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 192.830.000,00  (192.830.000,00) 

10 Badan Keuangan Daerah 109.050.000,00  (42.527.500,00) 

11 Kecamatan Selaparang 25.102.900,00  (20.500.702,00) 

  Jumlah 4.587.614.816,00  (2.887.651.695,00) 

 

Terhadap uraian mutasi saldo amortisasi aset tidak berwujud per SKPD dapat 

dilihat pada Lampiran 7 Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 

2021. 

 

5.3.2 Kewajiban 
31 Desember 2021 31 Desember 2021 

Rp81.715.546.225,50 Rp69.423.839.722,50 

 

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai 

Rp81.715.546.225,50 dan Rp69.423.839.722,50 atau naik sebesar 17,71% 

senilai Rp12.291.706.503,00 terdiri dari: 

 

  

- Mutasi tambah dari Aset Tetap Latsin ke 

Aset Lain-lain  

   1.836.875.037,42    

- Mutasi tambah dari aset tetap JIJ ke aset 

lain-lain  

      315.501.000,00    

- Mutasi tambah Asset Lainnya hasil 

inventarisasi berdasarkan rekap barang ke 
neraca pada Simda BMD  

   3.157.389.375,14    

3  Mutasi Kurang :     (3.515.537.375,34) 

- Mutasi kurang Asset Lainnya hasil 
inventarisasi berdasarkan rekap barang ke 
neraca pada Simda BMD  

  (3.478.537.375,59)   

- Mutasi kurang dari Aset Lain-lain ke Gedung         (36.999.999,75)   

Saldo akhir 2021     72.458.533.034,36  
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Tabel 5.84. Rincian Saldo Kewajiban per 2021 dan 2020 

Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Kewajiban 81.715.546.225,50  69.423.839.722,50  

Kewajiban Jangka Pendek 81.688.879.558,50  69.383.839.722,50  

Kewajiban Jangka Panjang 26.666.667,00  40.000.000,00  

 

Perbandingan kewajiban Tahun 2021 dan 2020  dapat dilihat pada grafik di 

bawah ini.  

Grafik 5.7. Komposisi Kewajiban 2021 dan 2020 

 
Sumber:BKD Kota Mataram, data diolah 

 

5.3.2.1 
Kewajiban 

Jangka Pendek 

31 Desember 2021 31 Desember 2021 

Rp81.688.879.558,50 Rp69.383.839.722,50 

 

Kewajiban Jangka Pendek berupa saldo Utang PFK dan Utang Jangka Pendek 

Lainnya TA 2021 dan 2020 senilai Rp81.688.879.558,50 dan 

Rp69.383.839.722,50 naik sebesar Rp12.305.039.836,00   atau 17,73%. 

 

Tabel 5.85. Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 2021 dan 2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Kewajiban Jangka Pendek 81.688.879.558,50  69.383.839.722,50  

Utang PFK 1.576.807.050,50  1.551.030.151,50  

Utang Belanja 76.731.676.040,00  65.058.361.463,00  

Utang Jangka Pendek Lainnya 3.380.396.468,00  2.774.448.108,00  

 

Terhadap penjelasan kewajiban jangka pendek dapat dilihat pada Lampiran 

6 Rekapitulasi Utang Tahun Anggaran 2021. 
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5.3.2.1.1 Utang PFK 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp1.576.807.050,50 Rp1.551.030.151,50 

 

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 

masing-masing senilai Rp1.576.807.050,50 dan Rp1.551.030.151,50 naik 

sebesar Rp25.776.899,00 atau 1,66%  dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.86. Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 2021 

dan 2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Utang PFK 1.576.807.050,50 1.551.030.151,50  

Pajak PPh 22, PPh 23, PPN Pusat, dan PPh Final 
BUD 

(16.430.761,00) (16.430.721,00) 

Jaminan Bongkar Reklame di BUD 1.567.223.372,50  1.567.223.372,50  

Utang PPh 23 Bagian Kesra Setda 0,00 237.500,00  

Pajak Lombok Barat  26.014.439,00 0,00 

 

- Utang Pajak PPh 22, PPh 23, PPN Pusat dan PPh final di BUD diluar Jaminan 

Bongkar Reklame pada akhir Tahun 2021 minus senilai Rp16.430.761,00 

terdiri dari saldo awal dari utang pajak tahun lalu sebesar minus 

Rp16.430.721,00 ditambah total penerimaan sebesar Rp66.075.465.776,00 

dan dikurangi dengan total pengeluaran sebesar Rp66.075.465.816,00. 

Terdapat kelebihan setor pajak PPN Tahun 2021 sebesar Rp40,00. Rincian 

Utang Pajak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

 

Tabel 5.87. Rincian Mutasi Saldo Utang PFK di BUD Tahun 2021 

Uraian Saldo Awal Penerimaan Pengeluaran Saldo Akhir 

Utang PFK (16.430.721,00) 66.075.465.776,00  66.075.465.816,00  (16.430.761,00) 

Iuran Wajib 
Pegawai 

0,00  18.636.969.659,00  18.636.969.659,00  0,00  

Taperum 0,00  0,00  0,00  0,00  

Askes 0,00  4.209.783.951,00  4.209.783.951,00  0,00  

PPh 21 (2.151.697,00) 18.247.253.570,00  18.247.253.570,00  (2.151.697,00) 

PPh 22 0,00  1.350.409.551,00  1.350.409.551,00  0,00  

PPh 23 (1.089.952,00) 317.140.643,00  317.140.643,00  (1.089.952,00) 

PPh Ps 4 (2) (2.198.164,00) 2.448.997.107,00  2.448.997.107,00  (2.198.164,00) 

PPN (10.990.908,00) 20.864.911.295,00  20.864.911.335,00  (10.990.948,00) 

 

-  Utang titipan  jaminan jasa bongkar reklame Tahun 2021 dan 2020 senilai 

Rp1.567.223.372,50 masih sama dengan tahun lalu.  

- Utang pajak PPh Psl 23.Bagian Kesra Setda Kota Mataram Tahun Lalu 

sudah disetorkan seluruhnya sehingga bernilai Rp0,00  

- Pajak Lombok Barat salah masuk ke Kasda Kota Mataram senilai 

Rp26.014.439,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pajak Lobar , Penerimaan tgl 17-6-2021 di 

R/C Rp 1.432.133, menurut catatan bendahara 

penerimaan Rp1.394.165 selisih sebesar 

Rp37.968,00 

37.968,00  

2. Pajak Lobar , Penerimaan tgl 23-6-2021 di 

R/C Rp 2.202.414,00, menurut catatan 

bendahara penerimaan Rp1.940.283,00 selisih 

sebesar Rp262.131,00 

262.131,00  
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3. Penerimaan pajak hotel di rek koran tgl 23 

Juni R/C 3.892.554,00 sedangkan di simda 

3,771,080,00 sehingga selisih sebesar Rp 

121,474,00 yang merupakan penerimaan 

Lobar 

121.474,00  

4. Penerimaan pajak hotel di rek koran tgl 13-8-

2021  R/C 1.165.333, menurut catatan 

bendahara penerimaan Rp 922.901 sehingga 

selisih  sebesar Rp242.432,00 yang merupaka 

double pelimpahan pihak bank NTB 

242.432,00  

5. Penerimaan pajak hotel di rek koran tgl 13 -8-

2021 R/C Rp2.286.104,00, menurut catatan 

bendahara penerimaan Rp 940.618,00 

sehingga  selisih sebesar Rp 1.345.486,00 yang 

merupaka double pelimpahan pihak bank NTB 

1.345.486,00  

6. Kelebihan  transfer pendapatan pajak oleh 

bank NTB tgl 1-9-2021 

24.004.948,00  

 

 

5.3.2.1.2 Utang Belanja 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp76.731.676.040,00 Rp65.058.361.463,00 

 

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2021 dan 2020 senilai 

Rp76.731.676.040,00 dan Rp65.058.361.463,00 naik sebesar Rp 

11.673.314.577,00 atau 17,94% dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.88 Rincian Saldo Utang Belanja 2021 dan 2020 

Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Utang Belanja 76.731.676.040,00  65.058.361.463,00  

Utang Beban Pegawai Kekurangan Iuran BPJS 
Kesehatan 

234.624.852,00  1.170.346.204,00  

Utang TPP Bagian Bulan Desember 2021 7.930.611.956,00  0,00  

Utang Beban Pegawai Carry Over TPG Dinas 
Pendidikan Tahun 2020 

0,00  5.928.175.700,00  

Utang Gaji Berkala dan Kekurangan Gaji 24.052.600,00  151.926.706,00  

Utang Jaspel Dikes 6.675.700,00  0,00  

Utang Barang Jasa BLUD RSUD Kota Mataram 63.403.316.348,00  54.087.434.630,00  

Utang Klaim RSUD di Dikes 3.965.153.008,00  903.415.368,00  

Utang Klaim RSJ di Dikes 40.986.864,00  0,00  

Utang Insentif Vaksinator Dikes 648.150.000,00  0,00  

Utang Insentif Jukir Dishub 79.485.963,00  7.942.900,00  

Utang Jasa Tenaga Administrasi PU 4.050.000,00  0,00  

Utang Jasa Media Massa Dinas Kearsipan 1.289.000,00  0,00  

Utang Beban Listrik, Telepon, Air ,dan Internet 333.605.124,00  2.809.119.955,00  

Utang Perjalanan Dinas BKPSDM 13.892.000,00  0,00  

Utang Belanja Bantuan Keuangan 45.782.625,00  0,00  
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Dari tabel di atas, Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 senilai 

Rp76.731.676.040,00  dapat dirinci sebagai berikut: 

- Utang Beban Pegawai TPP bulan Desember dan Kekurangan Gaji senilai 

Rp7.954.664.556,00 merupakan utang kekurangan pembayaran gaji dan 

kenaikan gaji berkala yang belum dibayarkan sampai dengan per 31 

Desember 2021; 

- Utang Beban Pegawai Kekurangan Iuran BPJS Kesehatan yang belum 

dibayarkan per 31 Desember Tahun 2021 senilai Rp234.624.852,00; 

- Utang Barang Jasa Lainnya BLUD RSUD Kota Mataram senilai 

Rp63.112.071.062,00, diluar utang listrik air telepon dan internet senilai 

Rp291.245.286,00, merupakan utang jangka pendek BLUD  RSUD Kota 

Mataram kepada principal, jasa pelayanan, Utang obat-obatan dan Utang 

BHP medis.yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun 2020dapat 

dirinci sebagai berikut: 

 

Tabel 5.89. Rincian Saldo Utang Jangka Pendek BLUD Tahun 2021 dan 

2020 

NO. Keterangan 2021 2020 

1 Obat          17.593.221.340,00  14.051.340.542,00  

2 BMHP Bagian Penunjang          12.886.982.701,70  10.883.689.441,00  

3 Jasa Pelayanan            5.453.805.558,00  9.382.713.054,00  

4 PMI            1.362.075.000,00  1.109.225.000,00  

5 Gas Medis            5.286.011.927,00  2.295.530.116,00  

6 Listrik, Air, Telepon               291.245.286,00  273.601.212,00  

7 Bagian Yanmed               324.819.500,00  657.750.000,00  

8 Bagian Gizi               512.741.696,00  379.756.671,00  

9 Penunjang Medik            9.702.905.411,00  7.362.721.451,00  

10 Bagian Umum            8.271.864.051,00  7.604.845.455,00  

11 Bagian Humas                 49.413.000,00  96.750.000,00  

12 Hutang pada RSUP               522.736.140,00  263.112.900,00  

13 Hutang Gaji Pegawai               816.600.000,00  -  

14 Hutang Gaji Dokter Spesialis               328.894.737,00  109.394.737,00  

  Total       63.403.316.347,70  54.361.035.842,00  

- Utang Barang Jasa Klaim Pasien Miskin Dikes senilai 

Rp3.965.153.008,00, merupakan hutang atas pasien miskin pada Dinas 

Kesehatan Tahun 2021 yang belum dibayar pada RSUD Kota Mataram. 

Pengakuan Utang Tahun 2020 dihitung s.d klaim November 2020, 

sehingga untuk klaim bulan Desember 2020 dimasukkan pada klaim Tahun 

2021 dengan rincian sebagai berikut: 

- Utang Klaim RSUD Tahun 2020 Rp     903.415.368,00 

- Klaim yang sudah diverifikasi Tahun 2021 Rp  5.105.232.577,00 

- Pembayaran Klaim Tahun 2021 Rp  2.043.494.937,00 

- Jumlah yang belum terbayar Rp  3.965.153.008,00 

- Utang Beban Insentif Jukir Dishub senilai Rp79.485.963,00 

- Utang Beban SPPD dalam daerah BKPSDM senilai Rp13.892.000,00 

- Utang barang jasa/honor pegawai PTT pada Dinas PUPR yang belum 

dibayarkan sampai dengan akhir tahun per 31 Desember 2021 senilai 

Rp4.050.000,00 

- utang media massa kantor arsip per 31 Desember senilai Rp1.289.000,00 

- Utang Beban Listrik, Telepon, internet dan Air senilai Rp624.850.410,00 

sudah termasuk utang Beban Listrik, Telepon, internet dan Air di BLUD 
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RSUD senilai Rp291.245.286,00. Tagihan listrik, air dan telepon beberapa 

OPD masih dibayarkan melalui Setda Kota Mataram karena masih satu 

gedung yaitu pada Bappeda, DPMPTSP, Balitbang dan kominfo. Selain itu 

ada juga OPD yang menggunakan pulsa listrik yaitu Dinas Pariwisata dan 

Dispora. 

- Utang Insentif Tenaga Kesehatan atau Jasa Pelayanan di Dinas Kesehatan 

sebesar Rp6.675.700,00 

- Utang Barang dan Jasa Klaim Pasien yang belum dibayar pada Rumah 

Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebesar Rp40.986.864,00 

- Utang Insentif Vaksinator di Dinas Kesehatan sebesar Rp648.150.000,00 

- Utang Belanja Bantuan Keuangan merupakan Utang Transfer atas 

Kekurangan Pembayaran Iuran KJP dan KDN TPA Kebon Kongok Bagian 

Bulan Desember TA. 2021 sebesar Rp45.782.625,00. 

 

5.3.2.1.2 
Utang Jangka 

Pendek Lainnya 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp3.380.396.468,00 Rp2.774.448.108,00 

 

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 

senilai Rp3.380.396.468,00 dan Rp2.774.448.108,00 naik sebesar 

Rp605.948.360,00 atau 21,84% dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.90. Rincian Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 2021 dan 

2020 
Uraian Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 

Utang Jangka Pendek Lainnya 3.380.396.468,00  2.774.448.108,00  

Utang Pengerjaan Lapangan Sangkareang 128.880.000,00  0,00  

Utang Pembebasan Tanah di Jalan Catur Warga 370.818.360,00  0,00  

Utang Pembebasan Tanah Lahan Usaha Tani 106.250.000,00  0,00  

Utang Pembebasan Tanah bagi Penyediaan Jalur 

Hijau Sepanjang Jalan Udayana Seluas 500 m2 

65.000.000,00  65.000.000,00  

Utang Pembebasan Tanah bagi Penyediaan Jalan 
Baru Maupun Pelebaran Jalan 

2.709.448.108,00  2.709.448.108,00  

 

- Saldo Utang Pembebasan Tanah bagi penyediaan jalur hijau sepanjang 

Jalan Udayana seluas 500 m2 senilai Rp65.000.000,00 sampai saat ini 

belum dapat dibayarkan karena pemiliknya tidak berada di Mataram. Dari 

Pihak Pemerintah Kota Mataram yaitu Bagian Umum Setda Kota Mataram 

sudah berusaha mencari pemilik dengan menghubungi penggarap sawah. 

Menurut penggarap yang menggarap sawah sudah disampaikan kepada 

pemilik pada Tahun 2003, akan tetapi yang bersangkutan sampai saat ini 

belum pernah mengajukan permintaan pembayaran atas tanah tersebut. 

- Utang pembebasan tanah senilai Rp2.709.448.108,00 merupakan sisa 

Utang pembebasan tanah bagi penyediaan jalur sepanjang Jalan BIL tahun 

lalu. 

- Utang pembebasan tanah senilai Rp477.068.360,00 di dinas PUPR Tahun 

2021 terdiri dari  : 

1. Utang tanah PUPR atas pembebasan lahan 

jalan Catur Warga  

                

Rp370.818.360,00  

2. Utang tanah atas pembebasan lahan jalan 

Usaha Tani  

                

Rp106.250.000,00  
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- Utang Pengadaan Gedung Bangunan Penataan taman Sangkareang Tahun 

2021 senilai Rp128.880.000,00 

 

5.3.2.2 
Kewajiban 

Jangka Panjang 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp26.666.666,67 Rp40.000.000,00 

 

Kewajiban Jangka panjang berupa saldo Utang Jangka Panjang Lainnya 

(BLUD RSUD) TA 2021 dan 2020 senilai Rp26.666.666,67 dan 

Rp40.000.000,00 berupa pendapatan diterima di muka atas sewa lokasi 

Automatic Teller Machine (ATM). 

 

5.3.3 Ekuitas 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp3.417.535.464.961,12 Rp3.317.180.010.357,62 

 

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai 

Rp3.417.535.464.961,12 dan Rp3.317.180.010.357,62 naik dibanding tahun 

2020 senilai Rp100.355.454.603,50  atau 3,03%. 
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5.4 Penjelasan atas Akun Laporan Operasional (LO) 

 Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan 

ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang 

dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 

 

5.4.1 Pendapatan-LO 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp1.423.264.606.268,91 Rp1.427.775.766.381,79 

 

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah 

ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu 

dibayar kembali. Pendapatan-LO Kota Mataram untuk periode per 31 

Desember 2021 dan 2020 adalah senilai Rp1.423.264.606.268,91 dan 

Rp1.427.775.766.381,79, turun senilai Rp4.511.160.112,88 atau 0,32% 

dibanding tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.91. Rincian Pendapatan-LO 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Pendapatan - LO 1.423.264.606.268,91  1.427.775.766.381,79  (4.511.160.112,88) (0,32) 

  
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) - LO 

389.145.405.193,14  398.165.387.570,79  (9.019.982.377,65) (2,27) 

  
Pendapatan Transfer - 

LO 
975.261.341.565,00  967.902.936.207,00  7.358.405.358,00  0,76  

  
Lain-Lain Pendapatan 
Daerah Yang Sah – LO 

58.857.859.510,77  61.707.442.604,00  (2.849.583.093,23) (4,62) 

 

Pendapatan-LO pada tabel diatas sudah termasuk Pendapatan-LO dari BLUD 

pada RSUD Kota Mataram senilai Rp197.976.283.649,41, Dana JKN yang 

dikelola oleh puskesmas di lingkup Kota Mataram senilai 

Rp14.376.319.325,00, Dana BOS yang dikelola oleh sekolah-sekolah di 

lingkup Pemerintah Kota Mataram senilai Rp52.361.009.000,00. 

Perbandingan nilai Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA dapat dijelaskan 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.92. Perbandingan Saldo Pendapatan LO dan Pendapatan LRA 

Tahun 2021 
Uraian Saldo LO Saldo LRA Selisih 

Pendapatan 1.423.264.606.268,91  1.419.886.218.959,26  3.378.387.309,65  

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 
389.145.405.193,14  392.556.124.241,49  (3.410.719.048,35) 

Pendapatan Transfer 975.261.341.565,00  970.243.717.002,00  5.017.624.563,00  

Lain-Lain Pendapatan 
Daerah 

58.857.859.510,77  57.086.377.715,77  1.771.481.795,00  

 

Pada Pendapatan-LO, selain dari pendapatan LRA sudah termasuk 

kenaikan/penurunan piutang Pendapatan Pajak dan Retribusi, Piutang 

Pendapatan Transfer, Piutang Lainnya, serta Pendapatan yang Ditangguhkan 

yaitu Retribusi Parkir Dinas Perhubungan via QRent periode 29-31 Desember 

2021 yang baru disetorkan ke kasda tanggal 4 Januari 2022 senilai 

Rp36.221.376,00. Tidak termasuk dalam Pendapatan-LO yakni Retribusi 
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Parkir Dinas Perhubungan via QRent periode 16-31 Desember 2021 yang baru 

disetorkan Tahun 2021 senilai Rp11.347.000,00 yang tercatat di LRA. 

Pendapatan-LO Tahun 2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.93. Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan LO dan Pendapatan 

LRA 
Uraian 2021 2020 Kenaikan / (Penurunan) 

Pendapatan Asli Daerah 141.012.316.719,27  144.423.035.767,62  (3.410.719.048,35) 

Piutang Pajak Daerah 54.129.089.348,52  61.084.407.003,21  (6.955.317.654,69) 

Piutang Retribusi 2.245.240.472,00  1.832.226.049,00  413.014.423,00  

Piutang Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 

                            
630.210.059,00  

-  630.210.059,00  

Piutang Lain-lain PAD yang 

Sah 
83.971.555.463,75  81.495.055.715,41  2.476.499.748,34  

Pendapatan yang 
Ditangguhkan 

36.221.376,00  11.347.000,00  24.874.376,00  

Pendapatan Transfer 13.164.832.417,00  8.147.207.854,00  5.017.624.563,00  

Piutang Transfer Antar 

Daerah 
13.164.832.417,00  8.147.207.854,00  5.017.624.563,00  

Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah 

1.771.481.795,00  0,00  1.771.481.795,00  

Hibah Bangunan dari 

Kementerian Perikanan 
1.771.481.795,00  0,00  1.771.481.795,00  

TOTAL 3.378.387.309,65  

 

 

Realisasi Pendapatan-LO Kota Mataram digambarkan pada grafik berikut: 

 

Grafik 5.8. Pendapatan-LO 2021 dan 2020 

 
Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 
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5.4.1.1 Pendapatan Asli 

Daerah-LO 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp389.145.405.193,14 Rp398.165.387.570,79 

 

Pendapatan Asli Daerah–LO Kota Mataram pada periode 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 senilai Rp389.145.405.193,14 

dan Rp398.165.387.570,79, turun senilai Rp9.019.982.377,65 atau 2,27%. 

Pada Pendapatan Asli Daerah–LO selain dari pendapatan LRA sudah 

termasuk kenaikan/penurunan piutang pendapatan Pajak dan retribusi,  

piutang lainnya, serta pendapatan yang ditangguhkan yaitu Retribusi Parkir 

Dinas Perhubungan via QRent periode 29-31 Desember 2021 yang baru 

disetorkan ke kasda tanggal 4 Januari 2021 senilai Rp36.221.376,00. Tidak 

termasuk dalam Pendapatan-LO yakni Retribusi Parkir Dinas Perhubungan 

via QRent periode 16-31 Desember 2021 yang baru disetorkan ke kasda 

tanggal 5 Januari 2021 senilai Rp11.347.00,00 yang tercatat di LRA. 

Pendapatan Asli Daerah–LO dapat dijelaskan pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.94. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) - LO 

389.145.405.193,14  398.165.387.570,79  (9.019.982.377,65) (2,27) 

  
Pendapatan Pajak 
Daerah - LO 

135.571.751.145,81  125.192.216.814,88  10.379.534.330,93  8,29  

  
Pendapatan Retribusi 
Daerah - LO 

18.861.974.421,59  18.445.258.770,00  416.715.651,59  2,26  

  

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang 

Dipisahkan – LO 

11.148.057.117,79  9.717.625.081,62  1.430.432.036,17  14,72  

  
Lain-lain PAD yang Sah 
- LO 

223.563.622.507,95  244.810.286.904,29  (21.246.664.396,34) (8,68) 

 

Data pada tabel diatas menunjukkan kenaikan Pendapatan Pajak Daerah-LO 

sebesar 8,29%, Pendapatan Retribusi Daerah-LO naik sebesar 2,26%, 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO naik 

sebesar 14,72%, serta Lain-lain PAD yang Sah-LO turun sebesar 8,68%. 

Perbandingan saldo PAD-LO ditunjukkan pada grafik berikut: 
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Grafik 5.9. Pendapatan Asli Daerah-LO 2021 dan 2020 

 
Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 
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Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Tahun 2021 dan 2020 adalah senilai 

Rp135.571.751.145,81 dan Rp125.192.216.814,88 mengalami kenaikan 

sebesar Rp10.379.534.330,93  atau 8,29% dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.95. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Pendapatan Pajak 
Daerah - LO 

135.571.751.145,81  125.192.216.814,88  10.379.534.330,93  8,29  

  Pajak Hotel - LO 17.262.467.805,00  9.185.658.143,00  8.076.809.662,00  87,93  

  Pajak Restoran - LO 24.394.061.569,50  19.507.695.611,00  4.886.365.958,50  25,05  

  Pajak Hiburan - LO 1.633.351.926,00  1.876.605.950,00  (243.254.024,00) (12,96) 
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Pajak Penerangan 

Jalan- LO 
39.605.350.907,00  40.384.461.210,00  (779.110.303,00) (1,93) 

  Pajak Parkir - LO 1.702.445.486,00  1.604.604.097,00  97.841.389,00  6,10  

  Pajak Air Tanah - LO 1.282.926.464,56  878.333.810,88  404.592.653,68  46,06  

  
Pajak Sarang Burung 
Walet - LO 

300.000,00  300.000,00  0,00  0,00  

  
Pajak Bumi dan 
Bangunan Pedesaan 
dan Perkotaan - LO 

16.405.094.173,00  27.252.369.180,00  (10.847.275.007,00) (39,80) 

  
Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan - 
LO 

29.408.569.959,00  20.893.478.110,00  8.515.091.849,00  40,75  

 

Pendapatan Pajak Daerah-LO selain dari pendapatan LRA sudah termasuk 

penurunan piutang pendapatan pajak daerah sebesar Rp6.955.317.654,69. 

 

0,00

50.000.000.000,00

100.000.000.000,00

150.000.000.000,00

200.000.000.000,00

250.000.000.000,00

300.000.000.000,00

Pendapatan Pajak
Daerah - LO

Pendapatan
Retribusi Daerah -

LO

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan –

LO

Lain-lain PAD yang
Sah - LO

2021 2020



 Catatan atas Laporan Keuangan Kota Mataram TA 2021 

 

144 

5.4.1.1.2 Pendapatan 

Retribusi 

Daerah-LO 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp18.861.974.421,59 Rp18.445.258.770,00 

 

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2021 dan 2020 adalah senilai  

Rp18.861.974.421,59 dan Rp18.445.258.770,00, mengalami kenaikan 

sebesar Rp416.715.651,59 atau 2,26% dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.96. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Pendapatan Retribusi 

Daerah - LO 
18.861.974.421,59  18.445.258.770,00  416.715.651,59  2,26  

  
Retribusi Pelayanan 
Kesehatan - LO 

2.868.094.000,00  3.402.893.730,00  (534.799.730,00) (15,72) 

  
Retribusi Pelayanan 
Persampahan/ 
Kebersihan - LO 

4.542.886.000,00  5.245.892.000,00  (703.006.000,00) (13,40) 

  
Retribusi Pelayanan 
Parkir di Tepi Jalan 
Umum - LO 

3.114.396.185,00  1.927.801.000,00  1.186.595.185,00  61,55  

  
Retribusi Pelayanan 

Pasar - LO 
3.800.577.525,00  3.485.766.925,00  314.810.600,00  9,03  

  
Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor –  

LO 

556.635.000,00  498.510.000,00  58.125.000,00  11,66  

  
Retribusi Penyediaan 
dan/atau Penyedotan 

Kakus - LO 

48.425.000,00  52.250.000,00  (3.825.000,00) (7,32) 

  
Retribusi Pelayanan 
Tera/Tera Ulang - LO 

60.211.500,00  57.494.000,00  2.717.500,00  4,73  

  
Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi 
- LO 

1.069.518.000,00  624.104.000,00  445.414.000,00  71,37  

  
Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah - LO 
172.697.000,00  77.012.800,00  95.684.200,00  124,24  

  
Retribusi Pasar Grosir 
dan/ atau Pertokoan – 

LO 

1.317.119.800,00  1.150.463.400,00  166.656.400,00  14,49  

  
Retribusi Rumah 
Potong Hewan - LO 

312.311.000,00  315.701.000,00  (3.390.000,00) (1,07) 

  
Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan – 
LO 

794.310.975,00  1.395.037.439,00  (600.726.464,00) (43,06) 

  
Retribusi Izin Tempat 
Penjualan Minuman 
Beralkohol - LO 

32.400.000,00  38.400.000,00  (6.000.000,00) (15,63) 

  

Retribusi Perpanjangan 
Izin Mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing 
(IMTA) - LO 

172.392.436,59  173.932.476,00  (1.540.039,41) (0,89) 

 

Pendapatan Retribusi Daerah-LO selain dari pendapatan LRA sudah termasuk 

penurunan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp534.799.730,00, 

kenaikan piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 

Rp445.414.000,00, penurunan piutang retribusi kebersihan senilai 

Rp703.006.000,00, kenaikan piutang retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan 
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sebesar Rp166.656.400,00, dan penurunan piutang retribusi IMB, PIMB 

sebesar Rp600.726.464,00. 

 

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah yang 

Dipisahkan-LO 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp11.148.057.117,79 Rp9.717.625.081,62 

 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 

2021 dan 2020 senilai Rp11.148.057.117,79 dan Rp9.717.625.081,62, naik 

sebesar Rp1.430.432.036,17  atau 14,72% berupa deviden yang diterima atas 

penyertaan modal pada perusahaan daerah, yaitu pada PT. Bank NTB Syariah, 

PT. Air Minum Giri Menang Mataram, PT. Jamkrida NTB Bersaing, serta PD. 

BPR NTB. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

selain dari LRA sudah termasuk piutang deviden dari PD. BPR NTB Tahun 

Buku 2021 sebesar Rp630.210.059,00.  

 

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD 

yang Sah-LO 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp223.563.622.507,95 Rp244.810.286.904,29 

 

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 dan 2020 senilai 

Rp223.563.622.507,95 dan Rp244.810.286.904,29 turun senilai 

Rp21.246.664.396,34 atau 8,68% dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.97. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Lain-lain PAD yang Sah 

- LO 
223.563.622.507,95  244.810.286.904,29  (21.246.664.396,34) (8,68) 

  
Hasil Penjualan BMD 
yang Tidak Dipisahkan- 
LO 

689.563.030,00  0,00  689.563.030,00  0,00  

  

Hasil Pemanfaatan BMD 

yang Tidak Dipisahkan-
LO 

589.375.000,00  24.000.000,00  565.375.000,00  2.355,73  

  
Hasil Kerja Sama 
Daerah-LO 

5.850.000,00  50.000.000,00  (44.150.000,00) (88,30) 

  Jasa Giro-LO 2.564.545.121,51  3.439.511.575,54  (874.966.454,03) (25,44) 

  Pendapatan Bunga-LO 3.915.696.347,06  6.129.256.085,77  (2.213.559.738,71) (36,11) 

  

Penerimaan atas 
Tuntutan Ganti 
Kerugian Keuangan 

Daerah-LO 

1.993.000.989,77  1.268.547.583,30  724.453.406,47  57,11  

  

Pendapatan Denda atas 
Keterlambatan 

Pelaksanaan Pekerjaan-
LO 

52.174.486,20  40.552.633,00  11.621.853,20  28,66  

  
Pendapatan Denda 

Pajak Daerah-LO 
1.256.418.340,00  1.178.045.278,45  78.373.061,55  6,65  

  
Pendapatan dari 
Pengembalian-LO 

126.621.219,00  141.254.318,00  (14.633.099,00) (10,36) 

  
Pendapatan dari BLUD-

LO 
197.976.283.649,41  217.289.403.833,96  (19.313.120.184,55) (8,89) 
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Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

  

Pendapatan Dana 
Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional 

(JKN) pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP)-LO 

14.376.319.325,00  15.106.645.800,00  (730.326.475,00) (4,83) 

  
Pendapatan Denda atas 
Pelanggaran Peraturan 

Daerah-LO 

17.775.000,00  0,00  0,00  0,00  

  
Lain-lain PAD Yang Sah 
Lainnya - LO 

0,00  143.069.796,27  (143.069.796,27) (100,00) 

 

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO selain dari pendapatan LRA sudah 

termasuk penurunan piutang denda pajak hotel senilai Rp3.809.240,00, 

kenaikan piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp2.493.056.342,00, penurunan 

piutang TGR sebesar Rp11.279.328,00, penurunan piutang jasa giro sebesar 

Rp1.468.025,66, dan kenaikan pendapatan yang ditangguhkan sebesar 

Rp24.874.376,00. 

 
5.4.1.2 Pendapatan 

Transfer-LO 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp975.261.341.565,00 Rp967.902.936.207,00 

 

Pendapatan Transfer-LO Kota Mataram adalah Pendapatan untuk periode 1 

Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 senilai 

Rp975.261.341.565,00 dan Rp967.902.936.207,00, naik sebesar 

Rp7.358.405.358,00 atau 0,76%. Pendapatan Transfer-LO selain dari 

pendapatan LRA sudah termasuk kenaikan Piutang Bagi Hasil Pajak dari 

Pemerintah Propinsi sebesar Rp5.017.624.563,00. 

 

Tabel 5.98. Rincian Pendapatan Transfer 2021 dan 2020  

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Pendapatan Transfer 975.261.341.565,00  967.902.936.207,00  7.358.405.358,00  0,76  

Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat - Dana 

Perimbangan 

851.520.949.645,00  818.555.691.610,00  32.965.258.035,00  4,03  

Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat - Lainnya 
30.244.134.000,00  63.730.680.000,00  (33.486.546.000,00) (52,54) 

Pendapatan Transfer 
Antar Daerah 

93.496.257.920,00  85.616.564.597,00  7.879.693.323,00  9,20  

 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan senilai 

Rp851.520.949.645,00 bersumber dari Dana Bagi Hasil, DAU, dan DAK. 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya merupakan Dana Insentif 

Daerah sebesar Rp30.244.134.000,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah 

berasal dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebesar Rp93.496.257.920,00. 
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Tabel 5.99. Penjelasan atas Rincian Pendapatan Transfer-LO 2021 dan 

2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Pendapatan Transfer 975.261.341.565,00  967.902.936.207,00  7.358.405.358,00  0,76  

Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat - 
Dana Perimbangan 

851.520.949.645,00  818.555.691.610,00  32.965.258.035,00  4,03  

  
Dana Transfer 

Umum-Dana Bagi 

Hasil (DBH) 

110.600.553.924,00  91.405.321.668,00  19.195.232.256,00  21,00  

  
Dana Transfer 

Umum-Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

569.742.255.000,00  579.228.725.000,00  (9.486.470.000,00) (1,64) 

  
Dana Transfer 

Khusus-Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Fisik 

86.651.605.041,00  52.462.532.738,00  34.189.072.303,00  65,17  

  

Dana Transfer 
Khusus-Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Non 
Fisik 

84.526.535.680,00  95.459.112.204,00  (10.932.576.524,00) (11,45) 

Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat - 
Lainnya 

30.244.134.000,00  63.730.680.000,00  (33.486.546.000,00) (52,54) 

  
Dana Transfer 

Umum-Dana Bagi 

Hasil (DBH) 

30.244.134.000,00  63.730.680.000,00  (33.486.546.000,00) (52,54) 

Pendapatan Transfer 
Antar Daerah 

93.496.257.920,00  85.616.564.597,00  7.879.693.323,00  9,20  

  
Bagi Hasil Pajak 
Kendaraan Bermotor 

31.292.341.537,00  28.162.672.583,00  3.129.668.954,00  11,11  

  
Bagi Hasil Bea Balik 
Nama Kendaraan 
Bermotor 

17.617.343.363,00  14.569.578.740,00  3.047.764.623,00  20,92  

  
Bagi Hasil Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan 
Bermotor 

22.101.677.291,00  19.020.735.714,00  3.080.941.577,00  16,20  

  
Bagi Hasil Pajak Air 

Permukaan 
39.386.859,00  31.113.509,00  8.273.350,00  26,59  

  Bagi Hasil Pajak Rokok 22.445.508.870,00  23.832.464.051,00  (1.386.955.181,00) (5,82) 

 

Pada Pendapatan Transfer-LO tidak termasuk realisasi Piutang Bagi Hasil 

Pajak Provinsi sebesar Rp8.147.207.854,00. 

 

5.4.1.3 Lain-lain 

Pendapatan 

Daerah yang Sah-

LO 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp58.857.859.510,77 Rp61.707.442.604,00 

 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO periode 1 Desember sampai 

dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah senilai Rp58.857.859.510,77 dan 

Rp61.707.442.604,00 turun sebesar Rp2.849.583.093,23 atau 4,62% dengan 

rincian sebagai berikut: 
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Tabel 5.100. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO 2021 

dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah - LO 

58.857.859.510,77  61.707.442.604,00  (2.849.583.093,23) (4,62) 

  Pendapatan Hibah 1.771.481.795,00  9.993.932.604,00  (8.222.450.809,00) (82,27) 

  
Pendapatan Dana 
Darurat 

0,00  0,00  0,00  0,00  

  Pendapatan Lainnya 57.086.377.715,77  51.713.510.000,00  5.372.867.715,77  10,39  

 

Pendapatan Hibah pada Tahun 2021 senilai Rp1.771.481.795,00 bersumber 

dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya 

Saing Produk Kelautan dan Perikanan ke Pemerintah Kota Mataram atas 1 

paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Sentra Kuliner Ikan dan 

Pengawasan dengan Berita Acara Hibah Nomor 

6533/DJPDSPKP.01/PL.740/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021. 

Pendapatan Lainnya terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS senilai 

Rp52.361.009.000,00 ditambah Pendapatan atas Pengembalian Hibah Dana 

Bos tahun sebelumnya senilai Rp4.725.368.715,77.  
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5.4.2 Beban-LO 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp1.336.751.631.790,85 Rp1.392.639.068.503,63 

 

Beban-LO adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode Tahun 

anggaran yang menjadi beban daerah. Beban diakui atas dasar akrual, pada 

saat timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak 

lain ke entitas akuntansi atau entitas pelaporan tanpa diikuti keluarnya Kas 

Umum Daerah. Beban-LO untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 

Desember 2021 dan 2020 senilai Rp1.336.751.631.790,85 dan 

Rp1.392.639.068.503,63 turun senilai Rp55.887.436.712,78 atau 4,01% 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.101. Rincian Beban-LO 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Beban 1.336.751.631.790,85  1.392.639.068.503,63  (55.887.436.712,78) (4,01) 

  Beban Operasi 1.164.608.047.582,62  1.120.292.419.487,60  44.315.628.095,02  3,96  

  
Beban Penyusutan dan 
Amortisasi 

156.853.671.263,23  139.733.578.928,03  17.120.092.335,20  12,25  

  Beban Transfer 1.487.132.625,00  1.351.350.000,00  135.782.625,00  10,05  

  Beban Tak Terduga 13.802.780.320,00  131.261.720.088,00  (117.458.939.768,00) (89,48) 

 

Beban-LO pada tabel diatas sudah termasuk Beban dari BLUD pada RSUD 

Kota Mataram senilai Rp199.012.541.834,37, Beban Operasi JKN yang 

dikelola oleh puskesmas di lingkup Kota Mataram senilai 

Rp12.908.096.118,00, dan Beban Operasi Dana BOS yang dikelola oleh 

sekolah-sekolah di lingkup Pemerintah Kota Mataram senilai 

Rp43.876.188.756,00. Perbandingan Beban-LO dan Belanja Operasi serta 

Transfer LRA dapat dijelaskan pada tabel berikut:  

 

Tabel 5.102.Perbandingan Saldo Beban pada LO dan LRA Tahun 2021 
Uraian Saldo LO Saldo LRA Selisih 

Beban 1.336.751.631.790,85  1.196.806.252.212,37  139.945.379.578,48  

Beban Pegawai 
                    

553.046.987.585,00  

               

533.067.274.236,00  
19.979.713.349,00  

Beban Barang dan Jasa 
                    

574.135.203.687,34  

               

551.664.057.633,37  
22.471.146.053,97  

Beban Bunga 0,00 0,00 0,00  

Beban Subsidi 0,00 0,00 0,00  

Beban Hibah 
                      

36.748.770.720,00  
                 

89.609.889.501,00  
(52.861.118.781,00) 

Beban Bantuan Sosial 
                        

9.773.810.780,00  
                   

9.773.810.780,00  
0,00  

Beban Penyisihan Piutang 
                       

(9.096.725.189,72) 
0,00 (9.096.725.189,72) 

Beban Penyusutan dan 

Amortisasi 
156.853.671.263,23  0,00  156.853.671.263,23  

Beban Transfer 1.487.132.625,00  1.441.350.000,00  45.782.625,00  

Beban Tak Terduga 13.802.780.320,00  11.249.870.062,00  2.552.910.258,00  

 

Pada Beban-LO, selain dari Belanja Operasi dan Transfer di LRA sudah 

termasuk kenaikan persediaan dari APBD sebesar Rp9.177.120.977,38, 

kenaikan persediaan dari dana BOS sebesar Rp460.280.070,00, penurunan 
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persediaan dari BTT Covid sebesar Rp2.552.910.258,00, kenaikan hutang 

barang dan jasa sebesar Rp13.157.530.285,00, penurunan hutang beban 

listrik/air telepon sebesar Rp2.475.514.831,00, kenaikan hutang beban 

pegawai sebesar Rp938.840.798,00, penurunan beban dibayar dimuka berupa 

sewa gedung kantor sebesar Rp15.264.583,34, penurunan penyisihan piutang 

sebesar Rp9.096.725.189,72, kenaikan akumulasi amortisasi aset tidak 

berwujud sebesar Rp742.295.659,00, dan kenaikan akumulasi penyusutan 

sebesar Rp156.853.671.263,23  yang dapat dijelaskan pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.103. Rincian Selisih Saldo Beban pada LO dan LRA Tahun 

2021 
Uraian 2021 2020 Kenaikan / (Penurunan) 

Beban Pegawai 27.230.161.959,00  7.250.448.610,00  19.979.713.349,00  

Utang Belanja Pegawai 8.195.965.108,00  7.250.448.610,00  945.516.498,00  

Reklas Beban Pegawai 

BOS 
19.034.196.851,00  0,00  19.034.196.851,00  

Beban Barang dan 
Jasa 

65.693.403.431,23  43.222.257.377,26  22.471.146.053,97  

Persediaan dari APBD (26.271.676.711,12) (17.094.555.733,74) (9.177.120.977,38) 

Persediaan dari Dana 
BOS 

460.280.070,00  0,00  460.280.070,00  

Persediaan dari BTT 
Covid 

60.890.000,00  2.613.800.258,00  (2.552.910.258,00) 

Utang Beban Barang 

dan Jasa 
68.156.323.183,00  54.998.792.898,00  13.157.530.285,00  

Utang Beban Listrik, Air, 
Telfon 

333.605.124,00  2.809.119.955,00  (2.475.514.831,00) 

Sewa dibayar dimuka (89.635.416,66) (104.900.000,00) 15.264.583,34  

Reklas Beban Barang 
dan Jasa BOS 

24.841.991.905,00  0,00  24.841.991.905,00  

Atribusi Beban Barjas ke 

Aset Tetap 
(1.798.374.722,99) 0,00  (1.798.374.722,99) 

Beban Hibah (52.861.118.781,00) 0,00  (52.861.118.781,00) 

Reklas Beban Hibah BOS (52.432.704.911,00) 0,00  (52.432.704.911,00) 

Persediaan dari Belanja 
Hibah BOS 

(460.280.070,00) 0,00  (460.280.070,00) 

CP Belanja Hibah BOS 31.866.200,00  0,00  31.866.200,00  

Penyisihan Piutang 
                 

(51.365.899.826,90) 
           

(60.462.625.016,62) 
(9.096.725.189,72) 

Beban Penyusutan 

dan Amortisasi 
1.342.383.257.855,37  1.185.529.586.592,14  156.853.671.263,23  

Amortisasi Aset Tidak 

Berwujud 
2.887.651.695,00  2.145.356.036,00  742.295.659,00  

Akumulasi Penyusutan 1.339.495.606.160,37  1.183.384.230.556,14  156.111.375.604,23  

Utang Bantuan 

Keuangan 
45.782.625,00  0,00  45.782.625,00  

Persediaan dari BTT 
Covid 

60.890.000,00  2.613.800.258,00  2.552.910.258,00  

TOTAL 139.945.379.578,48  

 

5.4.2.1 Beban Operasi 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp1.164.608.047.582,62 Rp1.120.292.419.487,60 

 

Beban Operasi untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 

2021 dan 2020 senilai Rp1.164.608.047.582,62 dan Rp1.120.292.419.487,60 
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naik senilai Rp44.315.628.095,02 atau 3,96%. Beban Operasi terdiri dari 

Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban 

Hibah, Beban Bantuan Sosial, serta Beban Penyisihan Piutang. Beban Barang 

dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut: 

 

Tabel 5.104. Rincian Beban Operasi 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Beban Operasi 1.164.608.047.582,62  1.120.292.419.487,60  44.315.628.095,02  3,96  

  Beban Pegawai 553.046.987.585,00  579.285.429.858,00  (26.238.442.273,00) (4,53) 

  Beban Barang dan Jasa 574.135.203.687,34  418.652.633.828,73  155.482.569.858,61  37,14  

  Beban Bunga 0,00  0,00  0,00  0,00  

  Beban Subsidi 0,00  0,00  0,00  0,00  

  Beban Hibah 36.748.770.720,00  101.327.770.138,00  (64.578.999.418,00) (63,73) 

  Beban Bantuan Sosial 9.773.810.780,00  11.676.200.000,00  (1.902.389.220,00) (16,29) 

  
Beban Penyisihan 
Piutang 

(9.096.725.189,72) 9.350.385.662,87  (18.447.110.852,59) (197,29) 

 

5.4.2.1.1 Beban Pegawai 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp553.046.987.585,00 Rp579.285.429.858,00 

 

Beban Pegawai untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 

2021 dan 2020 senilai Rp553.046.987.585,00 dan Rp579.285.429.858,00 

turun senilai Rp26.238.442.273,00 atau 4,53%. Beban Pegawai sudah 

termasuk Beban Pegawai yang diakui sebagai Utang pada tahun berikutnya. 

Beban Pegawai dapat dirinci sebagai berikut: 

 

Tabel 5.105. Rincian Beban Pegawai 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Beban Pegawai - LO 553.046.987.585,00  579.285.429.858,00  (26.238.442.273,00) (4,53) 

  
Beban Gaji dan 
Tunjangan ASN 

333.180.475.699,00  416.166.913.939,00  (82.986.438.240,00) (19,94) 

  
Beban Tambahan 

Penghasilan ASN 
164.464.989.352,00  58.226.310.724,00  106.238.678.628,00  182,46  

  

Beban Tambahan 
Penghasilan 

berdasarkan 
Pertimbangan Objektif 
Lainnya ASN 

11.763.083.204,00  5.979.221.125,00  5.783.862.079,00  96,73  

  
Beban Gaji dan 
Tunjangan DPRD 

22.688.594.720,00  0,00  22.688.594.720,00  0,00  

  
Beban Gaji dan 

Tunjangan KDH/WKDH 
1.003.167.759,00  0,00  1.003.167.759,00  0,00  

  
Beban Penerimaan 
Lainnya Pimpinan DPRD 
serta KDH/WKDH 

912.480.000,00  7.953.780.000,00  (7.041.300.000,00) (88,53) 

  
Beban 
Hadiah/Penghargaan - 
LO 

0,00  26.100.000,00  (26.100.000,00) (100,00) 

  Beban Pegawai BLUD 0,00  4.975.384.122,00  (4.975.384.122,00) (100,00) 

  
Beban Honorarium PNS-
LO 

0,00  58.818.515.350,00  (58.818.515.350,00) (100,00) 

  
Honorarium Non PNS-
LO 

0,00  9.091.253.078,00  (9.091.253.078,00) (100,00) 
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Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

  

Beban Beasiswa 
Pendidikan PNS 
(Diterima oleh 

Perorangan)-LO 

0,00  20.000.000,00  (20.000.000,00) (100,00) 

  Beban Pegawai BOS 19.034.196.851,00  18.027.951.520,00  1.006.245.331,00  5,58  

 

5.4.2.1.2 
Beban Barang 

dan Jasa 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp574.135.203.687,34 Rp418.652.633.828,73 

 

Beban Barang dan Jasa untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 

Desember 2021 dan 2020 senilai Rp574.135.203.687,34 dan 

Rp418.652.633.828,73 naik senilai Rp155.482.569.858,61  atau 37,14%. 

Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban Barang, Beban Jasa, Beban 

Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk 

Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan 

Jasa BOS, serta Beban Barang dan Jasa BLUD. Beban Barang dan Jasa dapat 

dirinci sebagai berikut: 

 

Tabel 5.106. Rincian Beban Barang dan Jasa 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Beban Barang dan Jasa 574.135.203.687,34  418.652.633.828,73  155.482.569.858,61  37,14  

  Beban Barang 81.857.108.868,63  49.377.768.768,69  32.479.340.099,94  65,78  

  Beban Jasa 230.832.973.958,34  153.067.136.596,66  77.765.837.361,68  50,81  

  Beban Pemeliharaan 15.777.589.016,00  15.904.785.606,00  (127.196.590,00) (0,80) 

  Beban Perjalanan Dinas 17.204.636.305,00  15.633.846.444,80  1.570.789.860,20  10,05  

  

Beban Uang dan/atau 
Jasa untuk Diberikan 
kepada Pihak 
Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat 

4.608.361.800,00  259.500.000,00  4.348.861.800,00  1.675,86  

  
Beban Barang dan Jasa 
BOS 

24.841.991.905,00  24.259.554.523,00  582.437.382,00  2,40  

  
Beban Barang dan Jasa 
BLUD 

199.012.541.834,37  160.150.041.889,58  38.862.499.944,79  24,27  

 

5.4.2.1.2.1 Beban Barang 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp81.857.108.868,63 Rp49.377.768.768,69 

 

Beban Barang Tahun 2021 dan 2020 adalah senilai Rp81.857.108.868,63 dan 

Rp49.377.768.768,69 naik senilai Rp32.479.340.099,94  atau 65,78%. Pada 

Tahun 2020 Beban Barang diklasifikasikan sebagai Beban Persediaan. Beban 

Persediaan dapat dirinci sebagai berikut: 

 

Tabel 5.107. Rincian Beban Barang 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Beban Barang 81.857.108.868,63  49.377.768.768,69  32.479.340.099,94  65,78  

  
Beban Barang Pakai 
Habis 

81.843.453.868,63  0,00  81.843.453.868,63  0,00  

  
Beban Barang Tak Habis 
Pakai 

13.655.000,00  0,00  13.655.000,00  0,00  
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Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

  
Beban Bahan Pakai 

Habis 
0,00  18.057.694.973,61  (18.057.694.973,61) (100,00) 

  

Beban Barang Untuk 

Diserahkan kepada 
Masyarakat/Pihak Ketiga 

0,00  208.144.982,00  (208.144.982,00) (100,00) 

  
Beban Cetak dan 

Penggandaan 
0,00  6.896.941.721,40  (6.896.941.721,40) (100,00) 

  
Beban Makanan dan 
Minuman 

0,00  14.692.314.260,00  (14.692.314.260,00) (100,00) 

  
Beban Pakaian Dinas 

dan Atributnya 
0,00  408.540.000,00  (408.540.000,00) (100,00) 

  Beban Pakaian Kerja 0,00  226.218.000,00  (226.218.000,00) (100,00) 

  
Beban Pakaian khusus 
dan hari-hari tertentu 

0,00  945.447.500,00  (945.447.500,00) (100,00) 

  
Beban Persediaan 

Bahan/ Material 
0,00  7.942.467.331,68  (7.942.467.331,68) (100,00) 

 

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp230.832.973.958,34 Rp153.067.136.596,66 

 

Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020 adalah senilai Rp230.832.973.958,34 dan 

Rp153.067.136.596,66 turun senilai Rp77.765.837.361,68 atau 50,81,%. 

Beban Jasa dapat dirinci sebagai berikut: 

 

Tabel 5.108. Rincian Beban Jasa 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Beban Jasa 230.832.973.958,34  153.067.136.596,66  77.765.837.361,68  50,81  

  Beban Jasa Kantor 199.583.309.375,00  148.175.730.187,00  51.407.579.188,00  34,69  

  
Beban Iuran 
Jaminan/Asuransi 

10.994.383.088,00  0,00  10.994.383.088,00  0,00  

  Beban Sewa Tanah 113.685.000,00  0,00  113.685.000,00  0,00  

  
Beban Sewa Peralatan 
dan Mesin 

1.121.414.184,00  0,00  1.121.414.184,00  0,00  

  
Beban Sewa Gedung 
dan Bangunan 

3.541.404.583,34  1.162.291.666,66  2.379.112.916,68  204,69  

  
Beban Sewa Jalan, 
Jaringan dan Irigasi 

18.000.000,00  0,00  18.000.000,00  0,00  

  
Beban Sewa Aset Tetap 
Lainnya 

195.966.000,00  0,00  195.966.000,00  0,00  

  
Beban Jasa Konsultansi 
Konstruksi 

4.145.963.910,00  0,00  4.145.963.910,00  0,00  

  
Beban Jasa Konsultansi 
Non Konstruksi 

2.517.988.500,00  0,00  2.517.988.500,00  0,00  

  
Beban Jasa 
Ketersediaan Layanan 

(Availibility Payment) 

6.497.378.616,00  0,00  6.497.378.616,00  0,00  

  
Beban Beasiswa 
Pendidikan PNS 

135.500.000,00  0,00  135.500.000,00  0,00  

  

Beban Kursus/Pelatihan, 
Sosialisasi, Bimbingan 

Teknis serta Pendidikan 
dan Pelatihan 

1.850.980.702,00  0,00  1.850.980.702,00  0,00  
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Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

  
Beban Jasa Insentif bagi 
Pegawai Non ASN atas 
Pemungutan Retribusi 

117.000.000,00  0,00  117.000.000,00  0,00  

  
Beban 
Hadiah/Penghargaan 

0,00  221.295.000,00  (221.295.000,00) (100,00) 

  Beban Jasa Konsultasi 0,00  1.794.714.000,00  (1.794.714.000,00) (100,00) 

  

Beban Kursus, 
Pelatihan, Sosialisasi 

dan Bimbingan Teknis 
PNS 

0,00  503.920.000,00  (503.920.000,00) (100,00) 

  
Beban Persediaan 

Peralatan Dapur 
0,00  41.823.000,00  (41.823.000,00) (100,00) 

  Beban Premi Asuransi 0,00  347.942.743,00  (347.942.743,00) (100,00) 

  
Beban Sewa 
Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 

0,00  733.763.000,00  (733.763.000,00) (100,00) 

  
Beban Sewa Sarana 

Mobilitas 
0,00  85.657.000,00  (85.657.000,00) (100,00) 

 

 

5.4.2.1.2.3 
Beban 

Pemeliharaan 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp15.777.589.016,00 Rp15.904.785.606,00 

 

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020 adalah senilai 

Rp15.777.589.016,00 dan Rp15.904.785.606,00 turun senilai 

Rp127.196.590,00 atau 0,80%. Beban Pemeliharaan dapat dirinci sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5.109. Rincian Beban Pemeliharaan 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Beban Pemeliharaan 15.777.589.016,00  15.904.785.606,00  (127.196.590,00) (0,80) 

  
Beban Pemeliharaan 

Tanah 
1.859.520.000,00  0,00  1.859.520.000,00  0,00  

  
Beban Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 
9.949.681.304,00  0,00  9.949.681.304,00  0,00  

  
Beban Pemeliharaan 
Gedung dan Bangunan 

2.053.383.096,00  0,00  2.053.383.096,00  0,00  

  
Beban Pemeliharaan 
Jalan, Jaringan, dan 
Irigasi 

1.858.514.000,00  0,00  1.858.514.000,00  0,00  

  
Beban Pemeliharaan 
Aset Tetap Lainnya 

56.490.616,00  0,00  56.490.616,00  0,00  

  Beban Pemeliharaan 0,00  4.657.649.906,00  (4.657.649.906,00) (100,00) 

  
Beban Perawatan 
Kendaraan Bermotor 

0,00  11.247.135.700,00  (11.247.135.700,00) (100,00) 
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5.4.2.1.2.4 

Beban 

Perjalanan 

Dinas 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp17.204.636.305,00 Rp15.633.846.444,80 

 

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020 adalah senilai 

Rp17.204.636.305,00 dan Rp15.633.846.444,80 naik senilai 

Rp1.570.789.860,20   atau 10,05%. 
 

5.4.2.1.2.5 

Beban Uang / 

Jasa untuk 

Diberikan 

kepada 

Masyarakat 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp4.608.361.800,00 Rp259.500.000,00 

 

Beban Uang / Jasa untuk Diberikan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 

2020 adalah senilai Rp4.608.361.800,00 dan Rp259.500.000,00. Beban 

Uang / Jasa Tahun 2020 senilai diklasifikasikan sebagai Beban Jasa. 

 

5.4.2.1.2.6 
Beban Barang 

dan Jasa BOS 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp24.841.991.905,00 Rp24.259.554.523,00 

Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2021 dan 2020 adalah senilai 

Rp24.841.991.905,00 dan Rp24.259.554.523,00 naik sebesar 

Rp582.437.382,00 atau 2,40%. Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2020 

diklasifikasikan sebagai Beban Jasa. 

 

5.4.2.1.2.7 
Beban Barang 

dan Jasa BLUD 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp199.012.541.834,37 Rp160.150.041.889,58 

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2021 dan 2020 adalah senilai 

Rp199.012.541.834,37 dan Rp160.150.041.889,58 naik sebesar 

Rp38.862.499.944,79 atau 24,27%. Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 

2020 diklasifikasikan sebagai Beban Jasa. 

 

5.4.2.1.3 Beban Hibah 
31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp36.748.770.720,00 Rp101.327.770.138,00 

 

Jumlah Beban Hibah untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar 

Rp36.748.770.720,00 dan Rp101.327.770.138,00, turun senilai 

Rp64.578.999.418,00 atau 63,73% dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.110. Rincian Beban Hibah 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Beban Hibah 36.748.770.720,00  101.327.770.138,00  (64.578.999.418,00) (63,73) 
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Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

  

Beban Hibah Uang 
kepada Badan dan 
Lembaga yang Bersifat 

Nirlaba, Sukarela dan 
Sosial yang Dibentuk 
Berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan 

2.817.025.000,00  0,00  2.817.025.000,00  0,00  

  

Beban Hibah Uang 
kepada Badan dan 
Lembaga Nirlaba, 

Sukarela dan Sosial 
yang Telah Memiliki 
Surat Keterangan 
Terdaftar 

12.025.900.000,00  0,00  12.025.900.000,00  0,00  

  

Beban Hibah kepada 
Badan dan Lembaga 
Nirlaba, Sukarela 
Bersifat Sosial 

Kemasyarakatan 

20.899.700.000,00  0,00  20.899.700.000,00  0,00  

  
Beban Hibah Bantuan 
Keuangan Kepada Partai 

Politik 

1.006.145.720,00  0,00  1.006.145.720,00  0,00  

  
Belban Hibah kepada 

Kelompok Masyarakat 
0,00  22.853.503.371,00  (22.853.503.371,00) (100,00) 

  
Beban Hibah kepada 
Badan / Lembaga / 

Organisasi 

0,00  68.828.086.730,00  (68.828.086.730,00) (100,00) 

  
Beban Hibah Dana BOP 

PAUD 
0,00  4.485.900.000,00  (4.485.900.000,00) (100,00) 

  

Beban Hibah Dana 
Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan 
Pendidikan Kesehatan 

0,00  653.850.000,00  (653.850.000,00) (100,00) 

  
Beban Hibah Kepada 

Partai Politik 
0,00  972.209.220,00  (972.209.220,00) (100,00) 

  Beban Hibah Pariwisata 0,00  3.534.220.817,00  (3.534.220.817,00) (100,00) 

 

Pada Beban Hibah diatas sudah termasuk Beban Hibah Kepada Partai Politik 

sebesar Rp1.006.145.720,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Bantuan keuangan parpol untuk DPC Partai 

Demokrat Kota Mataram yang memperoleh 

4 (empat) kursi di DPRD kota mataram 

dengan perolehan18.804 suara 

Rp 85.370.160,00  

2. Bantuan keuangan parpol untuk DPC Partai 

nasdem Kota Mataram yang memperoleh 1 

(satu) kursi di DPRD kota mataram dengan 

perolehan12.885 suara 

Rp 58.497.900,00  

3. Bantuan keuangan parpol untuk DPD Partai 

Amanat Nasional (PAN) Kota Mataram 

yang memperoleh 3 (tiga) kursi di DPRD 

kota mataram dengan perolehan 16.243 

suara 

Rp 73.743.220,00  
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4. Bantuan keuangan parpol untuk DPC Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) Kota 

Mataram yang memperoleh 3 (tiga) kursi di 

DPRD kota mataram dengan perolehan 

16.282 suara 

Rp 75.736.280,00  

5. Bantuan keuangan parpol untuk DPD Partai 

Golongan Karya (Golkar)  Kota Mataram 

yang memperoleh 9 (sembilan) kursi di 

DPRD kota mataram dengan perolehan 

36.401 suara 

Rp 165.260.540,00  

6. Bantuan keuangan parpol untuk DPC Partai 

Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota 

Mataram dengan perolehan 1 (satu) suara di 

DPRD Kota mataram sejumlah 6.866 suara 

Rp 31.171.640,00  

7. Bantuan keuangan parpol untuk DPC Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

Kota Mataram dengan perolehan 5 (lima) 

kursi di DPRD Kota mataram sejumlah 

23.724 suara 

Rp 107.706.960,00  

8. Bantuan keuangan parpol untuk DPD Partai 

Beringin Karya  (BERKARYA) Kota 

Mataram dengan perolehan 1 (satu) kursi di 

DPRD Kota mataram sejumlah 11.278 suara 

Rp 51.206.660,00  

9. Bantuan keuangan parpol untuk DPC Partai 

Gerakan Indonesia Raya  Kota Mataram 

dengan perolehan 6 (enam) kursi di DPRD 

Kota Mataram sejumlah 32.420 suara 

Rp 147.186.800,00  

10. Bantuan keuangan parpol untuk DPD Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Mataram 

dengan perolehan 6 (enam) kursi di DPRD 

Kota Mataram sejumlah 22.782 suara 

Rp 103.430.280,00  

11. Bantuan keuangan parpol untuk DPK Partai 

Keadilan dan Persatuan (PKP) Kota 

Mataram dengan perolehan 1 (satu) kursi di 

DPRD Kota Mataram sejumlah 7.475 suara 

Rp 33.936.500,00  

12. Bantuan keuangan parpol untuk DPC Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Mataram 

dengan perolehan 1 (satu) kursi di DPRD 

Kota Mataram sejumlah 16.057 suara 

 72.898.780,00  

 

5.4.2.1.4 
Beban Bantuan 

Sosial 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp9.773.810.780,00 Rp11.676.200.000,00 

 

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar 

Rp9.773.810.780,00 dan Rp11.676.200.000,00, turun sebesar 

Rp1.902.389.220,00 atau 16,29% dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 5.111. Rincian Beban Bantuan Sosial 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Beban Bantuan Sosial 9.773.810.780,00  11.676.200.000,00  (1.902.389.220,00) (16,29) 

  

Beban Bantuan Sosial 
Uang yang 
Direncanakan kepada 

Individu 

4.196.780.000,00  0,00  4.196.780.000,00  0,00  

  

Beban Bantuan Sosial 

Barang yang 
Direncanakan kepada 
Individu 

259.055.780,00  0,00  259.055.780,00  0,00  

  

Beban Bantuan Sosial 
Uang yang 
Direncanakan kepada 

Keluarga 

787.000.000,00  0,00  787.000.000,00  0,00  

  

Beban Bantuan Sosial 

Uang yang 
Direncanakan kepada 
Kelompok Masyarakat 

3.460.300.000,00  0,00  3.460.300.000,00  0,00  

  
Beban Bantuan Sosial 
Barang kepada 
Kelompok Masyarakat 

908.675.000,00  0,00  908.675.000,00  0,00  

  

Beban Bantuan Sosial 

Uang yang 
Direncanakan kepada 
Lembaga Non 
Pemerintahan (Bidang 

Pendidikan, Keagamaan 
dan Bidang Lainnya) 

162.000.000,00  0,00  162.000.000,00  0,00  

  
Beban Bantuan Sosial 
kepada Organisasi 
Sosial Kemasyarakatan 

0,00  3.412.500.000,00  (3.412.500.000,00) (100,00) 

  
Beban Bantuan Sosial 
kepada Masyarakat 

0,00  8.263.700.000,00  (8.263.700.000,00) (100,00) 

 

5.4.2.1.5 Beban 

Penyisihan 

Piutang 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

(Rp9.096.725.189,72) Rp9.350.385.662,87 

 

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar 

(Rp9.096.725.189,72) dan Rp9.350.385.662,87 merupakan penyisihan tahun 

berjalan atas Piutang Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Piutang Lainnya 

termasuk pada RSUD Kota Mataram sebagai BLUD. Dibanding tahun 2020, 

Beban Penyisihan Piutang turun sebesar Rp18.447.110.852,59 atau 197,29% 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.113. Rincian Beban Penyisihan Piutang 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Beban Penyisihan 
Piutang 

(9.096.725.189,72) 9.350.385.662,87  (18.447.110.852,59) (197,29) 

  
Beban Penyisihan 
Piutang Pajak 

(9.884.319.697,57) 2.352.119.331,62  (12.236.439.029,19) (520,23) 

  
Beban Penyisihan 
Piutang Retribusi 

164.285.324,60  148.995.737,00  15.289.587,60  10,26  

  
Beban Penyisihan 

Piutang Lainnya 
623.309.183,25  6.849.270.594,25  (6.225.961.411,00) (90,90) 
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5.4.2 Beban 

Penyusutan dan 

Amortisasi 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp156.853.671.263,23 Rp139.733.578.928,03 

 

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar 

Rp156.853.671.263,23 dan Rp139.733.578.928,03, naik sebesar 

Rp17.120.092.335,20  atau 12,25 % dengan rincian sebagai berikut:  

 

Tabel 5.112. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 2021 dan 2020 

Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
% 

Beban Penyusutan dan 

Amortisasi 
156.853.671.263,23  139.733.578.928,03  17.120.092.335,20  12,25  

  
Beban Penyusutan  
Peralatan dan Mesin 

79.061.445.766,89  66.619.015.103,69  12.442.430.663,20  18,68  

  
Beban Penyusutan 

Gedung dan Bangunan 
19.906.146.131,00  17.458.274.728,00  2.447.871.403,00  14,02  

  
Beban Penyusutan 
Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

57.143.783.706,34  54.310.708.567,34  2.833.075.139,00  5,22  

  
Beban Penyusutan Aset 
Tetap Lainnya 

0,00  0,00  0,00  0,00  

  
Beban Amortisasi Aset 

Tidak Berwujud 
742.295.659,00  1.345.580.529,00  (603.284.870,00) (44,83) 

 

5.4.3 
Beban Bantuan 

Keuangan 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp1.487.132.625,00 Rp1.351.350.000,00 

 

Jumlah Beban Transfer untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah senilai 

Rp1.487.132.625,00 dan Rp1.351.350.000,00, naik sebesar 

Rp135.782.625,00  atau 10,05%. Nilai tersebut merupakan dukungan dana 

bantuan keuangan kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 

pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah regional Kebun 

Kongok bulan Desember 2020 sebesar Rp124.521.375,00 dan bulan Januari 

sampai November 2021 sebesar Rp1.316.828.625,00, termasuk utang bagian 

bulan Desember 2021 sebesar Rp45.782.625,00. 

 

5.4.4 Beban Tak 

Terduga 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp13.802.780.320,00 Rp131.261.720.088,00 

 

Beban Tak Terduga Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp13.802.780.320,00 dan 

Rp131.261.720.088,00, turun sebesar Rp117.458.939.768,00 atau 89,48% 

dengan uraian sebagai berikut: 

- Beban Tak Terduga untuk pengembalian 

sisa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka 

Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 

Anggaran 2020 

Rp 1.084.363.387,00 

- Beban Tak Terduga untuk pencegahan 

penyebaran Corona Virus Disease (Covid-

19) di lingkup Kota Mataram 

Rp 9.891.894.175,00 



 Catatan atas Laporan Keuangan Kota Mataram TA 2021 

 

160 

- Beban Tak Terduga untuk pengembalian 

kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 

2020 

Rp 22.050.000,00 

- Beban Tak Terduga untuk Siaga Darurat 

Bencana Alam banjir,tanah longsor,angin 

puting beliung dan Percepatan Penanganan 

Covid -19 Tahun Anggaran 2021 

Rp 190.667.500,00 

- Penggunaan Persediaan yang Bersumber 

dari Dana BTT Covid Tahun 2020 

Rp 2.613.805.258,00 

 

5.4.5 Surplus / 

(Defisit)-LO 

31 Desember 2021 31 Desember 2020 

Rp86.512.974.478,06 Rp35.136.697.878,16 

 

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara jumlah Pendapatan-LO dan 

jumlah Beban-LO. Surplus/Defisit-LO Tahun 2021 dan 2020 adalah senilai 

Rp86.512.974.478,06 dan Rp35.136.697.878,16. Bila dibandingkan dengan 

Tahun 2020, Surplus/Defisit-LO mengalami kenaikan sebesar 

Rp51.376.276.599,90  atau sebesar 146,22%. 

  



 Catatan atas Laporan Keuangan Kota Mataram TA 2021 

 

161 

5.5 Penjelasan atas Akun Laporan Arus Kas (LAK) 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama 

periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non 

keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Pada Tahun 2021 Laporan Arus Kas yang 

disusun sudah termasuk arus keluar dan masuk Kas dari aktivitas BLUD, dana JKN 

dan Dana BOS sebesar ketetapan pendapatan dan belanja yang disahkan atas transaksi 

yang dilakukan RSUD selaku BLUD,  Dana JKN yang dikelola oleh Puskesmas, dan 

Dana BOS yang dikelola oleh sekolah di lingkup Kota Mataram yang dianggarkan 

pada APBD  Tahun 2021. Arus Kas Bersih per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 

senilai plus Rp27.584.002.487,69 dan minus Rp64.778.721.838,77. Dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya arus kas bersih naik senilai  Rp92.362.724.326,46 dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.114. Rincian Arus Kas 2021 dan 2020 

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 
Kenaikan / 
Penurunan 

Arus Masuk Kas 1.489.644.406.797,26  1.476.123.837.514,28  13.520.569.282,98 

Arus Keluar Kas 1.462.060.404.309,57  1.540.902.559.353,05  (78.842.155.043,48) 

Arus Kas Bersih 27.584.002.487,69 (64.778.721.838,77) 92.362.724.326,46 

 

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran 

kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Mataram selama satu periode. 

Pada Tahun 2021 dan 2020 terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai 

Rp222.390.403.716,89 dan Rp147.373.473.512,38 sehingga terjadi kenaikan arus 

kas bersih senilai Rp75.016.930.204,51 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.115. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2021 dan 2020 

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 
Kenaikan / 
Penurunan 

Arus Masuk Kas dari Aktivitas 

Operasi 
1.419.950.579.907,26 1.409.305.154.848,56  10.645.425.058,70 

Arus Keluar Kas dari Aktivitas 
Operasi 

1.197.560.176.190,37  1.261.931.681.336,18 (64.371.505.145,81) 

Arus Kas Bersih 222.390.403.716,89  147.373.473.512,38  75.016.930.204,51 

 

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 

Arus masuk kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan kas untuk 

kegiatan operasional pemerintah  Kota Mataram selama satu periode. Pada Tahun 

2021 dan 2020 terdapat Arus Masuk Kas Bersih dari aktivitas operasi senilai 

Rp1.419.950.579.907,26  dan Rp1.409.305.154.848,56  sehingga terjadi kenaikan 

arus masuk kas dari aktivitas operasi senilai minus Rp10.645.425.058,70 dengan 

perhitungan sebagai berikut:  

 

Tabel 5.116. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 2021dan 2020 

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 
Kenaikan / 
Penurunan 

Pendapatan Pajak Daerah 142.527.068.800,50  117.920.102.070,00  24.606.966.730,50 

Retribusi Daerah 18.424.085.622,59  17.897.463.467,00  526.622.155,59 

Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

10.517.847.058,79  9.936.912.771,62  580.934.287,17  
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Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 
Kenaikan / 
Penurunan 

Lain-lain PAD yang Sah 220.397.559.729,61  217.410.882.701,94  2.986.677.027,67  

Dana Bagi Hasil (DBH) 110.600.553.924,00 95.796.358.432,00  14.804.195.492,00  

Dana Alokasi Umum (DAU) 569.742.255.000,00  579.228.725.000,00  (9.486.470.000,00) 

Dana Alokasi Khusus Fisik 86.651.605.041,00  52.462.532.738,00  34.189.072.303,00 

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non 
Fisik 

84.526.535.680,00  95.459.112.204,00  (10.932.576.524,00)  

Penerimaan Dana Penyesuaian 30.244.134.000,00  63.730.680.000,00  (33.486.546.000,00)  

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 

Pemda Lainnya 
88.478.633.357,00  84.447.703.386,00  4.030.929.971,00 

Bantuan Keuangan dari Pemda 
Lainnya 

0,00  0,00  0,00 

Pendapatan Hibah 0,00  61.637.242.604,00  (61.637.242.604,00) 

Pendapatan Lainnya 57.086.377.715,77  81.900.000,00  57.004.477.715,77  

Penerimaan atas Pengembalian 
Belanja (CP) Operasi 

753.923.978,00   13.295.539.474,00  (12.541.615.496,00) 

Jumlah Arus Masuk 1.419.950.579.907,26   1.409.305.154.848,56 10.645.425.058,70 

 

Arus masuk kas dari aktivitas operasi sudah termasuk Pendapatan dari BLUD 

senilai Rp195.483.227.307,41 Dana JKN senilai Rp14.376.319.325,00 dan Dana 

BOS sebesar Rp57.086.337.715,77 yang dikelola/digunakan secara langsung oleh 

BLUD pada RSUD Kota Mataram, JKN pada puskesmas lingkup Kota Mataram 

dan Dana BOS pada lingkup sekolah Kota Mataram, serta Penerimaan atas 

Pengembalian Belanja (CP) Operasi senilai Rp753.923.978,00 termasuk di 

dalamnya Pengembalian Belanja BOS senilai Rp31.866.200,00. 

 

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas pengeluaran kas 

untuk kegiatan operasional pemerintah  Kota Mataram selama satu periode. 

Pada Tahun 2021 dan 2020 terdapat Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 

senilai Rp1.197.560.176.190,37 dan Rp1.261.931.681.336,18 sehingga 

terjadi penurunan arus keluar kas dari aktivitas operasi senilai 

Rp64.371.505.145,81 dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.117. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 2021 dan 

2020 

Uraian Tahun 2021 Tahun 2021 
Kenaikan / 

Penurunan 

Belanja Pegawai 533.374.854.790,00  578.219.590.323,00  (44.844.735.533,00) 

Belanja Barang dan Jasa 551.701.782.857,37  422.483.280.612,18  129.218.502.245,19 

Belanja Hibah 89.641.755.701,00  101.352.768.388,00  (11.711.012.687,00)  

Belanja Bantuan Sosial 9.927.412.780,00 11.676.200.000,00  (1.748.787.220,00) 

Belanja Tak Terduga 11.473.020.062,00  146.848.492.013,00  (135.375.471.951,00) 

Transfer  1.441.350.000,00  1.351.350.000,00  90.000.000,00 

Jumlah Arus Keluar 1.197.560.176.190,37 1.261.931.681.336,18  (64.371.505.145,81) 

 

Dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi senilai Rp1.197.560.176.190,37 

sudah termasuk termasuk realisasi dari Belanja Operasi Dana BLUD, Dana 

JKN dan Dana BOS dengan rincian sebagai berikut: 

a. Belanja operasi dari RSUD Kota Mataram sebagai BLUD senilai 

Rp190.079.656.065,37 merupakan belanja barang jasa yang dicatat dan 

disajikan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah. 
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b. Dana JKN yang dikelola oleh puskesmas lingkup Kota Mataram senilai 

Rp13.892.087.152,00 yang terdiri dari Belanja Barang Jasa senilai 

Rp12.908.096.118,00 dan Belanja Modal JKN senilai Rp983.991.034,00 

c. Dana BOS yang dikelola oleh masing-masing sekolah lingkup Kota 

Mataram terealisasi sebesar Rp52.892.984.981,00   

Kenaikan tertinggi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi terjadi pada 

Belanja Barang Jasa, kemudian diikuti Belanja transfer. Sementara penurunan 

tertinggi terjadi pada Belanja Tak Terduga, diikuti dengan Belanja Pegawai, 

kemudian Belanja Hibah, lalu Belanja Bantuan Sosial. 

 

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan pemerintah  Kota 

Mataram selama satu periode. Aliran kas bersih dari aktivitas investasi aset non 

keuangan Tahun 2021 dan 2020 senilai minus Rp184.857.052.504,20, dan minus 

Rp209.066.414.335,00 sehingga terjadi penurunan arus kas bersih sebesar 

Rp24.209.358.830,80. Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk dari 

aktivitas investasi dikurangi dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi. Adapun 

rincian arus kas dari aktivitas investasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.118. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi 2021 dan 2020 

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 
Kenaikan / 
Penurunan 

Arus Masuk Kas dari Aktivitas 

Investasi 
699.387.830,00  5.003.000,00 694.384.830,00 

Arus Keluar Kas dari Aktivitas 
Investasi 

185.556.440.334,20 209.071.414.335,00  (23.514.974.000,80) 

Arus Kas Bersih (184.857.052.504,20) (209.066.411.335,00) 24.209.358.830,80  

 

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan kas 

untuk kegiatan investasi pemerintah  Kota Mataram selama satu periode. Arus 

Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Mataram selama Tahun 2021 

dan 2020 senilai Rp699.387.830,00  dan Rp5.003.000,00 terjadi kenaikan arus 

masuk kas senilai Rp694.384.830,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.119. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 2021 dan 2020 

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 
Kenaikan / 

Penurunan 

Penjualan Kendaraan Dinas Roda 
Dua 

0,00  0,00  0,00 

Penjualan Kendaraan Dinas Roda 

Empat 
689.563.030,00  0,00  689.563.030,00 

Penjualan Bahan-bahan Bekas 
Bangunan 

0,00  0,00  0,00  

Penerimaan atas Pengembalian 

Belanja (CP) Modal 
9.824.800,00  5.003.000,00  4.821.800,00 

Jumlah Arus Masuk 699.387.830,00  5.003.000,00 694.384.830,00 
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5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas pengeluaran 

kas untuk kegiatan investasi Pemerintah Kota Mataram selama satu periode. 

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Mataram selama 

Tahun 2021  dan 2020 senilai Rp185.556.440.334,20 dan 

Rp209.071.414.335,00 sehingga terjadi penurunan senilai 

Rp23.514.974.000,80 dengan rincian sebagai berikut:   

 

Tabel 5.120. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 2021 dan 2020 

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 
Kenaikan / 
Penurunan 

 Perolehan Tanah  12.728.202.650,00  35.913.949.476,00  (23.185.746.826,00) 

 Perolehan Peralatan dan Mesin  67.710.485.315,00  81.832.990.636,00  (14.122.505.321,00) 

 Perolehan Bangunan dan Gedung  50.553.758.157,20  35.858.942.721,59  14.694.815.435,61 

 Perolehan Jalan, Irigasi dan 

Jaringan  
52.450.009.968,00  49.177.438.242,41  3.272.571.725,59 

 Perolehan Aset Tetap Lainnya  2.113.984.244,00  6.288.093.259,00  (4.174.109.015,00) 

Jumlah Arus Keluar 185.556.440.334,20  209.071.414.335,00 (23.514.974.000,80) 

 

Kenaikan terjadi  dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi jika 

dibandingkan dengan Tahun sebelumnya hanya  terjadi pada jenis belanja 

modal Bangunan dan Gedung , semua Belanja belanja mengalami penurunan. 

Dari arus keluar kas dari aktivitas investasi sudah termasuk    dari Dana JKN 

senilai Rp983.991.034,00  yang dikelola/digunakan secara langsung oleh , 

JKN pada Puskesmas Lingkup Kota Mataram  

 

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan  aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan 

surplus anggaran Kota Mataram dalam menjalankan penyelenggaraan 

Pemerintahan. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 

senilai minus Rp10.000.000.0000,00 dan Tahun 2020 senilai minus 

Rp2.997.000.000,00 sehingga terjadi kenaikan pengeluaran minus sebesar 

Rp7.003.000.000,00 terdiri dari: 

 

Tabel 5.121. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2021 dan 2020 

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 
Kenaikan / 
Penurunan 

Arus Masuk Kas dari Aktivitas 
Pendanaan 

0,00  0,00  0,00  

Arus Keluar Kas dari Aktivitas 
Pendanaan 

10.000.000.000,00  2.997.000.000,00  7.003.000.000,00 

Arus Kas Bersih (10.000.000.000,00) (2.997.000.000,00) (7.003.000.000,00)  

 

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan  aktivitas penerimaan 

kas sehubungan  dengan pendanaan defisit atau surplus anggaran Kota 

Mataram dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan. Tahun 2021 

dan 2020 tidak ada Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan. Pada Tahun 

2020 tidak terdapat penerimaan pokok Dana Bergulir pada Lembaga 

Keuangan Mikro yang dikelola Dinas Koperasi. Setoran ini sudah lama macet 
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sejak Tahun 2011 dan pengurusannya sudah diserahkan kepada pihak KPKNL 

Mataram. 

 

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas pengeluaran 

kas sehubungan  dengan penggunaan defisit atau surplus anggaran Kota 

Mataram dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam hal ini, 

arus keluar kas dari aktivitas pendanaan digunakan sebagai penyertaan modal 

pemerintah daerah. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas pendanaan Tahun 

2021 dan Tahun 2020 senilai Rp10.000.000.000,00 dan Rp2.997.000.000,00 

artinya terjadi kenaikan senilai Rp7.003.000.000,00 

 

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transistoris 

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran. Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris 

Tahun 2021 dan 2020 adalah senilai Rp50.651.275,00 dan  minus 

Rp88.784.016,15. Jumlah tersebut merupakan jumlah aliran Kas Masuk dari 

Aktivitas Non Anggaran dikurangi dengan aliran Arus Keluar Kas dari 

Aktivitas Transitoris, dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.122. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 2021 dan 2020 

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 
Kenaikan / 
Penurunan 

Arus Masuk Kas dari Aktivitas 

Transistoris 
68.994.439.060,00  66.813.679.665,72  2.180.759.394,28 

Arus Keluar Kas dari Aktivitas 
Transistoris 

68.943.787.785,00  66.902.463.681,87  2.041.324.103,13 

Arus Kas Bersih 50.651.275,00 (88.784.016,15) 139.435.291,15 

 

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Arus Kas Bersih dari Aktivitas 

Transitoris naik senilai Rp139.435.291,15. Hal ini disebabkan karena tidak 

ada pembayaran atas hutang pajak (PFK) tahun lalu . 

 

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transistoris 

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris selama periode Tahun 

2021 dan 2020 senilai Rp68.994.439.060,00 dan Rp66.813.679.665,72 

sehingga terjadi kenaikan  senilai Rp2.180.759.394,28 dengan rincian sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5.123. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 2021 

dan 2020 

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 
Kenaikan / 
Penurunan 

Penerimaan Perhitungan Fihak 
Ketiga (PFK) 

66.075.465.776,00 56.190.964.134,00  9.884.501.642,00 

Koreksi Bank Lain-lain 85.085.996,00 904.434.342,72  (819.348.346,72) 

Penyetoran sisa UP / GU / TU TA. 

Berjalan 
2.515.035.241,00 9.679.926.387,00  (7.164.891.146,00) 

Penyetoran sisa UP / GU / TU TA. 
Sebelumnya 

256.616.232,00 542.480,00  256.073.752,00 
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Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 
Kenaikan / 
Penurunan 

Sisa Pajak Bendahara Kesra  237.500,00  (237.500,00) 

Penerimaan Jaminan Bongkar 
Reklame 

 26.227.822,00  (26.227.822,00) 

PYDKas Di Bendahara Penerimaan 

Dishub 
36.221.376,00 11.347.000,00  24.874.376,00 

Utang PFK  26.014.439,00 0,00 26.014.439,00 

Jumlah Arus Masuk 68.994.439.060,00 66.813.679.665,72  2.180.759.394,28 

 

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transistoris 

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris selama periode Tahun 

2021 dan Tahun 2020 adalah senilai Rp68.943.787.785,00 dan 

Rp66.902.463.681,87 sehingga terjadi kenaikan senilai Rp2.041.324.103,13 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.124. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris 2021 

dan 2020 

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 
Kenaikan / 
Penurunan 

Pengeluaran Perhitungan Fihak 
Ketiga (PFK) 

66.075.465.816,00 56.191.539.132,00  9.883.926.684,00 

Setor ke Kasda Jaminan Bongkar 

Reklame DPMPTSP 
 22.485.961,00  (22.485.961,00) 

Pengembalian Jaminan Bongkar 
Reklame 

 14.514.037,00  (14.514.037,00) 

Pengeluaran UP / GU / TU TA. 

Berjalan 
2.515.035.241,00 9.679.926.387,00  (7.164.891.146,00) 

Pengeluaran UP / GU / TU TA. 
Sebelumnya 

256.616.232,00 542.480,00  256.073.752,00 

Setor ke Kasda Bagi Hasil Rekening 

Dana Bos Tahun Lalu 
 40.596.774,15  (40.596.774,15) 

Setor ke Kasda Pendapatan yang 
Ditangguhkan DPMPTSP 

 48.424.568,00  (48.424.568,00) 

Koreksi Bank Lain-lain 85.085.996,00 904.434.342,72  (819.348.346,72) 

Penyetoran Pajak Tahun 2020 

Bagian Kesra  
237.500,00 0,00  237.500,00 

Penyetoran Kas Bendahara 
Penerima Dishub Tahun 2020 

11.347.000,00 0,00  11.347.000,00 

Jumlah Arus Keluar 68.943.787.785,00 66.902.463.681,87  2.041.324.103,13 

 

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas Selama Periode 

Selama Tahun Anggaran 2021 terjadi penurunan kas bersih senilai 

Rp27.584.002.487,69  sementara Tahun 2020   senilai Rp64.778.721.838,77 

sehingga terjadi kenaikan senilai Rp92.362.724.326,46. Hal ini dapat dilihat pada 

Tahun 2021 Aktivitas Operasi dan Aktivitas Transitoris yang meningkat  

sementara Aktivitas Investasi menurun drastis, demikian juga dengan Aktivitas 

Pendanan. Kenaikan dan penurunan arus kas Tahun 2021 dapat dirinci sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.125. Rincian Kenaikan dan Penurunan Arus Kas 2021 dan 2020 

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 
Kenaikan / 

Penurunan 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 222.390.403.716,89 147.373.473.512,38  75.016.930.204,51 

Arus Kas dari Aktivitas Investasi (184.857.052.504,20) (209.066.411.335,00) 24.209.358.830,80 

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (10.000.000.000,00) (2.997.000.000,00) (7.003.000.000,00) 

Arus Kas dari Aktivitas Transistoris 50.651.275,00 (88.784.016,15) 139.435.291,15 

Kenaikan / Penurunan Kas 
Selama Periode 

27.584.002.487,69 (64.778.721.838,77) 92.362.724.326,46 

 

5.5.6 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 

Pada Tahun 2021 terjadi penurunan Kas bersih selama periode senilai 

Rp27.584.002.487,69 yang ditutupi dengan saldo awal Kas senilai 

Rp43.824.818.655,27 sehingga saldo akhir Kas menjadi sebesar 

Rp71.408.821.142,96. Saldo Kas awal di Kas Daerah per 1 Januari 2021 senilai 

Rp43.824.818.655,27 saldo Kas akhir Tahun 2020 senilai Rp43.824.818.655,27 

dapat dirinci sebagai berikut: 

 

Tabel 5.126. Rincian Kenaikan dan Penurunan Bersih Kas 2021 dan 2020 

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 
Kenaikan / 
Penurunan 

Kenaikan / Penurunan Bersih Kas 
Selama Periode 

27.584.002.487,69 (64.778.721.838,77) 92.362.724.326,46 

Saldo Awal Kas 43.824.818.655,27  108.603.540.494,04  (64.778.721.838,77) 

Saldo Akhir Kas 71.408.821.142,96  43.824.818.655,27  27.584.002.487,69 

 

5.5.7 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 

Saldo akhir kas secara keseluruhan termasuk kas di Bendahara Penerimaan dan di 

Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp71.408.821.142,96  dan 

Rp43.824.818.655,27 mengalami  kenaikan senilai Rp27.584.002.487,69. Saldo 

Akhir Kas Tahun 2021 terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar 

Rp13.079.928.652,87, Setara Kas yang merupakan Dana Deposito sebesar 

Rp.50.000.000.000,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp36.221.376,00, 

Kas di BLUD sebesar Rp4.851.653.650,73, Kas Dana Kapitasi pada FKTP yaitu 

Puskesmas lingkup Pemerintah Kota Mataram senilai Rp2.891.403.372,67, dan  

Kas Dana BOS  senilai Rp549.614.090,69. Saldo akhir Kas Tahun 2021 dapat 

dirincikan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.127 Rincian Saldo Akhir Kas 2021 dan 2020 

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 
Kenaikan / 

Penurunan 

Kas di Kas Daerah 13.079.928.652,87 11.210.681.409,99  1.869.247.242,88 

Kas Setara Kas/Deposito 50.000.000.000,00 25.000.000.000,00  25.000.000.000,00 

Kas di Bendahara Penerimaan 36.221.376,00 11.347.000,00  24.874.376,00 

Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 256.853.732,00  (256.853.732,00) 

Kas di BLUD 4.851.653.650,73 4.153.706.908,69  697.946.742,04 

Kas Dana Kapitasi pada FKTP 2.891.403.372,67 2.407.171.199,67  484.232.173,00 

Kas Dana BOS 549.614.090,69 785.058.404,92  (235.444.314,23) 

Jumlah 71.408.821.142,96 43.824.818.655,27  27.584.002.487,69 

 

Saldo akhir Kas secara keseluruhan per 31 Desember Tahun 2021 senilai 

Rp71.408.821.142,96 terdiri dari sisa kas di Kas Daerah senilai 
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Rp13.079.928.652,87, Setara Kas atau Deposito senilai Rp50.000.000.000,00, 

Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp36.221.376,00, Kas di Bendahara 

Pengeluaran senilai Rp0,00,  Kas di BLUD senilai Rp4.851.653.650,73, Kas 

Dana Kapitasi pada FKTP berupa sisa Dana JKN senilai Rp2.891.403.372,67, 

dan Kas Dana BOS senilai Rp549.614.090,69. Saldo akhir kas sama dengan 

Kas di Neraca per 31 Desember 2021. 
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5.6 Penjelasan atas Akun Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan 

Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas 

aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.128. Rincian Perubahan Ekuitas 2021 dan 2020 
Uraian Saldo 2021 Saldo 2020 

EKUITAS AWAL 3.317.180.010.357,62  3.290.350.189.768,99  

SURPLUS / (DEFISIT) - LO 86.512.974.478,06  35.136.697.878,16  

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN 
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR 

    

Koreksi Nilai Persediaan 0,00  0,00  

Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00  0,00  

Koreksi Ekuitas Lainnya 13.842.480.125,44  (8.306.877.289,53) 

EKUITAS AKHIR 3.417.535.464.961,12  3.317.180.010.357,62  

 

5.6.1 Ekuitas Awal 

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2021 adalah senilai Rp3.317.180.010.357,62 

yang merupakan Ekuitas Akhir pada Tahun 2020. 

 

5.6.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO) 

Penambahan Ekuitas bersumber dari saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir 

periode pelaporan senilai Rp86.512.974.478,06. 

 

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2020 

senilai Rp13.842.480.125,44 merupakan Koreksi Ekuitas Lainnya yang terdiri 

dari: 
- Penyesuaian Mutasi Aset Rp3.840.846.080,78 

- Penyesuaian Investasi Permanen BUMD Rp18.492.070.221,76 

- Penyesuaian Penambahan Tagihan Jk. Pjg TGR Rp20.880.444,90 

- Penyesuaian Utang Jangka Panjang Rp13.333.333,00 

- Penyesuaian Aset Sumber Dana Hibah Bos (Rp8.524.649.955,00) 

TOTAL Rp13.842.480.125,44 

 

5.6.4 Ekuitas Akhir 

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Mataram pada Tahun 2021 dan 2020 adalah 

senilai Rp3.417.535.464.961,12 dan Rp3.317.180.010.357,62 mengalami 

kenaikan senilai Rp100.355.454.603,50 atau naik 3,03% dari tahun 

sebelumnya, merupakan Ekuitas Awal ditambah dengan Surplus/Defisit–LO 

dikurangi dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan 

Mendasar berupa koreksi ekuitas lainnya. 

 

 

 

 

 




